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A.  Latar Belakang Masalah 
  
Pada dasarnya komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting, namun 
juga kompleks dalam kehidupan manusia. Manusia sangat dipengaruhi oleh 
komunikasi yang dilakukannya dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal 
maupun yang tidak dikenal sama sekali. Komunikasi memiliki peran yang sangat 
vital bagi kehidupan manusia. Dengan berkomunikasi dapat terbina hubungan 
baik yang sangat penting untuk menciptakan citra positif.  
Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di 
Indonesia sekarang ini, maka dituntut adanya paradigma baru dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, yaitu paradigma sistem pemerintahan  yang 
mengarah pada  “Good Governance”. 
Merujuk pada perkembangan kebijakan pemerintahan yang tersebut diatas, 
yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, teknologi 
telekomunikasi dan teknologi penyiaran, telah melahirkan sebuah era baru bagi 
masyarakat yakni era demokratisasi dan transparansi sehingga untuk dapat 
menjalin komunikasi yang baik mulai banyak dilakukan organisasi baik yang 
bersifat profit, non-profit yang diselenggarakan oleh pemerintahan maupun 
organisasi di luar pemerintahan menggunakan jasa Humas (Hubungan 
Masyarakat) atau Public Relations. Keberadaan Public Relations sangat penting 
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Hal tersebut telah banyak membuat organisasi yang ada menyadari akan manfaat 
Public Relations di dalam sebuah organisasi. Public Relations sendiri  menurut  
Howard Bonham  mempunyai  pengertian  sebagai  suatu  seni untuk menciptakan 
pengertian publik yang lebih baik, sehingga dapat memperbesar kepercayaan 
publik terhadap seseorang atau organisasi1. Sebagaimana diketahui, Humas 
didalam menjalankan fungsinya, mengemban tugas guna melayani kepentingan 
publik, yang pada akhirnya membangun citra kantor atau organisasi dimana 
humas itu berada. Mengenai pendekatan fungsi Humas dari Bertrand R. Canfield 
dalam bukunya “Public Relations Principles and Problems”, yang dikutip oleh 
Onong Uchjana Effendy2, mengemukakan unsur-unsur utama dalam fungsi humas 
adalah mengabdi kepentingan publik, memelihara komunikasi yang baik, dan 
menitikberatkan moral dan tingkah laku yang baik.  
Selain itu, fungsi humas juga bertujuan guna memperoleh kepercayaan 
(trust), saling pengertian (mutual understanding), dan citra yang baik (good 
image) dari masyarakat. Sasaran humas adalah menciptakan opini publik yang 
favorable dan menguntungkan semua pihak. Tugas itu tentu tidaklah semudah 
seperti membalikkan telapak tangan. Upaya-upaya yang dilakukan humas, 
haruslah menumbuhkan hubungan harmonis yaitu dengan menyelenggarakan 
komunikasi timbal balik antara organisasi/lembaga dengan publiknya melalui 
suatu proses komunikasi3. 
                                                 
1 Kustadi Suhandang, Public Relations Perusahaan Kajian Program Implementas, (Bandung: 
Nuansa,  2004)  hal. 44 
2 Onong Uchjana Effendy, Human Relations dan Public Relations dalam Manajemen, (Bandung: 
Alumni, 1982) hal. 135 
3 F. Rachmadi, Public Relations dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
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Peranan humas di lingkungan pemerintahan sangat penting dalam 
membangun citra positif bangsa dan negara. Apalagi dewasa ini pemerintah 
tengah menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan yang mendasar. Upaya 
revitalisasi peranan kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang 
mendesak saat ini, wajib dilaksanakan di semua instansi pemerintah, sebagai 
momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan 
yang dapat bersinergi secara efektif.  Humas pemerintah selalu dituntut 
kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang 
sangat cepat.
Sejauh ini, khusus untuk pekerjaan humas pada berbagai instansi 
pemerintahan, ada suatu hal yang biasa terjadi dan menjadi suatu kebiasaan yang 
berlaku, bahwa bagian humas baru akan bergerak apabila ada instruksi dari atasan, 
atau apabila ada suatu kegiatan pemerintahan yang sifatnya rutin dilaksanakan. 
Misal ada kegiatan yang ingin mendengarkan feedback atau timbal balik dan 
masukan positif, hal itu hanyalah reaktif pada sebatas analisis di media belaka. 
Jadi dalam hal ini, posisi eksistensi dan peran humas diberbagai instansi 
pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah belum 
mampu maksimal, yakni hanyalah sebatas corong, jalur komunikasi atau hanyalah 
sebagai media bagi para pejabat pemerintah untuk bicara kepada publiknya, 
tentang hal-hal apa yang akan dilakukan oleh kantor atau organisasi pemerintah 
tersebut, atau dengan kata lain, secara umum fungsi layanan humas yang ada di 
lembaga atau departemen pemerintahan, belum dapat menempatkan posisi humas 
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Humas pemerintah selalu dituntut kemampuannya dalam menghadapi 
tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Humas memegang 
peranan yang sangat penting dan strategis. Selain itu, sebagai sebuah kegiatan 
komunikasi, humas juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana 
yang kondusif dalam kerangka ‘win-win solutions’, antar berbagai stakeholders 
organisasi, baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun image atau 
citra dari organisasi pemerintah itu sendiri. 
Stakeholders adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar 
perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan4. 
"Istilah stakeholders mungkin sedikit asing bagi kita, sebenarnya stakeholders 
bisa disebut juga publik. Publik dari Public Relations ada dua, yaitu internal dan 
eksternal. Publik internal adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan 
perusahaan, antara lain : pemegang saham, manajemen dan top executive, 
karyawan, dan keluarga karyawan. Publik eksternal adalah pihak-pihak yang 
berada di luar kendali perusahaan yang terdiri dari konsumen, penyalur, pemasok, 
bank, pemerintah, pesaing, komunitas, dan pers5. 
Disahkannya UU No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh 
Pemerintah pada tanggal 3 April 2008, membawa konsekuensi terhadap 
ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi warga 
negara Indonesia. Badan publik, dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara, 
lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang 
                                                 
4 Rhenald Khasali, Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta: 
Pustaka Utama Grafiti, 1994) hal. 63 
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mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan 
masyarakat, mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang 
terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan 
pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia. 
Disinilah tantangan Humas Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang semakin tinggi dalam memperoleh keterbukaan informasi, 
khususnya menyangkut pelayanan terhadap publik. Tentu saja hal ini tidak mudah 
untuk merubah perilaku pemberi informasi (dalam hal ini adalah pejabat publik), 
yang semula mereka “lebih senang” dilayani, kini dengan adanya UU KIP mereka 
harus melayani informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. 
Keberadaan unit Humas di sebuah instansi milik pemerintah merupakan 
suatu keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan 
atau mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan 
yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam, maupun kepada 
masyarakat luar6. 
Sementara itu, harus diakui bila selama ini peran dan fungsi humas di 
lingkungan pemerintahan  masih sangat terbatas dan belum optimal. Alasannya 
karena keterbatasan kemampuan SDM dari para pejabat humas itu sendiri dalam 
penguasaan substansi tugas dan peran, kurangnya pejabat yang berkualifikasi 
kehumasan dari sisi pendidikan formal, serta masih terbatasnya pemahaman 
tentang arti dan fungsi dari humas itu sendiri. 
                                                 
6 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi, 
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Pada dasarnya Humas atau Public Relations (PR) merupakan proses 
komunikasi kepada publik untuk menjalin relasi yang baik sehingga tercapai 
tujuan untuk membangun, membina, dan menjaga citra yang positif. Kita yang 
hidup dalam masyarakat komunikasi massa seperti ini, sangat menggantungkan 
kebutuhan informasi pada media massa. Untuk itu, kegiatan komunikasi dalam 
konteks Humas banyak memanfaatkan kehadiran media massa untuk 
berkomunikasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Media massa 
sangatlah penting bagi kegiatan dan program Humas. 
Dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki media massa, maka peran 
media massa tidak dapat diabaikan dalam kegiatan dan program Humas. Dengan 
mengetahui pentingnya posisi media massa didalam kegiatan dan program Humas 
itu, maka hubungan yang baik dengan media massa itu menjadi salah satu hal 
yang sangat penting dalam berbagai kegiatan Humas. Melalui hubungan dengan 
media, diharapkan dapat membina hubungan yang baik dengan publik dan 
organisasinya untuk mencapai tujuan organisasi yaitu untuk menciptakan citra 
yang baik di masyarakat. 
Hubungan pers (press relations) sendiri adalah usaha untuk mencapai 
publikasi atau penyiaran yang maksimum atau suatu pesan atau informasi Humas 
dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari 
organisasi atau perusahaan yang bersangkutan7 ". Hubungan pers (press relations) 
sendiri memiliki arti yang sama dengan hubungan media atau media relations, 
hanya istilah hubungan pers (press relations) memang cenderung lebih populer. 
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Hubungan dengan media massa itu bukan hanya dijalin sebagai solusi setelah 
timbul masalah, melainkan terus dipelihara sepanjang organisasi tersebut ada.  
Banyak diakui bahwa keberhasilan suatu program pemerintah antara lain 
juga sangat ditentukan oleh sejauhmana aparat pelayanan pemerintah termasuk 
Humas untuk dapat berperan secara aktif dalam memberi pelayanan informasi 
kepada publik secara luas. Humas Pemerintah mempunyai peran penting dalam 
membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Adanya 
UU KIP, merupakan momentum bagi Humas Pemerintah untuk menjalankan 
fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan 
kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah 
secara terbuka, transparan, jujur dan objektif.  Informasi yang disampaikan kepada 
masyarakat, termasuk media, bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat 
menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, tidak informatif, dan tidak membumi. 
Di era keterbukaan sekarang ini media massa memiliki peran yang sangat 
vital dalam setiap sendi kehidupan. Sebagai partner pembangunan, media massa 
juga diharapkan memiliki hubungan yang harmonis dengan kalangan 
pemerintahan. Sebagai jembatan arus informasi antara media masa dan 
pemerintahan, setiap instansi tentu telah memiliki lembaga kehumasan. Namun, 
banyak lembaga kehumasan pada setiap instansi pemerintahan tersebut, yang 
ternyata belum berjalan maksimal. 
Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap fungsi humas 
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paham betul soal pers. Bahkan, ia mengatakan kehadiran rekan pers dianggap 
sangat berbahaya. Padahal media massa merupakan salah satu institusi dan profesi 
yang penting untuk digandeng dalam setiap pembangunan. Jadi sangat ironis 
kalau ada pegawai pemerintah yang masih alergi dengan keberadaan pers.  
Ironisnya banyak humas pemerintah yang belum memahami tugas dan 
fungsinya. Humas pemerintah cenderung sebagai pelayan pejabat pemerintah 
yang bisa disuruh kesana kemari oleh ajudan kepala daerah, ketimbang menjadi 
public relation pemerintah. Bahkan Humas pemerintah cenderung hanya sebagai 
tukang kliping surat kabar. Humas pemerintah seringkali tidak konsisten, kurang 
strategis dan tidak peka terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat luas. 
Sehingga terkesan cuek. Hal ini lantaran humas pemerintahan tak memahami dan 
kurang mengerti berbagai persoalan yang ditimbulkan akibat kebijakan 
pemerintah di lingkungannya. 
Menjadi humas pemerintahan, memang bukan sebuah pekerjaan ringan. 
Apalagi, reputasi, keberhasilan, dan eksistensi sebuah lembaga pemerintahan 
sangat tergantung dari kinerja humas yang dimilikinya. Humas pemerintahan juga 
harus mampu menyiapkan press release dan hubungan baik dengan insan pers 
yang setiap saat bisa dihubungi untuk menyajikan sebuah pemberitaan yang 
berasal dari meja humas. 
Diperlukan peningkatan fasilitas kelancaran arus informasi dari 
pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya, meningkatkan koordinasi dalam 
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Saat ini sebagin besar humas pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsinya masik banyak terkendala, dari masalah struktur dan organisasi humas, 
kultur/budaya kerja praktisi atau pejabat humas yang masih kurang strategis, dan 
belum ditunjang sarana kerja yang memadai. kondisi sebagian besar SDM humas 
pemerintahan belum memenuhi kualifikasi sebagai petugas humas yang 
profesional. 
Ada satu hal yang cukup mengganggu di dalam hubungan sebuah 
organisasi dengan media massa, dimana terdapat sikap saling mencurigai antara 
kedua belah pihak, adapun media beranggapan bahwa praktisi Humas atau PR 
sering memanipulasi informasi untuk menciptakan citra yang positif, sedangkan 
praktisi Humas atau PR beranggapan bahwa media massa membutuhkan berita 
buruk dari sebuah organisasi, karena the bad news is a good news bagi media 
massa. 
 Untuk itu dalam menjalankan fungsinya, Public Relations memerlukan 
strategi media relations di dalam menjalin hubungan dengan media massa untuk 
menciptakan citra yang postif di dalam masyarakat. Strategi media relations 
terdiri dari 3 hal, yaitu : mengelola relasi, mengembangkan strategi, 
mengembangkan jaringan8. 
Dalam perkembangannya, Humas atau PR ternyata tidak hanya dijalankan 
oleh organisasi-organisasi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kepercayaan 
dari publiknya, yang dapat memberikan keuntungan bagi organisasi tersebut. 
Humas ternyata juga dijalankan oleh lembaga pemerintahan seperti Pemerintah 
                                                 
8 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
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Kota Surakarta, yang di dalam melaksanakan tugasnya berhubungan dengan 
masyarakat luas. 
Kota Surakarta dengan luas wilayah 44,04 Km2 memiliki jumlah 
penduduk sebanyak 561.509 jiwa (data penduduk tahun 2007), yang terbagi dalam 
lima (5) wilayah kecamatan serta 51 wilayah kelurahan, dan fluktuasi hunian 
sirkuler mencapai 1.200.000 jiwa pada siang hari. Kota Surakarta merupakan kota 
yang mapan dan sedang berkembang menuju kota besar, maka kota Surakarta 
mempunyai banyak fungsi dengan skala pelayanan yang beragam. Kota Surakarta 
diharapkan dapat berfungsi sebagai : Kota Industri; Kota Perdagangan; Kota 
Pariwisata-Budaya; Kota Pendidikan; Kota Fasilitas Sosial, yang mana itu semua 
berskala lokal, regional, nasional, dan internasional yang mampu yang mampu 
berkembang sepadan dengan kota – kota industri lainnya dari berbagai skala baik 
di Jawa Tengah, Pulau Jawa, maupun di Indonesia. Serta dapat berfungsi sebagai 
kota pusat pemerintahan dan pengendali pembangunan ekonomi – sosial politik 
bagi wilayahnya dan daerah pengaruhnya. 
 
 
Gambar 1. Peta Kota Surakarta 
 
Pemerintah Kota Surakarta merupakan organisasi pelaksana dan 
penyelenggaraan pemerintahan secara administratif. Dalam pelaksanaan kegiatan 
kesehariannya, Pemerintah Kota Surakarta tidak terlepas dari berbagai bentuk 
penentuan, pelaksanaan, penerapan program-program kebijakan serta aktivitas-
aktivitas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat kota 













































commit to user 
11 
 
Berbagai kebijakan yang meliputi permasalahan di bidang pemerintahan, bidang 
pembangunan, bidang kesejahteraan masyarakat serta bidang ekonomi keuangan 
merupakan bentuk kebijakan yang perlu diinformasikan secara menyeluruh dan 
meluas kepada masyarakat kota Surakarta. 
Peran dan fungsi media sebagai partner kerja dalam upaya penyebarluasan 
informasi dari berbagai kebijakan pemerintah Kota Surakarta sangat dibutuhkan 
guna tercapainya suatu pengetahuan, pengertian, pemahaman dan keikutsertaan 
dari publik internal dan eksternal untuk mendukung keberadaan organisasi 
Pemerintah Kota Surakarta. Sedangkan fungsi media sebagai kontrol sosial 
menjadikan Pemerintah Kota Surakarta  lebih ‘waspada’ dan sungguh-sungguh 
dalam mengerjakan fungsi dan perannya sebagai pihak yang menjalankan mandat 
wakil rakyat (DPRD), karena apapun yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Surakarta selalu diawasi dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat.  
Pemberitaan mengenai organisasi dan aspirasi yang disampaikan melalui 
media massa kadangkala tidak bersifat positif, namun juga bersifat negatif 
sehingga menimbulkan persepsi negatif pula dikalangan publik yang 
menerimanya. Seperti halnya berbagai pemberitaan yang sering muncul, 
contohnya peristiwa merebaknya penyakit demam berdarah, masalah sampah, 
masalah bantuan dana pendidikan serta berbagai penertiban dan banyak lagi 
pemberitaan yang menjadikan Pemerintah Kota Surakarta sebagai lembaga yang 
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Sebagaimana dikatakan Dr. Samina Yaqoob, dalam Acara dan E-Jurnal 
Konferensi AMSAR 7 tentang Peran Media dalam Krisis Politik Bangkok, 
Thailand, 20 Mei 2009. Di dalam kesimpulannya menjelaskan, media adalah 
instrumen yang tidak hanya berhadapan dengan politik tetapi mereka juga 
melayani masyarakat dengan memberikan berita, informasi dan sebagian besar 
dari itu adalah semua pemberitaan untuk masyarakat9. 
Berbagai permasalahan yang ditangani Pemerintah Kota Surakarta seperti 
ruang lingkup tata kota, penyediaan fasilitas kesehatan, pemberdayaan 
masyarakat, hingga masalah internal organisasi menjadi pemberitaan menarik di 
media massa yang mengundang opini masyarakat. Dari adanya pemberitaan 
tersebut diharapkan berita-berita yang dimuat merupakan berita yang bernilai dan 
obyektif yang mewakili kedua belah pihak (cover both side), sehingga dapat 
dipahami secara obyektif pula oleh publik yang menerimanya. Fenomena yang 
terjadi juga tidak menutup kemungkinan berita yang tersebar luas tidak sesuai 
dengan fakta dan tanpa disertai adanya klarifikasi. Hal-hal seperti ini tentu saja 
dapat menurunkan citra positif Pemerintah Kota Surakarta. 
Upaya terpenting untuk mencapai suatu bentuk publikasi yang baik, 
penyebarluasan informasi mengenai berbagai program kebijakan yang 
menyeluruh dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat dapat ditempuh 
melalui pembinaan hubungan yang baik dengan pers. Kegiatan pembinaan 
hubungan baik dengan pers biasanya ditangani oleh Humas. 
                                                 
9 Dr. Samina Yaqoob, A Study of Media : Role, Analysis and Consequences in the Political Crisis, 














































commit to user 
13 
 
Humas adalah bagian dari suatu organisasi yang memiliki tugas dan peran 
untuk menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu 
organisasi dengan segenap khalayaknya. Humas memiliki berbagai rencana baik 
berupa promosi atau kegiatan-kegiatan yang dapat mengakomodir kepentingan 
organisasi dalam menciptakan pemahaman yang baik kepada khalayak mengenai 
suatu organisasi10. Media memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk 
persepsi masyarakat melalui setiap berita yang dibuat. Pemahaman yang baik 
merupakan dampak dari adanya persepsi yang baik dan keberadaan suatu persepsi 
yang baik dapat ditimbulkan dengan adanya pemberitaan yang baik.  
Humas Pemerintah merupakan instrumen untuk mengiklankan atau 
pemberitahuan kebijakan kepada publik dan untuk meningkatkan hubungan 
pemerintah dengan masyarakat sehingga memberikan kontribusi untuk 
meningkatkan kepercayaan publik dalam pemerintahan. Melalui media massa dan 
saluran komunikasi lainnya, pemerintah telah membangun persepsi positif dari 
publik dan menarik untuk mendukung program kebijakan dari pemerintah. 
Sebagai saluran komunikasi pemerintah, hubungan publik dengan pemerintah 
dapat mempengaruhi kepercayaan publik atau keyakinan pada pemerintahan, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat mempengaruhi hubungan 
sosial-ekonomi, politik antara pemerintah dan lain-lain. Saluran komunikasi 
tradisional untuk PR adalah media massa seperti surat kabar, majalah, atau 
siaran11. 
                                                 
10 Frank Jefkins, Public relations, (Jakarta: Erlangga, 1992) hal. 18 
11 Kim, Ji Young and Sun-UnYang. 2008. Effects of Government Public Relations on 
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Pemahaman yang baik mengenai keberadaan organisasi oleh masyarakat 
akan memberikan citra atau reputasi yang baik, sehingga masyarakat akan 
semakin terbuka dan tentunya akan meningkatkan ‘nilai’ organisasi tersebut 
dimata khalayaknya. Apabila masyarakat memiliki pemahaman yang tidak baik 
mengenai organisasi tentu citra atau reputasi organisasi akan buruk juga di 
khalayaknya dan ini tentu akan mempengaruhi respon khalayaknya terhadap 
output yang akan dikeluarkan oleh suatu organisasi. Apabila organisasi tersebut 
adalah perusahaan swasta tentu akan berpengaruh terhadap penjualan produk 
mereka, tetapi apabila organisasi tersebut adalah organisasi pemerintah tentu akan 
mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri dan tentu 
saja dampaknya pemerintah tidak akan bisa melakukan fungsinya dengan baik 
dalam mensejahterakan khalayaknya. 
Sebagai contoh, Turpanjian Center for Policy Analysis (TCPA) di 
American University di Armenia melaporkan bahwa, survey di tahun 2004 oleh 
warga masyarakat terhadap 12 program kota, 54.3 persen dari warga yang 
diwawancarai menyatakan bahwa mereka bisa memainkan sebuah peran yang 
lebih aktif dalam kehidupan masyarakat jika mereka memiliki informasi lebih 
lanjut tentang kegiatan Pemerintah Daerah12. 
Seiring ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan 
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, 
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Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, maka Humas dan Protokol 
Pemerintah Kota Surakarta sebagai Humas institusi Pemerintah Kota Surakarta 
merupakan pihak yang berkewajiban untuk turut serta menjalin hubungan yang 
baik dengan publiknya dan memberikan informasi mengenai organisasi. Humas 
diharapkan mampu menjelaskan kepada publik apa yang diprogramkan 
pemerintah dengan melakukan pendekatan dan teknik penyampaian yang 
berkenan terutama penyampaian informasi yang berkaitan dengan pihak pers 
sebagai publik eksternal dari Humas. 
Adapun Program Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta 
Tahun 2010 : 
1. Kerjasama informasi dengan media massa. 
Bentuk kegiatan: 
a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, seperti sambutan 
walikota, dokumentasi, publikasi. Dilakukan melalui Iklan Layanan 
Masyarakat (ILM), baik melalui media cetak, maupun media 
elektronik. 
b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Dilakukan melalui dialog interaktif, baik melalui TV, maupun radio. 
2. Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa. 
Bentuk kegiatan : peningkatan kerjasama dengan media massa, seperti dalam 
bentuk kliping, analisis berita. 
Teknologi informasi yang dikerjakan dengan baik tentunya akan 
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informasi. Melihat realita itu perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap 
informasi ini, maka Pemerintah Kota Surakarta melakukan kebijakan di bidang 
kehumasan, pengelolaaan dan peningkatan pelayanan transformasi informasi yang 
dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol Kota Surakarta. Kegiatan ini 
bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pelayanan publik melalui 
kehumasan dan protokoler, utamanya dalam meningkatkan kualitas dan arus 
informasi komunikasi secara transparan, bertanggungjawab, obyektif, aktual dan 
terpercaya. 
Tugas pokok yang diemban oleh Bagian Humas dan Protokol Kota 
Surakarta yaitu menyusun perumusan kebijakan pemerintah daerah, 
pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, 
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan 
daerah di bidang publikasi, pengelolaan informasi, analisis media, informasi, 
acara protokoler dan pelayanan tamu. 
Hingga saat ini hubungan Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta 
dengan kalangan pers merupakan suatu bentuk hubungan kerjasama timbal balik 
terutama dalam hal penyampaian dan penyediaan materi berita. Dalam hal ini 
Humas berperan sebagai penyampai informasi kepada pers mengenai 
organisasinya dan pers berperan sebagai penerus penyampaian informasi tersebut 
kepada masyarakat secara luas. Sedangkan Protokol sendiri juga memiliki peranan 
dalam menciptakan pelayanan prima dan optimal kepada pimpinan maupun pihak 
lain yang memerlukan pelayanan dalam bidang keprotokolan sesuai dengan 
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Para  kahumas instansi-instansi yang biasa menyelenggarakan resepsi 
kenegaraan mutlak perlu memahami tata cara protokoler itu, sebab kesalahan atau 
kelainan dari tata cara yang sifatnya universal yang menunjukkan adab 
internasional yang sudah baku, menyangkut citra instansi bersangkutan, bahkan 
citra bangsa, pemerintah, dan negara13. 
Tugas protokol tidak pernah lepas dari citra suatu instansi karena kinerja 
suatu instansi pemerintah akan selalu dinilai dari kinerja protokolnya juga. Hal ini 
tentu bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, seorang protokol dituntut untuk 
mendedikasikan diri dengan sepenuh hati, melatih integritas diri serta 
mengembangkan kemampuan diri baik dari sisi kepribadian, pengetahuan dan 
ketrampilannya. Menilik arti harfiah protokol yang bermakna aturan, maka 
protokol berkaitan mengenai aturan dan pengaplikasiannya dalam bidang kerja. 
Terkait dengan tugas di bidang keprotokolan sudah saatnya memperbaiki pola 
pikir untuk tidak sekedar mengatur dan mendesain acara-acara resmi, tetapi harus 
menyentuh kepentingan publik dan promosi-promosi pengembangan potensi 
daerah. Muara dari kelancaran tugas keprotokolan ini adalah terbangunnya citra 
positif Pemerintah Kota Surakarta. 
 Peningkatan kualitas dan arus komunikasi informasi yang dilakukan oleh  
Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta dapat diketahui melalui 
pemberitaan media cetak. Strategi media relations Bagian Humas dan Protokol 
Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalin hubungan dengan media massa 
sangatlah menarik untuk diteliti, karena dengan terjalinnya hubungan yang baik 
                                                 
13 Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat suatu studi komunikologis, (Bandung: Remaja 
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tidak hanya diharapkan dapat mencapai adanya publikasi yang baik dan 
menyeluruh mengenai organisasi, tapi juga diharapkan timbul adanya kerjasama 
timbal balik dalam penyediaan materi informasi antara pihak Humas dengan pihak 
pers dan diharapkannya terjalin hubungan yang kondusif dengan pers untuk 
mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Surakarta, sehingga 
terciptanya kesamaan persepsi dalam media. Hal ini sangat penting dikarenakan 
pihak Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta memang 
membutuhkan kerjasama dengan media massa dalam rangka membangun 
komunikasi yang harmonis antara institusi pers dengan Pemerintah Kota 
Surakarta dan menumbuhkan jejaring antara praktisi pers dengan aparatur 
Pemerintah Kota Surakarta. Dengan demikian diharapkan peran serta masyarakat 
meningkat dan terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan 
masyarakat Surakarta. Dimana hal tersebut dapat meningkatkan citra positif 
Pemerintah Kota Surakarta. 
Selain itu, strategi media relations Bagian Humas dan Protokol 
Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalin hubungan dengan media massa 
sangatlah menarik untuk diteliti, karena penulis mengacu pada tulisan Bo Laursen 
(University of Aarhus, Denmark) dan Chiara Valentini (University of Aarhus, 
Denmark) yang berjudul Communicating EU to Media. Tulisan tersebut berkaitan 
dengan kegiatan media relations yang dilakukan di Dewan Uni Eropa dan secara 
khusus  membahas tugas komunikasi dan praktek komunikasi Humas pemerintah. 
Kebanyakan penelitian dalam PR fokus pada komunikasi dalam bisnis 
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menimbulkan masalah yang unik.  Hanya sedikit studi kasus tentang komunikasi 
sektor publik itu ada, dan dalam kebanyakan kasus penelitian ini telah 
menerapkan model yang dikembangkan untuk analisis pribadi sektor komunikasi 
Dalam konteks Eropa, hanya sejumlah kecil studi telah berurusan dengan 
lembaga-lembaga Uni Eropa dan  manajemen komunikasi mereka dari perspektif 
hubungan masyarakat dan bahkan kurang memiliki fokus pada kegiatan dan 
praktek komunikasi Humas pemerintah14. 
 
B. Perumusan Masalah 
Dengan latar belakang pemikiran yang ada di atas, penulis mengajukan 
pertanyaan penelitian berupa rumusan masalah sebagai berikut:  
Bagaimana strategi Media Relations Bagian Humas dan Protokol  Pemerintah 
Kota Surakarta dalam menjalin hubungan dengan media untuk meningkatkan citra 
positif di masyarakat Kota Surakarta?  
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Secara umum, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui strategi Media Relations Bagian Humas dan Protokol  
Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalin hubungan dengan media untuk 
meningkatkan citra positif di masyarakat Kota Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
                                                 
14  Bo Laursen (University of Aarhus, Denmark) dan Chiara Valentini (University of Aarhus, 
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1. Manfaat akademis, penulis berharap dapat memperkaya kajian ilmu 
komunikasi, terutama bidang kehumasan dalam menjalin hubungan dengan 
media massa (media relations), berkaitan dengan humas pemerintah. Dalam 
hal ini diwakili oleh Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta. 
2. Manfaat praktis, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi 
pihak humas pemerintah. Dimana penulis berharap dengan adanya penelitian 
ini, dapat membantu pihak Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota 
Surakarta mengetahui seperti apakah hubungan mereka dengan media massa 
di tahun 2010  ini. Pihak Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota 
Surakarta juga dapat mengetahui apakah pihak media massa selama ini puas 
akan apa yang telah diberikan oleh pihak Bagian Humas dan Protokol 
Pemerintah Kota Surakarta kepada mereka. 
 
E. Batasan Penelitian 
 Mengingat luasnya cakupan penelitian mengenai Strategi Media Relations 
Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta, maka dalam penelitian ini akan 
dibatasi pada lingkup Sub. Bagian Pemberitaan Humas dan Protokol Pemerintah 
Kota Surakarta, sesuai dengan kemampuan agar lebih fokus dan mendalam. 
Adapun alasannya, Sub Bagian Pemberitaan dikarenakan merupakan bagian yang 
secara langsung menampung pemberitaan dari media massa surat kabar. Selain itu 
penulis juga akan melakukan wawancara kepada Kepala Sub Bagian Pemberitaan 
dan wartawan media cetak. Tempat penelitian : Kantor Humas dan Protokol, 
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F. Kerangka Teori 
1. Hubungan Masyarakat (Humas) 
Hubungan masyarakat sebagai padanan kata dari Public Relations 
walaupun tidak tepat betul artinya, namun secara harfiah dalam kepentingan 
penulisan ini diartikan sama guna keperluan pembahasannya. 
Definisi Public Relations menurut Howard Bonham : 
Public Relations adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik 
yang lebih baik, sehingga dapat memperbesar kepercayaan publik terhadap 
seseorang atau organisasi15.  
 
Sedangkan John E. Marston (1988), dalam menjelaskan Strategi 
Komunikasi Humas adalah sebagai berikut:  
“Public Relations is Planned, Persuasive Communication design to 
influence significant Public.”  
(Public Relations merupakan sesuatu yang direncanakan berupa 
komunikasi persuasif yang didesain untuk mempengaruhi segmen public 
tertentu) 16.  
 
Dapat disimpulkan seorang pemimpin harus memiliki suatu kemampuan 
untuk dapat “mempengaruhi” pihak lain melalui komunisuasif dan komunikasi 
antara manunia.  
 
Sementara menurut pertemuan asosiasi-asosiasi PR seluruh dunia di 
Mexico City dalam The Mexican Statement (1978) sebagai berikut: 
Kehumasan merupakan suatu seni sekaligus suatu disiplin ilmu sosial yang 
menganalisis berbagai kecenderungan, memperkirakan setiap 
kemungkinan konsekuensi darinya, memberi masukkan dan saran-saran 
kepada para pemimpin organisasi, serta menerapkan program-program, 
                                                 
 
15   Kustadi Suhandang, Public Relations Perusahaan Kajian Program Implementasi, (Bandung:   
Nuansa, 2004) hal. 44 
16  Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi: Kampanye Public Relations, (Jakarta: Raja Grafindo 
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tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan untuk 
kepentingan khalayak17. 
 
Mengapa ilmu yang dipraktekkan dalam Public Relations (PR) dikatakan 
sebagai seni, hal ini dikarenakan praktek PR menangani manusia yang merupakan 
mahkluk sosial dan memiliki dinamika hidup. Dalam praktek PR, sesuatu hal 
yang berkaitan dengan program atau perencanaan tidak dapat ditetapkan secara 
kaku dengan aturan-aturan yang baku dan dengan durasi waktu yang panjang dan 
monoton. Bukan berarti praktek PR seenaknya sendiri dan tidak mempunyai 
aturan serta tidak konsisten. Dalam praktek PR terdapat pola yang dinamis dan 
fleksibel yang menuntut selalu adanya perubahan karena mereka melayani 
khalayak yang dinamis dan fleksibel, inilah yang dinamakan seni dalam praktek 
PR.  
PR memiliki tugas membina hubungan yang baik dengan khalayak sasaran 
kegiatan PR melalui suatu proses komunikasi. Hal ini seperti dinyatakan oleh F. 
Rachmadi dalam bukunya Public Relations dalam Teori dan Praktek : 
Public Relations menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara 
organisasi/lembaga dengan publiknya dan ini turut menentukan sukses 
tidaknya lembaga/organisasi tersebut18. 
 
Adapun khalayak sasaran PR yang juga bisa disebut stakeholders, dapat 
dibagi menjadi 2 macam19 : 
                                                 
17   Linggar Anggoro,  Teori & Profesi Kehumasan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) hal. 2 
 
18  F. Rachmadi, Public Relations dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
1992) hal. 42 
19  Rhenald Kasali, Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta:    
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1.  Publik internal : pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perusahaan, atau 
berada di dalam kendali perusahaan. Antara lain : pemegang saham, 
manajemen dan top executive, karyawan, dan keluarga karyawan. 
2.  Publik eksternal : pihak-pihak yang berada di luar kendali perusahaan. Antara   
lain : konsumen, penyalur, pemasok, bank, pemerintah, pesaing, komunitas, 
pers. 
Dari klasifikasi di atas, dalam kaitan penelitian ini maka akan dibahas 
lebih dalam adalah hubungan dengan khalayak publik eksternal, yaitu Pers/ Media 
khususnya suratkabar. 
Tujuan dibinanya hubungan dengan publik eksternal adalah: “untuk 
memperoleh dan meningkatkan citra yang baik dari publik eksternal terhadap 
organisasi/instansi/ perusahaan serta untuk mendapatkan kepercayaan dan 
penilaian yang positif dari publiknya dan bila perlu untuk memperbaiki citra 
tersebut20 ”. 
Hubungan masyarakat disebut juga Public Relations, dengan  ruang 
lingkup: kegiatan yang menyangkut baik individu ke dalam maupun individu ke 
luar dan semua kegiatan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
fungsi masing-masing lembaga atau organisasi21.     
Effendy, Onong Uchjana mengutip pendapat Canfield, Bertrand R 
mengemukakan tiga fungsi Public Relations, yakni22 : 
1) Mengabdi kepada kepentingan umum (it should serve the Public’s interest). 
                                                 
20   Neni Yulianita, Dasar-dasarPublic Relations, (Bandung: LPPM UNISBA, 2003) hal. 70 
21  Widjaja,  Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hal. 53 
22  Onong Uchjana Effendy, Human Relations dan Public Relations dalam Manajemen, (Bandung:   
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2) Memelihara komunikasi yang baik (Maintain good Communication). 
3) Menitik beratkan moral dan tingkah laku yang baik (Stress good morals and 
manners). 
Dari uraian di atas, maka fungsi Public Relations pada intinya adalah 
kegiatannya harus benar-benar dicurahkan untuk kepentingan umum. Seorang 
Public Relations Officer atau pejabat Humas harus dapat menciptakan, membina 
serta memelihara hubungan kedalam (publik internal) dan keluar (publik 
eksternal). Seorang pejabat Humas merupakan perantara antara pimpinan puncak 
dengan publiknya. Untuk menciptakan hubungan yang baik (goodwill), harus 
dapat menjalin komunikasi yang terarah dan efektif. Penekanan moral dan tingkah 
laku yang baik dimaksudkan pejabat Humas sebagai wakil dari organisasi yang 
berhubungan dan mengadakan komunikasi timbal balik dengan khalayak sasaran 
harus mempunyai wibawa dan menjadi tauladan. Tujuan pokoknya adalah untuk 
membangun opini, persepsi, dan citra yang baik (good will) bagi organisasi. 
Artinya, tidak saja di dalam keadaan formal atau kedinasan, tetapi diluar itu secara 
informal yang bersangkutan mampu menunjukkan penampilan, kerapihan, pribadi 
yang menyenangkan, moral dan prilaku individu yang konsisten untuk tetap 
dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.  
Straubhaar and Larose dalam bukunya Media Now, Fourth Edition, 2004 
mengemukakan dua definisi yang menggambarkan tugas-tugas Public Relations 
sebagai berikut: 
1) Public Relations is the management function the identifies establishes, and 
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various publics on whom its success or failure depends (public relations 
merupakan pengaturan fungsi yang menjelaskan, membangun dan 
memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara suatu organisasi 
dan publik pendukung yang menentukan keberhasilan atau kegagalan 
organisasi tersebut). 
2) Public relations helps our complex, pluralistic society to reach decisions and 
function more effectively by contributing to mutual understanding among 
groups and institutions. It servers to bring private and public policies into 
harmony (public relations membantu masyarakat kita yang rumit dan 
beraneka ragam untuk mencapai kebijakan dan pengertian bersama antara 
kelompok dan institusi, disamping memfasilitasi kebijakan perusahaan dan 
kebijakan/peraturan umum dapat berjalan secara harmonis. 
Dengan dimaksud dapat dikatakan bahwa fungsi dan tugas Humas adalah 
menunjang aktivitas manajemen, membina hubungan yang harmonis, 
menciptakan komunikasi dua arah (two way traffic communication), melayani 
kepentingan publik, menjadikan petugas Humas yang profesional, menangkap 
aspirasi masyarakat dan melakukan tugas operasional kehumasan. 
PR memiliki tugas membina hubungan yang baik dengan khalayak sasaran 
kegiatan Public Relations melalui suatu proses komunikasi. Untuk penjelasan 
mengenai komunikasi, akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. 
 
2. Komunikasi 
Di dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat 
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memerlukan manusia lainnya untuk menjalani kehidupannya, dengan cara saling 
melengkapi. Untuk dapat saling melengkapi, manusia memerlukan komunikasi 
untuk dapat berhubungan dengan manusia yang lainnya. Dengan komunikasi, 
manusia yang satu dengan yang lainnya dapat bertukar pesan untuk mencapai 
tujuan bersama, mengingat komunikasi adalah proses penyamapaian pesan oleh 
komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu23. 
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta melakukan komunikasi 
dengan para wartawan untuk mencapai tujuan bersama, Bagian Humas dan 
Protokol Pemerintah Kota Surakarta bisa menyampaikan informasi kepada 
masyarakat melalui media massa, dan para wartawan memperoleh informasi 
untuk dimuat menjadi berita di dalam media massanya. Untuk berkomunikasi 
dapat dilakukan melalui proses komunikasi. 
Proses komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh 
seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa merupakan 
gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa 
berupa keyakinan, kepastian, keberanian, kekhawatiran, dan sebagainya yang 
timbul dari lubuk hati. Sehingga manusia dalam berkomunikasi terbagi di dalam 
dua tahap, yakni secara primer dan sekunder24 : 
a. Proses komunikasi secara primer 
                                                 
23 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
1992) hal. 10 
24  Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
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Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan 
atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang 
(symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi 
adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara 
langsung mampu ‘menterjemahkan’ pikiran atau perasaan komunikator kepada 
komunikan. Bahwa bahasa yang paling banyak dipergunakan dalam komunikasi 
adalah jelas karena hanya bahasalah yang mampu ‘menterjemahkan’ pikiran 
seseorang kepada orang lain. Apakah itu berbentuk idea, informasi, atau opini; 
baik mengenai hal yang kongkrit maupun yang abstrak; bukan saja tentang hal 
atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang, melainkan juga pada waktu yang 
lalu dan masa yang akan datang. 
b. Proses komunikasi secara sekunder 
Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh 
seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media 
kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator 
menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan 
sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. 
Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, televisi, film, dan banyak lagi adalah 
media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. 
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta di dalam 
berkomunikasi dengan para wartawan dari media massa terutama media cetak, 
prosesnya secara primer, karena komunikator dan komunikan langsung bertatap 
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adalah berhubungan dengan para wartawan melalui telepon ataupun sekarang 
dengan Facebook ketika ada acara jumpa pers diluar jadwal yang telah ditentukan, 
dan Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta menggunakan media 
televisi, radio, dan yang paling utama surat kabar didalam menyampaikan 
informasi-informasi kepada masyarakat. Komunikasi yang terjalin adalah 
komunikasi antarpribadi, yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. 
Hubungan antar manusia ini dapat juga disebut Human Relations, yang 
memiliki arti, yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain yang terjadi 
dalam segala situasi dan dalam semua bidang kegiatan atau kehidupan untuk 
mendapatkan kepuasan hati. Hubungan ini bisa berlangsung dimana saja : di 
rumah, di kantor, di sekolah, dan lain-lain. Seseorang berhubungan dengan orang 
lain dengan komunikasi yang sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak 
mendapatkan kepuasan hati25.  
Public Relations Officer adalah manusia, dan wartawan yang mewakili 
media massa pun manusia. Hubungan antar manusia yang sifatnya pribadi dan 
seolah lepas dari hubungan tugas atau hubungan kerja bisa dibangun. Sentuhan 
kemanusiaan ini umumnya dilakukan untuk menjalin relasi yang lebih akrab. 
Dimensi-dimensi pribadi seperti keluarga wartawan biasanya merupakan sarana 
untuk membangun relasi yang baik dengan bertanya, misalnya “Anaknya sekolah 
dimana, kelas berapa?”, atau “Apakah keluarga sehat-sehat saja26. 
                                                 
25  Widjaja,  Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hal. 164 
26 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 













































commit to user 
29 
 
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta menjalin relasi 
dengan para wartawan didasarkan atas hubungan antar manusia, sebagai salah satu 
perwujudan upaya dalam berhubungan dengan media massa. Seluruh jajaran staf 
Bagian Humas Pemerintah Kota Surakarta memperlakukan para wartawan 
layaknya seperti bagian dari Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta. Jadi 
layaknya hubungan persahabatan, seringkali mengobrol masalah-masalah di luar 
tugas, seperti berbicara masalah aktual sehari-hari. Biasanya hubungan antar 
manusia ini terjadi pada saat sebelum ataupun sesudah acara jumpa pers. 
Pemerintah Kota Surakarta merupakan lembaga pemerintahan, jadi Bagian Humas 
dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta sebagai humas dari lembaga 
pemerintahan, menjalankan tugas kehumasan pemerintah, yang akan dijelaskan 






3. Humas Pemerintah 
Dasar pemikiran Humas dalam pemerintahan berlandaskan pada dua fakta 
dasar. Pertama, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui; karena itu, para 
pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab guna memberi penjelasan kepada 
masyarakat. Kedua, ada kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan 
dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh 
partisipasi dan dukungan masyarakat27.  
                                                 
27 Frazier H. Moore, Humas, Membangun Citra dengan Komunikasi, (Bandung: Remaja  
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Melalui program kerja Humas yang terencana dengan baik, pemerintah 
dapat menyampaikan informasi atau menjelaskan mengenai kebijakan yang 
ditempuh serta aktivitas pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas yang 
diemban ataupun kewajiban-kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan. 
Perlu digarisbawahi bahwa Humas pemerintah mempunyai tanggung jawab moral 
terhadap rakyat, karena sudah selayaknya kebijakan-kebijakan yang ditempuh 
pemerintah harus diketahui oleh masyarakat luas. Kurang berfungsinya Humas 
pemerintah baik yang berada di tingkat pusat seperti pada departemen-departemen 
ataupun pemerintah daerah pada Kantor Gubernur, Kabupaten/Kota, maupun 
dinas-dinas membuat masyarakat banyak tidak tahu atau mengerti atas kebijakan 
pemerintah tersebut, tidak tertutup kemungkinan terjadi pula mis-komunikasi 
antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat/publik. Untuk 
menghindari mis-komunikasi tersebut, Humas-Humas pemerintah perlu 
mengoptimalisasi fungsi dan tugas Humas tersebut. 
Mengenai Humas pemerintah pusat, Effendy, Onong Uchjana28, 
menjelaskan bahwa Humas pada departemen-departemen mempunyai dua tugas: 
Pertama, menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, 
perencanaan, dan hasil yang telah dicapai; Kedua, menerangkan dan mendidik 
publik mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan hal-hal yang 
bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Selain itu, adalah tugasnya 
pula menasehati pimpinan departemen dalam hubungannya dengan reaksi atau 
                                                                                                                                     
 
28 Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat, Suatu Studi Komunikologis, (Bandung: 
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tanggapan publik terhadap kebijaksanaan yang dijalankan. Humas pemerintah 
daerah pada hakikatnya sama saja dengan Humas pemerintahan pusat dalam hal 
pengorganisasian dan mekanisme kerja. Bedanya hanya dalam ruang lingkup.  
Tugas Kehumasan Pemerintah29 : 
A. Tugas Strategis   :   ikut serta dalam decision making process 
B. Tugas Taktis       :   - memberikan informasi 
    - memberikan motivasi 
    - menjalankan komunikasi timbal balik 
    - membuat citra yang baik 
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta sebagai ‘corong’ 
Pemerintah Kota Surakarta yang bertugas memberikan informasi, motivasi, dan 
menjalankankan komunikasi timbal balik, serta membuat citra baik Pemerintah 
Kota Surakarta di masyarakat. Selain dua hal tugas tersebut, ada juga tugas humas 
yang perlu diperhatikan. 
Tugas Humas yang Perlu Diperhatikan30 : 
a. Pelaksanaan tujuan kedalam dan keluar melalui pendekatan informatif, 
edukatif, persuatif, dan dihindarkan pendekatan yang bersifat imperatif dan 
punitif. 
b. Proses komunikasi lewat kegiatan dilakukan berencana dan terus-menerus yang 
meliputi ketrampilan komunikator, pesan yang disampaikan akurat, obyektif, 
punya daya pengaruh yang kuat guna berhasilnya mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan. 
                                                 
29  Widjaja,  Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hal. 63 
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Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan 
kegiatan ke dalam dan ke luar, dan Humas melakukan kegiatan jumpa pers secara 
berencana dan terus-menerus, memiliki komunikator yang trampil, pesan yang 
disampaikan kepada wartawan akurat, dan objektif. Humas sebagai ‘corong’ 
Pemerintah Kota Surakarta memiliki daya pengaruh yang kuat guna berhasilnya 
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selain memiliki tugas, aparat kehumasan 
pemerintah juga memiliki kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai 
tujuan-tujuan dari lembaga pemerintahan itu sendiri. Untuk mengetahui lebih jelas 
mengenai kegiatan aparat kehumasan pemerintahan, akan dijelaskan lebih lanjut 
di bawah ini. 
Aparat kehumasan pemerintah memiliki kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan-tujuan dari lembaga pemerintahan itu sendiri. Dan berikut 
ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aparat kehumasan 
pemerintah31 : 
a. Membina pengertian kepada khalayak/ publik terhadap kebijaksanaan 
pimpinan, baik kepada khalayak intern maupun khalayak ekstern. Pembinaan 
pengertian kepada khalayak termasuk pemberian dan pelayanan informasi. 
b.  Menyelenggarakan dokumentasi kegiatan-kegiatan pokok instansi pemerintah, 
terutama yang menyangkut publikasi. 
c.  Memonitor dan mengevaluasi tanggapan dan pendapat masyarakat. 
d.  Mengumpulkan data dan informasi yang datang dari berbagai sumber. 
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e.  Bentuk produk Humas yang dihasilkan seperti majalah, buletin, press release, 
poster, folder, pamflet, selebaran, dan lain-lain. 
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta menjalankan 
kegiatan aparat kehumasan pemerintah, salah satunya dengan membina pengertian 
terhadap kebijakan pimpinan kepada intern pemerintah dan memberikan informasi 
kepada masyarakat melalui media massa. Penulis ingin meneliti strategi Bagian 
Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalankan fungsi Media 
Relations yaitu menjalankan kerjasama dengan media massa, maka penulis 
menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan media relations, yang akan 




4. Media Relations 
Media Relations menurut Avrill : 
Media relations sebagai salah satu bagian dari PR yang merupakan sarana 
yang sangat penting dan efisien. Penting karena akan menopang 
keberhasilan program, dan efisien karena tak memerlukan banyak dana 
dan dana untuk menginformasikan program yang hendak dijalankan 
dengan menggunakan teknik publisitas32. 
 
Mengutip definisi PRSSA, Stanley J. Baran33, mendefinisikan Media 
Relations sebagai “...the public relations professional maintain good relations  
with professional in the media, understand their deadlines and other restraints, 
and earn their trust”. 
                                                 
32 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media, 2005) hal. 28 
33  Stanley J. Baran, Introduction to Mass Communication, Media Literacy and Culture, (New 
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Menjalin hubungan dengan media merupakan salah satu tugas seorang 
PRO untuk membina hubungan baik dengan publik serta mendukung arus 
kelancaran informasi antara perusahaan dengan publik. 
Media relations merupakan bagian dari Public Relations eksternal yang 
membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai 
sarana komunikasi antara organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan 
organisasi34. 
Tampak bahwa pengertian media relations berdasarkan pada relasi antara 
individu atau organisasi/perusahaan dengan media. Sehingga dapat disimpulkan, 
pengertian  media relations adalah relasi yang dibangun dan dikembangkan 
dengan media untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, 
kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan individu maupun 
organisasi/perusahaan. 
Kristy Hess dan Lisa Waller dalam tulisannya di Asia Pacific Public 
Relations Journal35 ,  
“media officers have in disseminating their messages to the public through 
regional newspapers in Australia. The study follows Gandy's information 
subsidy theory and uses interviews with public relations officers across 
Australia to determine their perceptions of regional newspaper journalists 
and their level of satisfaction with newspapers as an effective medium for 
local government news and information. The study found media officers 
have a high level of satisfaction when it comes to their relationship with 
regional journalists and the use of their media releases largely because 
their work is often reproduced verbatim by the press. The researchers 
argue that local government media officers are gaining increasing 
influence over the messages being disseminated to the public through 
newspapers and their own communications mediums such as ratepayer 
                                                 
34   Ibid., hal. 32 
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funded newsletters/newspapers”. Petugas media harus menyebarkan 
pesan-pesan mereka kepada masyarakat melalui surat kabar daerah di 
Australia. Penelitian ini mengikuti Teori Subsidi Informasi Gandy dan 
dilakukan dengan menggunakan wawancara dengan petugas hubungan 
masyarakat di seluruh Australia untuk mengetahui persepsi mereka 
terhadap wartawan surat kabar lokal dan tingkat kepuasan dengan surat 
kabar sebagai media yang efektif untuk berita tentang pemerintah daerah 
dan informasi. Dalam studi ini ditemukan petugas media memiliki tingkat 
kepuasan yang tinggi ketika mereka datang untuk menjalin hubungan 
dengan wartawan lokal, dan penggunaan release media mereka cukup 
besar terutama karena pekerjaan mereka sering disorot oleh pers. Para 
peneliti berpendapat bahwa petugas media pemerintah daerah memiliki 
pengaruh yang semakin besar, dalam pesan-pesan yang disebarluaskan 
kepada public, melalui surat kabar dan media komunikasi mereka sendiri 
seperti newsletter. 
 
Selain media relations dalam PR juga dijumpai istilah press relations, 
dimana Hubungan pers (press relations) adalah usaha untuk mencapai publikasi 
atau penyiaran yang maksimum atau suatu pesan atau informasi Humas dalam 
rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi 
atau perusahaan yang bersangkutan36. 
Adapun hubungan Media Relations dengan Press Relation, menurut Frank 
Jefkins: Hubungan pers atau press relations sendiri memiliki arti yang sama 
dengan hubungan media atau media relations, hanya istilah hubungan pers 
memang cenderung lebih populer37. Kegiatan media relations atau press relations 
sangatlah penting untuk pencapaian publikasi secara maksimum dalam rangka 
menciptakan pengetahuan bagi khalayak, sehingga Bagian Humas dan Protokol 
Pemerintah Kota Surakarta menjalankan media relations untuk dapat memberikan 
pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Media relations sendiri memiliki 
media publikasi, yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. 
                                                 
36   Frank Jefkins dan Yadin, Public Relations, cet.V (Jakarta:  Erlangga, 1994) hal. 113 
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Media Publikasi 38: 
1. Media Audio, ialah media publisitas yang dapat ditangkap dengan indera 
telinga, atau tegasnya yang dapat didengar, misalnya : radio, piringan hitam, 
tape recorder, telepon, wawancara, dan lain-lainnya. 
2. Media Visual, ialah media publisitas yang dapat ditangkap dengan indera 
mata, dengan perkataan lain dapat dilihat, misalnya : pameran-pameran foto, 
slide, suratkabar, buletin, pamflet, lambang, bendera, karikatur, gambar skema 
organisasi, dan lain-lain. 
3. Media Audio Visual, ialah media yang menyiarkan ‘berita’ yang dapat 
ditangkap baik dengan indera mata maupun indera telinga, misalnya saja : film 
(motion picture), televisi, dan lain-lainnya.  
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta salah satunya 
menggunakan media visual, yaitu menggunakan surat kabar, dengan berhubungan 
dengan wartawan-wartawan dari berbagai surat kabar yang ada di Kota Surakarta 
maupun di luar Kota Surakarta untuk menyebarkan informasi-informasi yang 
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah. Selain itu Bagian Humas dan 
Protokol Pemerintah Kota Surakarta juga menggunakan media audio visual, yakni 
mengadakan konferensi pers, karena konferensi pers merupakan salah satu alat 
Humas yang paling praktis untuk menyebarkan berita. Didalam mengadakan 
konferensi pers ada hal-hal yang perlu diperhatikan. 
Di dalam menyelenggarakan konferensi pers ada hal-hal yang perlu 
diperhatikan, antara lain : topik atau tema yang akan disampaikan pada media 
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massa, menetapkan orang yang akan menjadi juru bicara, menyusun tim dengan 
pembagian tugas yang jelas, menyusun media kit, mempersiapkan materi 
presentasi dan sarana presentasi, menyusun daftar undangan, menentukan waktu 
dan tempat penyelenggaraan konferensi pers, dan membuat daftar cek untuk 
kegiatan-kegiatan yang mesti dilakukan selama persiapan dan penyelenggaraan 
konferensi pers39. 
Salah satu yang dilakukan Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota 
Surakarta adalah menentukan topik atau tema yang akan disampaikan pada media 
massa, berdasarkan informasi yang paling menonjol diantara informasi-informasi 
yang ada.  
Kegiatan media relations ini memiliki tujuan-tujuan40 : 
1. Meningkatkan kesadaran, misalnya kesadaran merek (brand-awareness) pada 
publik. 
2. Mengubah sikap, misalnya mengubah sikap dari anti menjadi netral dan dari 
netral menjadi mendukung terhadap tindakan yang dilakukan organisasi. 
3. Mendorong tindakan, misalnya mendorong untuk mendukung kebijakan 
proses produksi yang ramah lingkungan yang dilakukan organisasi. 
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta melakukan media 
relations untuk meningkatkan kesadaran, mengubah sikap, dan mendorong 
tindakan kepada masyarakat melalui bantuan media massa. Di dalam media 
relations terdapat arus komunikasi. 
                                                 
39 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
Rekatama  Media, 2005) hal. 213 
40  Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
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Secara sederhana, bila digambarkan arus komunikasi dalam praktik media 









Gambar 2. Arus Komunikasi dalam Media Relations 
 
Dalam menjalankan fungsi media relations juga dibutuhkan strategi media 
relations. Adapun yang dimaksud strategi,  
“ Strategi adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) 
untuk mencapai suatu tujuan41 “. 
Dari pengertian tersebut, strategi merupakan cara mengerjakan sesuatu 
untuk mencapai tujuan tertentu, dan strategi merupakan dari perencanaan yang 
merujuk pada tujuan perusahaan. Menurut seorang pakar Humas, Ahmad 
Sadnanputra, M.A., M.S., dalam naskah workshop PR, strategi adalah bagian 
terpadu dari suatu rencana (plan) sedangkan rencana bagian dari perencanaan 
(planning) yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu dari fungsi dasar 
dari proses manajemen. 
Kebanyakan perusahaan, kini mengakui peranan public relations cukup 
menonjol dalam pengambilan keputusan manajemen. Sering terjadi public 
                                                 
41  Onong Uchjana Effendy, Ilmu komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
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relations melapor atau berhubungan langsung kepada top management. Hal ini ini 
terjadi karena public relations adalah interpreter (penerjemah) manajemen, 
sehingga public relations harus mengetahui apa yang manajemen pikirkan setiap 
saat terhadap setiap isu publik yang sebenarnya. Manajemen dalam konteks 
strategi, mempunyai peran untuk membantu perusahaan menyesuaikan diri 
dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan usaha. 
Strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan 
rencana merupakan produk dari suatu perencanaan adalah salah satu fungsi dasar 
dari proses manajemen42.  
Dengan mengacu pada definisi strategi di atas, dapat dikatakan bahwa 
strategi adalah pelaksanaan suatu perencanaan yang telah dapat digunakan untuk 
mencapai tujuan rencana. Dalam suatu strategi terdapat kiat-kiat yang merupakan 
tahapan dalam pelaksanaan suatu strategi, kiat-kiat tersebut digunakan untuk 
mencapai tujuan jangka pendek yang merupakan salah satu penunjang untuk 
mencapai tujuan jangka panjang. Dengan demikian kiat merupakan bagian dalam 
suatu strategi. 
Strategi Media Relations terdiri dari43 : 
- Mengelola relasi : (1) mengelola relasi dengan media massa sebagai institusi 
dan wartawan sebagai pekerja media massa, (2) melakukan komunikasi yang 
intens diantara kedua belah pihak yang berkenaan dengan tugas-tugas pokok 
masing-masing, (3) membentuk tim media, (4) seluruh anggota menjalankan 
                                                 
42 Rosady Ruslan,  Manajemen Humas dan Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Aksara, 2002) 
hal. 120 
43 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
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tugas menjalin hubungan baik dengan pihak media, (5) menjalin relasi yang 
dibangun berdasarkan hubungan antar manusia. 
- Mengembangkan strategi : (1) terus mengembangkan materi PR untuk media 
massa, (2) menggunakan berbagai media yang ada untuk menyampaikan 
pesan kepada publik, (3) membangun dan memelihara kontak dengan media 
massa, (4) memposisikan organisasi sebagai sumber informasi handal untuk 
media massa, (5) memposisikan pimpinan organisasi sebagai juru bicara, (6) 
selalu berkoordinasi dengan bagian-bagian lain dalam perusahaan sehingga 
selalu mendapatkan informasi mutakhir. 
- Mengembangkan jaringan : (1) merekrut tenaga wartawan  untuk menjadi 
Public Relations Officer (PRO) di organisasi, (2) berhubungan baik dengan 
organisasi kewartawanan, (3) berhubungan baik dengan orang dari profesi 
yang berasal dari luar organisasi yang berkenaan memperluas jaringan dengan 
dunia media massa. 
Di dalam menjalankan peran media relations, juga terdapat prinsip-prinsip 
dasar di dalam berhubungan dengan media massa. 
Lima prinsip dasar dalam berhubungan dengan media massa44 : 
1. Memperhatikan tenggat waktu (deadline) media massa. 
2. Jangan pernah berbohong – bicara benar atau diam. 
3. Mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab (rapport) dengan media. 
4. Menjadi narasumber yang berharga. 
5. Jangan membuka pertengkaran yang tak perlu. 
                                                 
44 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
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Dalam menjalankan media relations, terdapat teknik-teknik45 :  
-   Publisitas 
PR yang bebas biaya dengan cara menyampaikan pesan melalui media massa, 
dengan maksud menyampaikan informasi dari perspektif pembuat pesan yakni 
organisasi. Publisitas dilakukan antara lain dalam bentuk pemberitaan atau 
tulisan berupa artikel. 
-    Periklanan 
Penyampaian pesan non-pribadi dengan mengeluarkan biaya melalui media 
massa untuk menginformasikan atau mempengaruhi. 
-    Advertorial 
“Perkawinan” antara publisitas dan periklanan. Wujudnya adalah iklan dalam 
bentuk seperti pemberitaan atau bisa juga dibalik, pemberitaan yang 
bernafaskan iklan. 
-    Media On-Line 
Media yang bisa menampilkan informasi secara on-line berjaringan global, 
internet. Yang informasinya bisa ditelusuri dengan mudah oleh seluruh orang 
di dunia yang bisa mengakses internet. 
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta menjalankan 
teknik publisitas di dalam menjalankan media relations. Bagian Humas dan 
Protokol Pemerintah Kota Surakarta memberikan informasi kepada masyarakat 
salah satunya melalui wartawan, dan bebas biaya. Dengan dilakukannya media 
relations, diharapkan dapat terjalinnya hubungan baik, antara Bagian Humas dan 
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Protokol Pemerintah Kota Surakarta dengan media massa. Untuk hal tersebut 
diperlukan mengetahui prinsip-prinsip hubungan pers yang baik, yang akan 
dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. 
Berikut akan diuraikan beberapa prinsip umum yang perlu diperhatikan 
oleh setiap praktisi humas dalam rangka menciptakan dan membina hubungan 
pers yang baik46 : 
1. Memahami dan melayani media : dengan berbekal semua pengetahuan di atas, 
maka seorang praktisi PR akan mampu menjalin kerjasama dengan pihak 
media. Ia juga akan dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yang 
saling menguntungkan. 
2. Membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya : para praktisi PR  
harus senantiasa siap menyediakan materi-materi yang akurat di mana saja dan 
kapan saja hal itu dibutuhkan. Hanya dengan cara inilah ia akan diakui sebagai 
suatu sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh para jurnalis. 
Bertolak dari kenyataan itu, maka komunikasi timbal balik yang saling 
menguntungkan akan lebih mudah diciptakan dan dipelihara. 
3. Menyediakan salinan yang baik : misalnya saja menyediakan reproduksi foto-
foto yang baik, menarik, dan jelas. Dengan adanya teknologi input langsung 
melalui komputer (teknologi ini sangat memudahkan koreksi dan penyusunan 
ulang dari suatu terbitan, seperti siaran berita atau new release), penyediaan 
salinan naskah dan foto-foto yang baik secara cepat menjadi semakin penting. 
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4. Bekerjasama dalam penyediaan materi : sebagai contoh, petugas humas dan 
jurnalis dapat bekerjasama dalam mempersiapkan sebuah acara wawancara 
atau temu pers dengan tokoh-tokoh tertentu. 
5. Menyediakan fasilitas verifikasi : para praktisi humas juga perlu memberi 
kesempatan kepada para jurnalis untuk melakukan verifikasi (membuktikan 
kebenaran) atas setiap materi yang mereka terima. Contoh konkretnya, para 
jurnalis itu diizinkan untuk langsung menengok fasilitas atau kondisi-kondisi 
organisasi yang hendak diberitakan. 
6. Membangun hubungan personal yang kokoh : suatu hubungan personal yang 
kokoh dan positif hanya akan tercipta serta terpelihara apabila dilandasi oleh 
keterbukaan, kejujuran, kerjasama dan sikap saling menghormati profesi 
masing-masing. 
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta menjalankan 
prinsip-prinsip hubungan pers yang baik. Humas memahami dan melayani media, 
dengan memenuhi kebutuhan wartawan akan informasi, Humas membangun 
reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya, dengan memberikan informasi yang 
benar adanya, Humas bekerja sama dalam penyediaan materi, mau membantu 
wartawan yang hendak melakukan wawancara dengan Walikota Surakarta, Humas 
juga membangun hubungan personal yang kokoh dan jujur dengan menghormati 
para wartawan. Didalam menjalankan hubungan baik dengan media, perlu 
dilakukan oleh siapa saja, akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. 
Didalam menjalankan tugas menjalin hubungan yang baik dengan pihak 
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menjalin hubungan baik dengan media, karena tanpa hubungan baik dengan 
media, fungsinya sebagai koordinator tak akan bisa berjalan. Juru bicara pun harus 
menjalin hubungan baik dengan media, khususnya para wartawan, karena 
informasi yang hendak disampaikannya akan menggunakan jasa para wartawan. 
Sedangkan penulis selain menjalin hubungan baik dengan media massa, juga 
menjalin hubungan baik dengan para wartawan sebagai personifikasi media 
massa47. 
Adapun ajang komunikasi untuk menjaga hubungan yang baik dengan 
pers menurut H. Frazier Moore, Ph.d 48, adalah sebagai berikut ini: 
1. Kontak Pribadi : bersikap selalu ramah ke setiap media. Memenuhi 
kebutuhan media. 
2. Konferensi Pers : bertujuan untuk publisitas. 
3. Pengiriman siaran berita : (news release). 
4. Prasaji media : me-review berita yang akan dikeluarkan. 
5. Makan bersama media – manajemen. 
6. Lembar guntingan. 
7. Piranti media. 
8. Jasa penyebaran publisitas. 
 
 Berdasarkan penjelasan tersebut, kontak pribadi adalah salah satu dari 
kegiatan  media relations. Untuk menjaga hubungan baik, metode komunikasi 
yang aktif dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada media serta ramah 
dalam menghadapi media adalah ketrampilan dan keahlian yang harus dimiliki 
oleh humas. Kemampuan Humas dalam mengemas informasi yang faktual dan 
disampaikan ke pers menjadi kebutuhan pers itu sendiri, sehingga akan ada timbal 
balik yang positif diantara kedua belah pihak. 
                                                 
47 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa  
Rekatama Media, 2005) hal. 84 
48 Frazier H. Moore, Humas, Membangun Citra dengan Komunikasi, (Bandung: Remaja  
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Selain itu, Humas secara rutin harus memperhatikan pengiriman siaran 
berita secara rutin kepada media untuk memberikan tentang informasi yang 
berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Hubungan dengan wartawan memang 
semestinya tetap berada dalam bingkai profesionalisme. Artinya Humas tidak 
memaksakan agar press release yang dibuatnya dapat dimuat di media. Begitu 
pula dengan wartawan yang senantiasa menimbang press release berdasarkan nilai 
berita yang ada di dalam press release tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh 
Henk Pander Maat dalam Journal of Business Communication 2007; 44; 59: 
Many press releasea tell good news (especially those about new products 
and services), and if they do not, the informations presentedas favorable 
as posibke from the corporate viewpoint. This slant, of course, is acommon 
characteristic of corporate discourse genres: It even holds true for the 
financial informatuon provided in annual reports and letters to 
shareholders. For instance, Rutherford (2005) found that in annual 
reports, profits are more often, mentioned than losses, regardless of the 
corporations financial position. 
 
6. Citra 
Citra adalah pencapaian tujuan dari kegiatan PR. Pengertian citra adalah 
sesuatu yang abstrak dan tidak dapat diukur oleh nominal tertentu. Ibarat angin 
yang bertiup maka citra mempnyai wujud yang dapat dirasakan dari hasil 
penilaian baik atau buruk, seperti tanggapan yang positif maupun negatif  yang 
khususnya dating dari public (mitra kerja) dan masyarakat pada umumnya. 
Citra organisasi dibangun dari elemen visual, verbal dan perilaku yang 
menjadi cerminan aktualisasi dari visi pemimpin organisasi yang terintegrasi 
dengan misi dan rencana strategik organisasi (Howard, 1998). Citra organisasi 
juga merupakan cerminan identitas organisasi yang akan membangun nama baik 
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Mengacu pada definisi dari pakar komunikasi diatas, maka dapat diketahui 
bahwa citra harus dikelola melalui dialog dan hubungan baik dengan khalayak 
organisasi. Hubungan baik disini berarti Humas juga berperan dalam mengelola 
jaringan komunikasi dan kerjasama dengan mitra organisasi. 
 
 
Ada enam jenis citra yang dikenal di kalangan Public Relations, yaitu49 : 
1. Citra Bayangan (Mirror Image) 
Citra bayangan adalah citra yang melekat pada orang dalam atau anggota-
anggota organisasi. Citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam 
mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Citra ini seringkali tidak 
tepat karena kurang memadainya informasi, pengetahuan atau pemahaman 
kalangan organisasi mengenai pendapat pihak-pihak luar. 
2. Citra yang Berlaku (Current Image) 
Kebalikan dari citra bayangan, citra yang berlaku ini adalah suatu citra 
atau pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu 
organisasi. Namun sama halnya dengan citra bayangan, citra yang berlaku ini 
tidak selalu sama. Karena terbentuk dari pengalaman atau pengetahuan orang-
orang luar yang tidak selamanya sesuai. Citra ini juga cenderung negatif. 
3. Citra yang Diharapkan (Wish Image) 
Citra harapan adalah citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Citra 
ini tidak sama dengan citra yang sebenarnya. Biasanya citra yang diharapkan 
                                                 
49 Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi, 
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selalu lebih baik atau lebih menyenangkan dari keadaan yang sesungguhnya. 
Namun secara umum, citra yang diharapkan itu memang sesuatu yang 
berkonotasi lebih baik. 
4. Citra Perusahaan (Corporate Image) 
Adalah citra dari keseluruhan perusahaan, bukan hanya pada produk atau 
jasa yang dihasilkan. Citra perusahaan terbentuk oleh banyak hal terutama hal-
hal positif perusahaan. Misalnya sejarah atau riayat hidup perusahaan, prestasi 
yang dicapai, keberhasilan eksport industry dan lain sebagainya. 
5. Citra Majemuk (Multiple Image) 
Setiap perusahaan pasti memiliki banyak unit dan pegawai (anggota). 
Masing- masing unit dan individu tersebut memiliki perangai dan perilaku 
sendiri sehingga, secara sengaja atau tidak mereka pasti memunculkan suatu 
citra yang belum tentu sama dengan citra organisasinya. Jumlah citra yang 
dimiliki perusahaan boleh dikatakan sama banyaknya dengan jumlah pegawai 
yang dimilikinya. 
6. Citra Penampilan (Performance Image) 
Citra penampilan lebih ditujukan pada subjeknya, bagaimana kinerja atau 
penampilan diri (performance image) para professional dalam perusahaan 
yang bersangkutan. Misalnya dalam memberikan berbagai bentuk dan kualitas 
pelayanannya, bagaimana pelaksanaan etika menerima telepon, tamu, 
pelanggan, serta publiknya. 
Dari keenam jenis citra yang diungkap di atas, tugas seorang praktisi 
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terwujud melalui pembinaan hubungan media massa/ hubungan pers yang baik. 
Karena pembinaan hubungan pers yang baik adalah esensi dari kegiatan PR. 
 
 
Citra perusahaan (corporate image) yang menjadi tujuan akhir kegiatan 
kehumasan didefinisikan sebagai berikut50:   
Kesan atau impresi mental atas suatu gambaran sebuah perusahaan dimata 
khalayaknya yang terbentuk berdasarkan pengetahuan serta pengalaman 
mereka sendiri.   
 
Citra perusahaan disini sendiri berarti citra keseluruhan organisasi atau 
korporat. Bukan hanya dilihat dari produk atau jasa yang dihasilkan. Citra ini 
terbentuk oleh banyak hal. Terutama hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan 
seperti perstasi-prestasi yang telah dicapai dan pemberitaan media massa.  
7.  Nisbah Antar Konsep 
Setiap organisasi memerlukan PR didalam mengkomunikasikan pesan 
kepada publiknya atau stakeholders, dimana PR bisa menjalin relasi yang baik 
sehingga tercapai tujuan untuk membangun, membina, dan menjaga citra positif. 
Kegiatan komunikasi dalam konteks PR pun banyak memanfaatkan kehadiran 
media massa yang merupakan salah satu publik PR untuk berkomunikasi dengan 
publik-publiknya dalam mencapai tujuan organisasi. Media massa sangatlah 
penting bagi kegiatan dan program Public Relations, karena media massa bukan 
hanya mampu menyampaikan pesan kepada jutaan khalayak sekaligus, tetapi juga 
dikarenakan media massa menjalankan fungsi mendidik, mempengaruhi, 
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menginformasikan, dan menghibur. Dengan kekuatan dan kemampuan yang 
dimiliki media massa, maka peran media massa tidak dapat diabaikan dalam 
kegiatan dan program PR. Dengan mengetahui pentingnya posisi media massa 
didalam kegiatan dan program PR itu, maka hubungan yang baik dengan media 
massa itu menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam berbagai kegiatan PR. 
Hubungan dengan media massa itu bukan hanya dijalin sebagai solusi setelah 
timbul masalah, melainkan terus dipelihara sepanjang organisasi itu ada. PR 
memerlukan strategi media relations di dalam menjalin hubungan dengan media 
massa. Karena itu penulis akan mengamati bagaimana Strategi Media Relations 
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalankan 
fungsinya sebagai Humas Pemerintah secara khusus sebagai ‘corong’ Pemerintah 
Kota Surakarta dalam menjalin hubungan dengan media cetak berkaitan dengan 
Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan citra positif di masyarakat Kota 
Surakarta. 
G.  Metode Penelitian 
1.   Pendekatan dan Jenis Penelitian  
Dalam penelitian dengan judul “Strategi Media Relations dalam 
Pemerintahan Daerah; Studi Deskriptif Kualtitatif tentang Strategi Media 
Relations Bagian Humas dan Protokol  Pemerintah Kota Surakarta Dalam 
Menjalin Hubungan Dengan Media untuk Meningkatkan Citra Positif di 
Masyarakat Kota Surakarta”, penulis menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif. Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif karena seperti apa 
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sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati51. 
Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 
berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 
masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran 
kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan 
melakukan studi pada situasi yang alami52. 
Mengingat permasalahan dan tujuan yang akan diteliti, maka penelitian ini 
diharapkan dapat memperoleh data dan informasi mengenai  Strategi Media 
Relations Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta dalam menjalin 
hubungan dengan media. Informasi yang digali lewat wawancara mendalam 
terhadap informan (Kepala Sub. Bagian Pemberitaan dan wartawan). Teknik 
kualitatif dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini, karena teknik ini untuk 
memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif khususnya wartawan sebagai 
bagian dari media massa. Proses observasi dan wawancara mendalam bersifat 
utama dalam pengumpulan data. Dari observasi, diharapkan mampu menggali 
kegiatan media relations di Humas dan Protokol Pemkot Surakarta. 
Dengan hanya memberikan gambaran tersebut, maka penelitian ini tidak 
bermaksud untuk menguji hipotesis atau menjelaskan pola hubungan. Deskriptif 
                                                 
51   Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2004) hal. 4 
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merupakan penelitian non hipotesa sehingga dalam langkahnya penulis tidak perlu 
merumuskan hipotesa53.  
Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 
mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun 
fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, 
karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena 
yang satu dengan fenomena lainnya54. Penelitian deskriptif merupakan penelitian 
yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya 
kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang 
berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah 
berlangsung. 
2.  Definisi Konseptual 
  
Strategi Media Relations dalam Pemerintahan Daerah; Studi Deskriptif 
Kualtitatif tentang Strategi Media Relations Bagian Humas dan Protokol  
Pemerintah Kota Surakarta Dalam Menjalin Hubungan  Dengan Media untuk 
Meningkatkan Citra Positif di Masyarakat Kota Surakarta. 
Secara konseptual, yang dimaksud dengan Strategi Media Relations dalam 
Pemerintahan Daerah; Studi Deskriptif Kualtitatif tentang Strategi Media 
Relations Bagian Humas dan Protokol  Pemerintah Kota Surakarta Dalam 
Menjalin Hubungan  Dengan Media untuk Meningkatkan Citra Positif di 
Masyarakat Kota Surakarta adalah bagaimana Strategi Media Relations Humas 
                                                 
53  Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan dan Praktek, (Jakarta: Bina Aksara, 1983) hal. 
139 













































commit to user 
52 
 
dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta sebagai humas pemerintah agar 
hubungan pihak pemerintahan dengan media dapat berjalan dengan baik. Untuk 
itu dibutuhkan beberapa strategi media relations Bagian Humas dan Protokol 
Pemerintah Kota Surakarta. Dengan adanya hubungan baik antara pihak 
pemerintahan dengan media massa, maka citra positif dimata masyarakat Kota 
Surakarta akan terjaga, dan segala kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pihak 
pemerintahan kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. 
Strategi Media Relations meliputi : (1) mengelola relasi, yang terdiri dari 
mengelola relasi dengan media massa sebagai institusi dan wartawan sebagai 
pekerja media massa, melakukan komunikasi yang intens diantara kedua belah 
pihak yang berkenaan dengan tugas-tugas pokok masing-masing, membentuk tim 
media, seluruh anggota menjalankan tugas menjalin hubungan baik dengan pihak 
media, menjalin relasi yang dibangun berdasarkan hubungan antar manusia, (2) 
mengembangkan strategi, yang terdiri dari terus mengembangkan materi PR untuk 
media massa, menggunakan berbagai media yang ada untuk menyampaikan pesan 
kepada publik, membangun dan memelihara kontak dengan media massa, 
memposisikan organisasi sebagai sumber informasi handal untuk media massa, 
memposisikan pimpinan organisasi sebagai juru bicara, selalu berkoordinasi 
dengan bagian-bagian lain dalam perusahaan sehingga selalu mendapatkan 
informasi mutakhir, (3) mengembangkan jaringan yang terdiri dari merekrut 
tenaga wartawan  untuk menjadi Public Relations Officer (PRO) di organisasi, 
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orang dari profesi yang berasal dari luar organisasi yang berkenaan memperluas 
jaringan dengan dunia media massa55. 
 
 
3.  Definisi Operasional 
Dalam penelitian dengan judul “Strategi Media Relations dalam 
Pemerintahan Daerah; Studi Deskriptif Kualtitatif tentang Strategi Media 
Relations Bagian Humas dan Protokol  Pemerintah Kota Surakarta Dalam 
Menjalin Hubungan Dengan Media untuk Meningkatkan Citra Positif di 
Masyarakat”, penulis melakukan penelitian di bagian Humas dan Protokol 
Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Kompleks Balaikota, Jalan Jendral 
Sudirman 2, Surakarta. 
Alasan mengapa penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai 
“Strategi Media Relations dalam Pemerintahan Daerah; Studi Deskriptif 
Kualtitatif tentang Strategi Media Relations Bagian Humas dan Protokol  
Pemerintah Kota Surakarta Dalam Menjalin Hubungan Dengan Media untuk 
Meningkatkan Citra Positif di Masyarakat”, dikarenakan penulis ingin mengetahui 
bagaimana Strategi Media Relations Humas dan Protokol Pemerintah Kota 
Surakarta dalam menjalankan fungsinya sebagai Humas Pemerintah secara khusus 
sebagai ‘corong’ Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalin hubungan dengan 
media cetak berkaitan dengan Pemerintah Kota Surakarta.  
                                                 
55 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
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Sebagai humas pemerintahan, bagaimana juga relasi bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta dengan media massa secara khusus dengan media 
cetak (Media Relations) harus diperhatikan, sehingga terjadi suatu jalinan 
kerjasama yang baik antara media dengan humas. 
 
 
4.  Jenis Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data secara primer dan 
sekunder. 
1. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang di lapangan56. 
 Untuk data primer ini penulis melakukan wawancara dengan orang yang 
terlibat langsung dengan proses kehumasan di Bagian Humas dan Protokol 
Pemerintah Kota Surakarta, baik menurut jalur pertanggungjawaban, rekan 
wartawan yang membuat berita ataupun tim Bagian Humas dan Protokol 
Pemerintah Kota Surakarta. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah : 
• Sub. Bagian Pemberitaan dari Humas dan Protokol Kota Surakarta  
• Wartawan dari media massa surat kabar, yaitu Solopos, Joglosemar, dan Suara 
Merdeka.   
2. Data sekunder adalah data yag diambil berdasarkan sumber data kedua setelah 
data primer57 . 
                                                 
56  Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif, 
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2005) hal. 128 
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Data sekunder melalui studi pustaka, kliping surat kabar, pengamatan/ 
observasi, press release, dan lembar analisis berita. 
Selain studi pustaka penulis juga melakukan observasi yaitu pengumpulan 
data dengan cara mengumpulkan pemberitaan mengenai Pemerintah Kota 
Surakarta di media cetak (secara khusus surat kabar yang menjadi sasaran 
penelitian, kliping yang telah dibuat, kemudian menganalisisnya). Penulis juga 
akan melakukan pengamatan secara langsung di Bagian Humas dan Protokol 
Pemerintah Kota Surakarta, berkaitan dengan pelaksanaan bagian Humas dan 
Protokol dalam menjalin hubungan dengan media, terutama berkaitan dengan 
aplikasi strategi Media Relations. Penulis akan turut serta dalam proses mulai dari 
pengklipingan, peliputan berita, pembuatan press release, press conference, dan 
kegiatan lainnya yang dinilai akan mengakomodir pencapaian tujuan penelitian.  
5.  Teknik Pengumpulan  Data 
Dalam penelitian ini, penulis memerlukan informan untuk membantu 
penulis dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk 
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian58 . 
Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini akan dikumpulkan 
melalui: 
- Observasi Nonpartisipan 
Dengan observasi ini penulis hanya memerankan diri sebagai pengamat. 
Perhatian penulis terfokus pada bagaimana mengamati, merekam, memotret, 
mempelajari, dan mencatat tingkah laku atau fenomena yang akan diteliti. 
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- In Depth Interview 
Penulis akan memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan cara melakukan 
wawancara secara langsung dengan sumber data, sehingga data yang akan 
diperoleh lebih akurat. Cara ini digunakan penulis untuk memperoleh 
gambaran lengkap mengenai strategi media relations yang digunakan Bagian 
Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta dan bagaimana pihak media 
massa menyikapi pelayanan yang telah diberikan oleh pihak Bagian Humas 
dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalin hubungan dengan 
media massa. 
6.  Teknik Analisis  Data 
Semua data yang terkumpul baik primer maupun sekunder akan dibaca, 
dipelajari dan ditelaah. Kemudian penulis akan membuat abstraksi yaitu membuat 
rangkuman yang menjadi inti, proses dan pernyataan-pernyataan dari keseluruhan 
data tersebut. Kemudian dan tahap akhirnya melalui pemeriksaan keabsahan 
data59 . 
• Validitas Data 
Validitas data yang digunakan adalah teknik trianggulasi, yaitu teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan data dari satu sumber dengan 
dicek dengan sumber lain untuk pengecekan atau perbandingan terhadap data60 .  
Ada empat macam trianggulasi data yang dapat digunakan dalam 
membuktikan apakah data yang telah diperoleh benar-benar valid, yaitu dengan 
                                                 
59  Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2004) hlm. 190 
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menggunakan trianggulasi sumber, trianggulasi metode, trianggulasi penyidik dan 
trianggulasi teori. 
Trianggulasi data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
trianggulasi sumber. Artinya, membandingkan dan mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dan alat 
yang berbeda antara data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa 
dokumen-dokumen terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema 
berikut61 : 
                                                            Informan 1                  
a.  Data                    Wawancara                 Informan 2 
                                                                       Informan 3 
                                 Wawancara                  Informan 
b.  Data                 Analisis Isi                    Dokumen/ Arsip 
                          Observasi                     Aktivitas 








                                                 






















































B A B  II 
GAMBARAN UMUM BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA 
 
 
A.   Pemerintah Kota Surakarta  
1. Sejarah Pemerintah Kota Surakarta  
Bermula dari kenyataan sejarah, yaitu tumbuh dan berkembangnya sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka secara de facto 
pada tanggal 16 Juni 1946 terbentuk Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang 
berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, sekaligus menghapus 
kekuasaan Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran. Secara juridis, kota 
Surakarta terbentuk berdasarkan Penetapan Pemerintah Tahun 1946 No.16/S.D 
yang diumumkan pada tanggal 15 Juli 1946 dengan melalui berbagai 
pertimbangan faktor-faktor historis sebelumnya. Kemudian ditetapkanlah tanggal 
16 Juni 1946 sebagai hari jadi Pemerintah Kota Surakarta. 
Perkembangan Pemerintah Kota Surakarta melalui beberapa periode, yaitu : 
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Diawali sejak berlakunya Ketetapan Pemerintah No.16/S.D tanggal 15 Juli 
1946, yang isinya tidak hanya berkaitan dengan Pemerintah Daerah Kota 
Surakarta tetapi juga Pemerintah Daerah Yogyakarta. Garis besar isi dari 
Ketetapan Pemerintah Daerah tersebut adalah : 
- Jabatan Komisaris Tinggi untuk Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta    
serta Jabatan Wakil Pemerintah Pusat di Surakarta dihapus terhitung mulai 
hari penetapan itu diumumkan. 
-    Sebelum bentuk susunan Pemerintah Daerah Kasunanan dan Mangkunegaran 
ditetapkan dengan Undang Undang Daerah tersebut, sementara waktu 
dipandang merupakan suatu “Karesidenan”  yang dikepalai oleh seorang 
Residen yang memimpin segenap pegawai Pamong Praja dan Polisi serta 
memegang segala kekuasaan sebagai seorang Residen di Jawa dan Madura, 
luar Daerah Surakarta dan Yogyakarta. 
-    Dalam Karesidenan Surakarta tersebut pada kedua, dibentuk suatu daerah baru 
dengan nama “Kota Surakarta”  yang meliputi daerah seperti yang ditetapkan 
dalam Biljblad 13318 tentang batas-batas Kota Surakarta dan dikepalai oleh 
seorang “Walikota”. 
-    S.P. Sultan Yogyakarta ditunjuk sebagai “Pembantu Bendahara Negara”  untuk 
seluruh Daerah Istimewa Kasultanan dan Pakualaman Yogyakarta, sedangkan 
Residen Surakarta ditunjuk sebagai “Pembantu Bendahara Negara”. 
Pemerintahan daerah-daerah di Surakarta dan Yogyakarta pada saat itu 
langsung di bawah pimpinan Pemerintah Pusat. 
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Diawali sejak berlakunya UU No.16/ Tahun 1947, yaitu tanggal 5 Juni 
1947. Dalam Undang Undang tersebut diamanatkan bahwa Kota Surakarta 
ditunjuk sebagai daerah yang berhak mengurus rumah tangga sendiri dengan 
nama “Haminte Kota Surakarta” dengan daerah yang meliputi : 
- Sebagian dari Kota Kasunanan dan sebagian dari Kabupaten Kota 
Mangkunegaran 
- Kelurahan Nusukan sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Pemerintah 
Mangkunegaran tanggal 25 November 1942 No. 186. 
- Kelurahan-kelurahan Karangasem, Kerten, Jajar dan Banyuanyar. 
- Kelurahan-kelurahan Kadipiro dan Mojosongo. 
c. Periode Pemerintah Daerah Kota Surakarta 
Dimulai sejak berlakunya UU No.22/Tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948 
yang mencantumkan pokok-pokok pikiran yang bermaksud meneruskan 
Pemerintahan Kabupaten dan Kota dengan memberikan otonomi yang lebih luas 
daripada saat zaman penjajahan. Dalam artian bahwa melalui UU ini, maka akan 
dibentuk provinsi dan desa yang otonom. Sedangkan hak otonomi desa yang tidak 
memiliki kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri harus 
digabungkan dengan desa-desa yang lain. 
d. Periode Pemerintah Daerah Kotapraja Surakarta 
Dimulai sejak berlakunya UU No.1/Tahun 1957, yaitu tanggal 18 Januari 
1957 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang Undang Dasar Sementara 
1950. Dalam Undang Undang tersebut, daerah dibagi paling banyak dalam tiga 
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- Daerah Tingkat I, termasuk Kotapraja Jakarta-Raya. 
- Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja. 
- Daerah Tingkat III. 
e. Periode Pemerintah Kotamadya Surakarta 
Diawali sejak mulai berlakunya UU No.18/ Tahun 1965, yaitu tanggal 1 
September 1965. Menurut pasal 2 UU No.18/ Tahun 1965, wilayah Republik 
Indonesia dibagi dalam daerah- daerah yang berhak mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam tingkatan sebagai berikut : 
- Propinsi dan Kotaraya sebagai Daerah Tingkat I. 
- Kabupaten dan Kotamadya sebagai Daerah Tingkat II. 
- Kecamatan dan Kotapraja sebagai Daerah Tingkat III. 
Pada tanggal 30 September 1965 di Jakarta, PKI melakukan gerakan 
perebutan kekuasaan dengan nama Gerakan 30 September atau kemudian dikenal 
dengan G-30-S/ PKI. Gerakan tersebut membawa akibat yang sungguh hebat 
terutama di wilayah Pemerintahan Daerah Kotamadya Surakarta, mengingat 
walikotanya merupakan kader dan tokoh PKI dan 17 anggota DPRD-GR adalah 
kader PKI berikut ounderbouwnya, sehingga Pemerintahan Kotamadya Surakarta 
tidak dapat berjalan. 
Akan tetapi, pada tanggal 25 Oktober 1965 Pemerintah Kotamadya 
Surakarta mulai berjalan kembali. 
f. Periode Pemerintah Kota Surakarta 
Sejak berlakunya UU No.22/ Tahun 1999, yaitu tanggal 4 Mei 1999 
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Walikota Kepala Daerah yang selama ini memimpin Kota Surakarta adalah : 
1. Sindoeredjo (19-5-1946 s/d 15-7-1946) 
Diangkat menjadi Walikota Surakarta oleh Komite Nasional Indonesia 
Daerah Kota Surakarta pada saat keadaan Kota Surakarta bergolak karena adanya 
penentangan terhadap Pemerintah Daerah Istimewa Kasunanan dan 
Mangkunegaran. Masa jabatannya hanya mampu bertahan selama empat bulan 
dan pada tanggal 15 Juli 1946 dia tidak lagi menjadi Walikota seiring dengan 
munculnya Penetapan Pemerintah No.16/ S.D Tahun 1946. 
2. Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo (15-7-1946 s/d 14-11-1946) 
Diangkat menjadi Residen merangkap Walikota Surakarta pada saat 
Daerah Surakarta menjadi Karesidenan. Masa pemerintahannya tidak lama karena 
pada tanggal 8 Oktober 1946 atas desakan dan resolusi badan-badan perjuangan, 
beliau mengundurkan diri dan meninggalkan Kota Surakarta. Namun Pemerintah 
Pusat, memerintahkan beliau beserta wakilnya, Soediro, untuk kembali ke 
Surakarta guna menjalankan kewajibannya melalui Penetapan Pemerintah 
No.21/S.D tanggal 22 Oktober 1946. 
Pada tanggal 9 November 1946, beliau diculik oleh golongan tertentu yang 
kemudian golongan tersebut melantik Soejas dan Dasoeki sebagai Residen dan 
Wakil Residen Kota Surakarta, meskipun kejadian ini tidak berlangsung lama. 
3. Sjamsoeridjal (14-11-1946 s/d 13-1-1949) 
Pada saat pelantikannya menjadi Residen dan Walikota Surakarta terjadi 
kejadian istimewa, karena Presiden dan Menteri Dalam Negeri yang seharusnya 
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pelantikan juga dapat dilakukan oleh Residen sebelumnya, namun karena Residen 
sedang diculik, maka hal yang sangat langka ini terpaksa terjadi. 
Masa jabatannya berakhir karena beliau bersama Sekretaris Ongko, Kepala 
Djawatan Sosial Soeprapto, dan Kepala Djawatan Penerangan Soetomo ditawan 
tentara Belanda pada tanggal 3 Oktober 1949. 
 
4. Soeharjo Soerjopranoto (Juni 1949 s/d 1-5-1950) 
Merangkap jabatan sebagai fd Walikota (fd = Fungurend = Pemangku 
Jabatan) dan Kepala Teritorial Organisasi Pemerintahan Militer untuk Daerah 
Karesidenan Surakarta. Pada masa jabatannya terjadi Serangan Empat Hari di 
Surakarta, dimana Letkol Slamet Riyadi pada bulan Agustus 1949 mengadakan 
Serangan Umum terhadap Kota Surakarta atas kekuasaan Belanda. 
5. K. Ng. Soebekti Poesponoto (1-5-1950 s/d 1-8-1951) 
Merupakan mantan Bupati Pacitan dan diangkat menjadi Walikota 
Surakarta bersamaan dengan dihapusnya Pemerintahan Daerah Militer 
Karesidenan Surakarta berdasarkan Instruksi MBKD No.3/S.T>d.In/50. 
Pekerjaan yang dihadapinya sangat berat mengingat kondisi kota yang 
porak poranda akibat Clash II dan pendudukan Belanda. 
6. Muhammad Saleh Werdisastro (1-8-1951 s/d 1-10-1955 dan s/d 17-2-1958) 
Menjabat sebagai Walikota Surakarta sebanyak dua kali berturut-turut 
berdasarkan SK Mendagri No. U.P.14/2/25 dan SKEP Presiden RI No.416/16/M. 
Pada masa jabatannya muncul keinginan untuk membuat lambang daerah. 
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tingginya semangat perjuangan rakyat Surakarta untuk mencapai dan 
mempertahankan kemerdekaan. 
7. Oetomo Ramelan (17-2-1958 s/d 23-10-1965) 
Terpilih sebagai Walikota Surakarta sebagai hasil pemilihan rakyat  dari 
golongan Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena keterlibatan dan 
keberpihakkannya secara langsung terhadap G30S/PKI, maka pada tanggal 22 
Oktober 1965 diberhentikan sementara dari jabatannya dan pada tanggal 10 
November 1965 diberhentikan secara tidak terhormat. 
Beliau ditangkap dengan mudah oleh Pasukan RPKAD di salah satu 
ruangan di Balaikota, kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati oleh 
Mahmilub. 
8. Th. J. Soemantha (23-10-1965 s/d 11-1-1968) 
Letnan Kolonel Th. J. Soemantha diangkat menjadi Care Taker Walikota 
Kepala Daerah Kotamadya Surakarta dengan Nrp. 15439 berdasarkan SKEP 
Mendagri No. UP.47/3/20-1534 dan diikuti dengan SPINT No. PRINT-
853/10/1965 tanggal 25 Oktober 1965 dari PANGDAM VII/DIPONEGORO yang 
berisi penugasan sebagai Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta. 
9. R. Koesnandar (1968 s/d 1975) 
R. Koesnandar Letkol CPM diangkat menjadi Walikota Kepala Daerah 
Kotamadya Surakarta dengan Nrp. 12702 Dandim 0753/Pepekuper kemudian 
dikuatkan Mendagri dengan SKEP No. Pemda 7/4/4-63 tanggal 26 Februari 1968. 
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Terpilih menjadi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta 
dalam suasana pemberlakuan UU No.5/Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah 
yang otonom. 
Pada masa pemerintahannya mulai direncanakan normalisasi Kali Pepe, 
pembangunan Terminal Bus Tirtonadi, dan berdirinya Universitas Sebelas Maret. 
 
 
11. Soekatmo Prawiro Hadisoebroto, SH (1980 s/d 1985) 
Terpilih sebagai Walikota Surakarta melalui proses penjaringan bakal 
Walikota dan pemilihan melalui pemungutan suara. 
Pada masa kepemimpinannya mencanangkan Program 5K (Kebersihan, 
Keindahan, Kesehatan, Ketertiban, dan Keamanan) melalui Gerakan Massal 
Gersitin (Gerakan Kebersihan Rutin), Gersila (Gerakan Kebersihan Berkala), dan 
Gersimum (Gerakan Kebersihan Umum). Selain itu juga menyelesaikan 
pemugaran Stadion Sriwedari yang ditetapkan sebagai Monumen PON I. 
12. H. R. Hartomo (1985 s/d 1995) 
Pada awal kepemimpinannya, Kota Surakarta mendapatkan musibah yaitu 
terbakarnya bangunan inti Keraton Kasunanan Surakarta akibat hubungan pendek 
arus listrik dari kabel lama pada tanggal 31 Januari 1985. Pembangunan kembali 
Keraton selesai dilaksanakan selama sekitar 1 tahun. 
Beliau mencanangkan program TRI KRIDA UTAMA, yang meliputi 
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Pariwisata, dan kota Olahraga, dan Program jangka Pendek, yaitu mewujudkan 
Berseri (Bersih, Sehat, Rapi dan Indah). 
13. Imam Soetopo (1995 s/d 8-1-2000) 
Masa kepemimpinannya diisi dengan upaya mempertahankan kebijakan 




14. Slamet Suryanto (10-4-2000 s/d 2004) 
Dilantik menjadi Walikota Surakarta pada tanggal 10 April 2000. 
Mengakhiri tahun pertama millenium ketiga pada tanggal 31 Desember 2000, 
Pemerintah Kota Surakarta mencanangkan pelaksanaan otonomi daerah. 
15. Ir. Joko Widodo (2005 s/d sekarang) 
Mencanangkan Program “Solo Masa Depan adalah Solo Masa dahulu”. 
Dalam artian bahwa budaya dan tradisionalitas yang dimiliki Kota Solo akan 
menjadi acuan utama dan penopang dasar ke arah modernitas. 
       
2.  Visi dan Misi Pemerintah Kota Surakarta 
 Visi dan Misi Kota Surakarta berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001, 
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Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi 
Perdagangan, Jasa , Pendidikan, Pariwisata dan Olah Raga. 
Misi : 
• Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat 
dalam senua bidang pembangunan, serta pendekatan kehidupan 
bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada 
nilai-nilai ”Sala Kota Budaya”. 
• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia  yang memiliki 
kemampuan dalam pengusahaan dan pendayagunaan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan 
integrasi masyarakat madani yang berlandaskan ke-Tuhanan Yang 
Maha Esa. 
• Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu 
pertumbuhan dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing 
tinggi, serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan 
yang akrab lingkungan. 
• Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi 
Manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya 
para penyelenggara pemerintahan. 
3.  Lambang Pemerintah Kota Surakarta  





















































Gambar 3. Lambang Pemerintah Kota Surakarta 
 
 
Warna hijau berarti hidup, warna-warna putih, kuning, merah, dan hitam 
melukiskan nafsu diantara beberapa nafsu manusia. Semuanya berarti hidup harus 
dapat menguasai nafsunya. 
Makna dari lukisan : 
1.   Perisai, mewujudkan lambang perjuangan dan perlindungan. 
2.   Tugu lilin, menyala melukiskan kebangunan dan kesatuan kebangsaan. 
3.   Keris, melambangkan kejayaan dan kebudayaan. 
4.   Panah, berarti selalu  waspada. 
5.   Jalur mendatar berombak, berarti Bengawan Sala. 
6.   Bintang kanan kiri, melukiskan bintang dilangit dan berarti kesejahteraan. 
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8.  Kapas dan padi, melukiskan pakaian dan makanan yang berarti : Do'a   
kearah kemakmuran. Jumlah 6 dari daun, bunga dan buah kapas berarti bulan 
6, jumlah 16 dari buah padi berarti tanggal 16. 
9.  Kain, adalah hasil kerajinan terpenting dari Kota Besar Surakarta dan  
Sidomukti mengandung arti do'a keluhuran. 
  
Lukisan yang terdapat dalam lingkaran jorong merupakan surya sangkala memet: 
1.  Anak panah diatas busur dengan bergerak, berarti "rinaras" dan berwatak 
enam. 
2.  Air, berarti "waudadi" atau "dadi" dan berwatak empat. 
3.  Mulai pangkal panah sampai ujung tugu merupakan bentuk lurus, berarti " 
terus " dan berwatak Sembilan 
4.  Tugu lilin, berarti "manunggal" dan berwatak satu. 
Secara lengkap berbunyi :  "RINARAS DADI TERUS MANUNGGAL" yang 
berarti tahun 1946. 
4. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta 
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Strategi dijabarkan dalam kebijakan yang menjelaskan respon suatu 
komunitas stakeholder (elemen  masyarakat) kota terhadap issue-issue penting 
dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi. Strategi yang efektif akan 
mendapatkan keuntungan dan kekuatan dan peluang serta meminimumkan atau 
mengatasi kelemahan dan ancaman, maka arah kebijakan atau strategi Pemkot 
Surakarta dijabarkan sebagai berikut : 
1. Optimalisasi terwujudnya kota Surakarta sebagai Kota Budaya dengan citra 
budaya Kota Surakarta sebagai aset wisata, disukung oleh sumber daya 
manusia yang profesional dan handal, serta asertif terhadap kunjungan wisata. 
2. Optimalisasi peran strategis kota Surakarta sebagai pusat pelayanan dan pusat 
industri jasa bagi daerah di sekitarnya dengan memanfaatkan akses ke tiga 
kutub pertumbuhan, yaitu Jogjakarta, Semarang, dan Surabaya sebagai jalur 
perdagangan dan ekspor-impor. 
3. Membuka peluang sebesar-besarnya bagi kerjasama yang saling 
menguntungkan dengan daerah lain termasuk pihak swasta maupun 
masyarakat. 
4. Revitalisasi ekonomi masyarakat disegala bidang dalam rangka peningkatan 
kualitas sumber daya manusia, membuka peluang usaha, penyediaan lapangan 
kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. 
5. Membuka peluang bagi pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan, sehingga 
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6. Meningkatkan profesionalitas para aparat pnegak hukum dengan tetap 
menjunjung tinggi supremasi hukum sehingga dapat mengurangi angka 
kriminalitas serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. 
7. Meningkatkan pelayanan publik dengan prinsip memberikan kemudahan 
kepada seluruh lapisan masyarakat baik yang mampu maupun tidak mampu 
secara fisik, ekonomi dan politik untuk mendapatkan pelayanan prima yaitu 
cepat, tepat, mudah serta murah. 
Arah kebijakan atau strategi ini harus menjadi landasan berpikir dan bertindak 
bagi seluruh stakeholder (elemen masyarakat) kota dalam keikutsertaannya 
menjalankan pembangunan kota sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. 
Kberhasilan dalam menjabarkan strategi ini sangat bergantung pada perumusan 
kebijakan dan program yag mengiringinya, serta prioritas pelaksanaannya. 
4.2. Strategi Khusus 
1. Bidang. 
    a. Sosial Budaya 
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan mengutamakan 
pencegahan melalui perbaikan gizi anak, jaminan kesehatan, jaminan sosial, 
kepedulian terhadap kelompok rentan sosial, anak-anak terlantar, fakir 
miskin, penyandang cacat, dan seluruh penyakit sosial lainnya, serta 
menjunjung nilai-nilai luhur budaya daerah, sebagai jatidiri Wong Sala. 
Memberantas secara sistematis segala bentuk penyakit masyarakat dan jalur 
perdagangan NAPZA dalam rangka mewujudkan iklim kondusif bagi 
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Memantapkan kebudayaan daerah dengan peranserta Keraton Surakarta 
Hadi-Ningrat dan Puro Mangkunegaran, termasuk penggunaan identitas 
kebudayaan daerah serta taman rekreasi yang telah dimiliki sebagai wahana 
pengembangan kepariwisataan daerah. 
Mewujudkan iklim yang kondusif bagi generasi muda agar dapat secara 
bebas dan bertanggungjawab mengaktualisasikan potensi bakat dan minat 
yang dimiliki termasuk berprestasi dan berkreativitas dibidang olahraga dan 
seni, dalam rangka mengembangkan sportivitas. 
b. Hukum 
    Mewujudkan Peraturan-peraturan Daerah yang menjadi landasan bagi 
penyelenggaraan pemerintahan kota yang transparan, akuntabel, tertib, 
menjamin kepastian hukum, menguatkan perekonomian yang berbasis pada 
perdagangan, jasa, industri pariwisata, industri rumah tangga, industri 
kerajinan dan agro-industri. 
    Memantapkan budaya dan kesadaran hukum masyarakat serta meningkatkan 
kualitas profesionalisme dan integritas moral para aparat penegak hukum 
khususnya, dan penyelenggara pemerintahan kota pada umumnya. 
c. Ekonomi 
    Memberdayakan ekonomi rakyat dengan menghidupkan dan meningkatkan 
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pariwisata, home industri, kerajinan dan agro-industri terutama yang 
berpeluang ekspor agar lebih efisisen, berdaya saing berdasarkan keunggulan 
komparatif, termasuk pengembangan pasar produk dan pusat pelayanan bagi 
daerah hinterland (daerah penyangga). 
    Menerapkan efisiensi dan transparansi anggaran serta profesionalitas 
pengelolaan badan usaha milik daerah termasuk dengan memberdayakan 
pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi dalam suatu kemitraan 
yang saling menguntungkan. 
d. Politik 
    Meningkatkan dan memantapkan pemahaman kesadaran berpolitik dan 
budaya politik yang demokratis dan bertanggungjawab pada tatanan 
kehidupan bermasyarakat di semua lapisan termasuk penyelenggara 
pemerintahan kota, dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan 
supremasi hukum dalam rangka pelibatan peran aktif masyarakat di semua 
aspek kehidupan. 
    Mengembangkan dan meningkatkan kualitas perwujudan peran dan fungsi 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan peningkatan pelayanan publik. 
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    Mewujudkan aparatur pemerintah kota yang cerdas, bersih, dari korupsi, 
kolusi, dan nepotisme serta memiliki kemampuan profesional dan 
kredibilitas dalam melaksanakan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan 
rakyat. 
    Mewujudkan pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah secara tertib, taat 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, 




f. Komunikasi dan Media Massa 
    Meningkatkan peran komunikasi melalui media massa daerah untuk 
menyebarluaskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan dan aspirasi 
masyarakat Kota Surakarta dalam rangka pertanggungjawaban publik. 
    Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan terhadap media 
dalam rangka mencegah penyalahgunaan kebebasan pers dan meningkatkan 
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    Meningkatkan peran dan fungsi serta keikutsertaan lembaga-lembaga 
keagamaan dalam mengantisipasi dan mengatasi dampak negatif perubahan 
disegala aspek kehidupan, sebagai konsekuensi era globalisasi serta 
meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan beribadah serta membina 
kerukunan hidup beragama. 
h. Pendidikan 
    Meningkatkan peran dan fungsi serta keikutsertaan lembaga-lembaga 
pendidikan tinggi dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah 
guna mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan 
pembangunan daerah disegala bidang. 
    Meningkatkan peran lembaga pendidikan termasuk yang bergerak di bidang 
keagamaan, pendidikan formal, dan pendidikan luar sekolah guna 
memperkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta 
kerukunan, toleransi, dan menumbuhkan rasa cinta pada kebudayaan daerah. 
    Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 
masyarakat termasuk lembaga-lembaga pendidikan non-formal yang 
strategis. 
i. Lingkungan Hidup 
   Mewujudkan tata ruang yang bebas polusi, penguasaan/pemanfaatan tanah 
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keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup serta fasilitas publik 
yang memadai. 
j. Ketertiban Masyarakat 
   Memberdayakan potensi masyarakat sebagai komponen pendukung utama 
dalam mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan tenteram, serta rasa 
ikut memiliki (rumangsa melu handarbeni).  
k. Sumber Dana 
    Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan eksistensifikasi sumber 
Pendapatan Daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 
manajemen Pemerintahan Kota. 
5.  Penghargaan Pemerintah Kota Surakarta  
Penghargaan untuk Kota Surakarta selama Pemerintahan Kota Surakarta 
dibawah kepemimpinan Bapak Ir. Joko Widodo, antara lain : 
Tahun 2006 : 
a. Penghargaan Kota Ramah Anak Terbaik dari Menteri Pemberdayaan 
Perempuan Republik Indonesia. 
b.  Penghargaan UNICEF untuk program Perlindungan Anak  
Tahun 2009 : 
a. Penghargaan Indonesia MICE (Meeting, Incentive Travelling, Conference, 
Exhibition), diberikan kepada daerah yang mampu mengembangkan 
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Penilaian terhadap Solo dilakukan selama tahun 2009 ini baik melalui 
pengamatan sejumlah event atau acara, juga melalui hasil reportase langsung. 
                                           
                                     Gambar 4. Penghargaan Indonesia MICE 
b. Penghargaan dari Departemen Keuangan berupa dana hibah sebesar 19,2 
Milyard karena Solo dinilai telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan 
baik. 
c. Penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada Arutala dari Departemen 
Kesehatan, Pemerintah Kota Surakarta telah memberikan perhatian terhadap 
kesehatan masyarakat sebagai contoh keberhasilan PKMS ( Pemeliharaan 
Kesehatan Masyarakat Surakarta). 
d.  Sertifikasi ISO 9001:2000 untuk 7 Puskesmas. 
e. Indonesia Tourism Award (ITA) 2009 dalam kategori Indonesia Best 
Destination dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI bekerjasama 
dengan majalah SWA. 
f. Wahana Tata Nugraha Kencana, 3 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan 
dibidang tertib lalu lintas. 
g.  Piala dan Piagam Citra Bhakti Abdi Negara dari Presiden Republik Indonesia, 
untuk kinerja kota dalam penyediaan sarana Pelayanan Publik, Kebijakan, 
Deregulasi, Penegakkan Disiplin, dan Pengembangan Manajemen Pelayanan. 
h. Grand Award Layanan Publik di Bidang Pendidikan. 
i. Sertifikasi ISO 9001: 2000 untuk 7 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta. 
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a. Bung Hatta Anti Korupsi Award (BHACA) 2010.  
    Penghargaan tersebut diterima secara resmi pada tanggal 28 Oktober 2010. 
Jokowi (sapaan akrab Ir. Joko Widodo), dinilai telah mampu melakukan 
perubahan kota dengan sangat merakyat, hal tersebut terlihat dalam hal 
penataan PKL tanpa gejolak, pembangunan pasar-pasar traditional, taman 
taman kota serta reformasi pelayanan dan efisiensi dalam penggunaan 
anggaran. Walikota Surakarta dinilai berhasil melakukan reformasi birokrasi, 
bersih, bertindak nyata dengan membengun sistem yang transparasi sehingga 
memperkecil terjadinya korupsi 
b. Wahana Tata Nugraha Kencana, 5 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan 
dibidang tertib lalu lintas. 
c. Kota terbersih ke–3 dari praktik korupsi dari Lembaga Transparency 
International Indonesia (TII)  
d. Dua Penghargaan dalam Indonesia Tourism Award 2010, dinilai mampu 
memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan, Surakarta dinilai menjadi 
daerah terfavorit bagi para wisatawan. 
 
B.  Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta 
1.  Visi dan Misi Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta 
• Visi  
Optimalisasi pelayanan umum, pemberdayaan dan peran serta masyarakat 
di bidang informasi dan komunikasi melalui reformasi dan revitalisasi peran 
kehumasan dan keprotokolan. 
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1. Mengkomunikasikan strategi kehumasan dan keprotokolan secara efektif 
kepada internal maupun eksternal. 
  2. Menyelaraskan implementasi strategi kehumasan dan keprotokolan. 
 3.Menciptakan citra kepemerintahan yang positif. 
4.Menumbuhkan kepercayaan seluruh elemen masyarakat terhadap 
Pemerintah Daerah. 
2. Tugas Pokok dan Fungsi Humas dan Protokol Pemerintah Kota 
Surakarta 
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta mempunyai tugas 
dan fungsi serta peranan penting dan strategis dalam rangka penyampaian 
informasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sekaligus 
menumbuhkan pengertian dan keyakinan kepada masyarakat agar mendukung 
program pembangunan yang telah, sedang, maupun yang akan dilaksanakan. 
Selain itu, melalui penyampaian informasi yang komprehensif dan persuasif dapat 
diharapkan akan terwujudnya citra positif Pemerintah Kota Surakarta melalui 
peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi serta keprotokolan secara cepat 
dan akurat. 
Tugas Pokok  
Sesuai dengan Perda Kota Surakarta No.6 Tahun 2008 Tugas Pokok 
Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta adalah menyelenggarakan 
hubungan masyarakat dan keprotokolan, menyusun perumusan kebijakan 
pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, 
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pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang publikasi, pengelolaan 
informasi, analisis media, informasi, acara protokoler dan pelayanan tamu. 
Fungsi  
Adapun fungsi Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta : 
a.  Pengumpulan bahan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan 
pimpinan pemerintah Kota. 
b.   Pelaksanaan perekaman, penyajian data dan dokumentasi kegiatan-kegiatan     
pemerintah Kota. 
c.  Pelaksanaan pemberitahuan baik melalui media cetak maupun media            
elektronik guna memperjelas kebijakan pimpinan pemerintah Kota serta 
mendistribusikan bahan-bahan penerbitan. 
d.   Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pimpinan pemerintah Kota yang membutuhkan 
pengaturan keprotokoleran. 
e.  Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan 
bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
Dengan perkataan lain, fungsi Bagian Humas adalah menyebarluaskan 
informasi dan bahan-bahan penerangan tentang kebijakan dan program 
Pemerintah Kota Surakarta untuk menumbuhkembangkan pengertian, kesadaran 
dan keyakinan masyarakat dalam rangka lebih meningkatkan peran serta aktif 
masyarakat dalam pembangunan. 
3.  Program Kerja  
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- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, seperti sambutan 
walikota, dokumentasi, publikasi. Dilakukan melalui Iklan Layanan 
Masyarakat (ILM), baik melalui media cetak, maupun media elektronik. 
- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Dilakukan melalui dialog interaktif, baik melalui TV, maupun radio. 
b. Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa. 
Bentuk kegiatan : peningkatan kerjasama dengan media massa, seperti 
dalam bentuk kliping, analisis berita. 
4. Bagian dan Sub Bagian  
Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta mempunyai tugas 
menyelenggarakan hubungan masyarakat dan keprotokolan, menyusun perumusan 
kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 
daerah, pembinaan dan fasilitasisasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang publikasi, pengelolaan 
informasi, analisis media, informasi, acara protokoler dan pelayanan tamu.  
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta terdiri dari :  
• Kepala Bagian Humas dan Protokol Pmerintah Kota Surakarta 
a. Kepala Sub Bagian Pemberitaan 
 -  Penyusun Naskah Sambutan 
 -  Petugas dokumentasi 
 -  Pengemudi Kantor 
b. Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Distribusi Informasi 
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- Pengelola Kepegawaian 
- Pengadministrasi Surat 
- Pengelola Barang 
- Caraka 
c.  Kepala Sub Bagian Protokol 
- Bendahara Pembantu Pengeluaran 
- Pengelola Keprotokolan 

















KEPALA SUB BAGIAN 
PEMBERITAAN 
KEPALA SUB BAGIAN 
PENGUMPULAN DAN 
DITRIBUSI INFORMASI
























































































         PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 
 
A.   Latar Kajian 
Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis hasil penelitian 
dari pengumpulan data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dari 
hasil observasi. Sesuai dengan judul maupun rumusan masalah yang telah 
dirumuskan, maka pengumpulan data dilakukan di dalam lingkup Bagian Humas 
dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta, terhadap orang yang secara langsung 
berkompeten dan berkecimpung sebagai pelaksana dan penanggung jawab 
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kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan. Berikut ini penulis 
menyajikan data berkaitan dengan identitas informan. 
1. Identitas Informan 
Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta 
            Nama                    :   Jackson Napitupulu, SE, M.Si 
TTL                      :   Padangsidimpuan, 23 Juni 1972 
Usia                      :   38 tahun 
Status                    :   Menikah 
Alamat                  :   Perum. Bumi Wonorejo, Karanganyar 
Pendidikan            :   S-2  
Jabatan                  :   Ka. Sub. Bagian Pemberitaan 
Email                     :  napitupulujackson@yahoo.co.id
 
Jackson Napitupulu, SE, M.Si, selaku Kepala Sub Bagian Pemberitaan 
Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta memimpin, yang pertama yaitu, 
Penyusun Naskah Sambutan yang dijabat oleh Suroso SIP dan Bambang Harjanto 
SPd, yang kedua Petugas Dokumentasi yang dijabat oleh Widarmoko dan Sandy, 
dan yang terakhir Pengemudi Kantor yang dijabat oleh Wagiran. 
Dalam Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, Jackson Napitupulu, SE, 
M.Si memiliki tugas dan fungsi. Beliau mempunyai tugas melakukan penyiapan 
perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian tugas perangkat 
daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan melakukan pemberitaan di berbagai 
media yang meliputi penyiapan naskah sambutan dan makalah, publikasi dan 
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Adapun tugas yang dimaksud secara detail antara lain menyusun rincian 
kerja Sub Bagian Pemberitaan berdasarkan program kerja Bagian Humas dan 
Protokol, membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercapai 
pemerataan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan 
pelaksanaan tugas, mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjad 
penyimpangan, memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan 
hambatan serta memberikan jalan keluarnya, menilai hasil kerja bawahan secara 
periodic guna bahan peningkatan kinerja, menyiapkan pemberitaan kegiatan 
Pemerintah Kota melalui media cetak dan elektronik, menyiapkan bahan 
tanggapan dan penjelasan terhadap surat-surat di media cetak dan elektronik atau 
surat-surat dari masyarakat, menyelenggarakan jumpa pers, melaksanakan liputan 
acara-acara kegitan Pemerintah Kota, menginvetarisasi permasalahan-
permasalahan guna menyiapkan bahan petunujuk pemecahan masalah, 
menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan, 
melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas, memberikan usul 
dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, melaporkan 
hasil pelaksanaan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, 
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Jackson Napitupulu, SE, M.Si 
dibantu oleh Suroso SIP, Bambang Harjanto SPd, Widarmoko, Sandy, dan 
Wagiran. Dan Jackson Napitupulu, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bagian 
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langsung kepada Drs. Joko Pratono, selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol 
Pemerintah Kota Surakarta. 
Jackson Napitupulu, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Pemberitaan 
Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta adalah orang yang ramah, 
humoris, dan baik hati. Di lingkungan Humas dan Protokol, meskipun beliau 
adalah seorang kepala sub bagian, namun beliau tidak segan-segan menyapa 
bawahan-bawahannya terlebih dahulu. Beliau juga terkadang suka bersenda 
gurau. Namun di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, beliau adalah orang 
yang serius dan tegas dalam bersikap. Jadi, beliau tahu kapan waktunya untuk 
serius dan kapan waktunya untuk bercanda. Beliau juga sangat membantu penulis 
di dalam melaksanakan penelitian ini. Beliau selalu menyediakan waktu untuk 
diwawancarai, dan beliau sangat membantu sekali di dalam pemberian informasi-
informasi yang terkait dengan penelitian ini. 
 
Media Massa 
1. Nama                     :    Septhia Ryanthie 
TTL                       :    Cirebon, 3 September 1981 
Usia                       :    29 tahun 
Alamat                   :    Tegalrejo, RT 02/I, Sondakan, Laweyan, Solo 
Pendidikan             :    S-1 
Jabatan                   :    Reporter Solopos 
Lama Bekerja        :    4 tahun 
Email                     :    septie2007@gmail.com
 
2. Nama                     :   Anita Widyaning Putri 
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Usia                       :   24 tahun 
Alamat                   :   Jalan Samirono, Jebres, Solo 
Pendidikan             :   S-1 
Jabatan                   :   Reporter Joglosemar 
Lama Bekerja        :   1,5 tahun 
Email                     :   nitawidya@yahoo.co.id 
 
3. Nama                     :  Dini Tri Winaryani 
TTL                       :  Solo, 22 Januari 1983 
Usia                       :  27 tahun 
Alamat                   : Solo 
Pendidikan             :  S-1 
Jabatan                   :  Reporter Suara Merdeka 
Lama Bekerja         :  3 tahun 





B. Hasil Wawancara dan Observasi 
1. Strategi Media Relations Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
Pesatnya perkambangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini 
tenyata berdampak pada komunikasi antarpribadi dalam organisasi. Keberhasilan 
suatu kegiatan komunikasi dapat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya 
adalah bagaimana strategi komunikasi itu dijalankan. Strategi disini adalah 
bagaimana melaksanakan suatu kegiatan yang efektif kaitannya dengan taktik 
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Penerapan strategi Media Relations yang dilakukan oleh Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta, yakni dengan mengacu pada program kerja atau 
agenda kerja Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta. Program kerja itu 
sendiri selain berasal dari program kerja Pemkot Surakarta juga berasal dari 
perencanan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta itu sendiri. Dalam 
pembuatan program kerja Humas, melalui beberapa tahapan proses, yaitu :  
a. Penelitian, dalam tahap ini dilakukan berkaitan dengan opini, sikap, dan 
reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan aksi dan kebijakan Pemkot 
Surakarta. Setelah itu baru dilakukan pengevaluasian fakta-fakta, dan 
informasi yang masuk untuk menentukan keputusan berikutnya. Pada tahap 
ini akan ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung 
dengan kepentingan Pemkot Surakarta, yaitu apa yang menjadi problem 
Pemkot Surakarta. 
b. Perencanaan, koordinasi dan pengambilan keputusan, dalam tahap ini setelah 
mengetahui problem maka Bagian Humas dan Pemkot Surakarta dapat 
merencanakan dan mengambil keputusan mengenai langkah-langkah 
program guna mengatasi problem yang ada. Sedangkan mengenai sikap, 
opini, dan reaksi yang sejalan dengan kepentingan Pemkot Surakarta 
dibiarkan berjalan. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga 
melakukan koordinasi pembagian tugas guna kelancaran pelaksanaan 
program kerja. Dalam tahap ini Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
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c. Mengkomunikasikan dan pelaksanaan, dalam tahap ini langkah-langkah yang 
akan dilakukan dijelaskan sehingga mampu menimbulkan kesan-kesan dan 
dapat mempengaruhi bahwa langkah-langkah tersebut penting juga buat 
mereka. Dalam tahap ini Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
dapat menjelaskan apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukannya 
dan selanjutnya program tersebut dilaksanakan. 
d. Pengawasan dan evaluasi, dalam tahap ini humas melakukan pengawasan 
terhadap jalannya program kerja serta melakukan penilaian terhadap hasil-
hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan. Dalam tahap ini Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta dapat mengetahui bagaimana hasil 
yang telah dilakukannya. 
Adapun Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta mempunyai 
strategi media relations di dalam menjalin hubungan baik dengan media massa, 
berikut penuturan Jackson Napitupulu, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bagian 
Pemberitaan, 
 
“….Strategi humas disesuailan dengan program kerja yang ada, yang 
jelas selalu komunikasi dengan mereka… tidak hanya dalam satu ruang 
atau waktu saja… bisa lewat jumpa pers, ketemu, kalau ada kegiatan 
walikota ataupun wakil walikota kita ketemu…”  
 
Dalam urusan-urusan yang ada hubungannya dengan media massa, bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memiliki sub bagian pemberitaan yang 
bertugas menangani hal tersebut. 
Sub bagian pemberitaan dikepalai oleh Jackson Napitupulu, SE, M.Si 
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yang dijabat oleh Suroso SIP dan Bambang Harjanto SPd, yang kedua Petugas 
Dokumentasi yang dijabat oleh Widarmoko dan Sandy, dan yang terakhir 
Pengemudi Kantor yang dijabat oleh Wagiran. 
1.1. Mengelola Relasi 
Yang pertama dalam strategi Media Relations adalah mengelola relasi 
dalam konteks media relations sangat penting untuk bisa menjaga relasi dengan 
media massa. Media massa memang bukan satu-satunya pihak yang harus dijaga 
hubungan baiknya dengan organisasi, namun bila mengingat inti kegiatan PR 
adalah berkomunikasi, maka menjalin hubungan yang baik dengan media menjadi 
sangat penting. 
Dalam media relations ada yang memandang yang terpenting adalah 
menjalin hubungan dengan institusi media massa, tapi juga ada yang memandang 
bahwa yang terpenting adalah menjalin hubungan baik dengan wartawan atau 
pekerja media, karena merekalah yang mewakili media massa di lapangan. Dalam 
menjalin hubungan dengan media massa, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta tidak saja menjalin hubungan dengan para wartawannya saja, namun 
juga dengan pimpinan redaksinya, namun hubungan yang lebih sering terjadi 
adalah dengan para wartawannya, karena menurut Jackson Napitupulu, SE, M.Si 
lebih penting dengan wartawannya. Berikut penuturan beliau, 
“…..kita membutuhkan mereka… yang mana wartawan yang menulis 
dan tulisannya dimasukkan di media…. media itu punya mereka.. sarana 
dan prasarana yg mereka miliki… dan ini adalah satu hubungan yang  
saling menguntungkan….” 
 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
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relasi dengan para wartawan dan dengan pimpinan redaksinya. Berdasarkan 
observasi penulis, Bagian Humas dan Protokol tidak hanya mengelola relasi 
dengan para wartawan, melainkan juga dengan pimpinan redaksinya, namun tidak 
dengan mengunjungi di media massa berkaitan, namun diadakan di lingkungan 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, dan waktunya tidak tentu. 
Dalam menjalin hubungan dengan wartawan, pihak Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta melakukannya dengan intens. Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta melakukannya salah satunya melalui situs jejaring 
sosial (Facebook), dimana bagi pihak Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta adalah kenyataan teknologi informasi sangat membantu mereka di 
tengah keterbatasan anggaran dana yang ada. Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta mendata para wartawan, sehingga apabila ada acara-acara dan 
informasi-informasi yang terkait dengan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta 
dapat memberitahukan kepada wartawan melalui via telepon atau sms. Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta  berkomunikasi dengan pimpinan redaksi 
yaitu melalui acara silaturahmi dengan para pimpinan redaksi media yang ada. 
Kalau ada acara, misal salah satunya Humas dan Protokol Pemkot Surakarta di 
bulan Ramadhan mempunyai acara buka puasa bersama maka pimpinan redaksi 
media akan diundang. Berikut penuturan beliau, 
“….lewat FB (facebook) Pemkot Surakarta, klo dia punya no hp atau 
telefon, akan kita kontak…surat menyurat juga dilakukan tapi sudah 
tidak menjadi penting karena sudah kalah dengan adanya FB, telefon, 
sms…karena wartawan itu yang penting kita sampaikan pesan kepada 
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Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
mengatakan bahwa mengetahui kalau Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta memiliki nomor kontak para wartawan, sehingga pada saat diluar 
kegiatan jumpa pers, apabila ada informasi-informasi dan kegiatan-kegiatan 
Pemkot Surakarta akan diberitahukan via sms. Untuk FB, wartawan tidak ada 
masalah, mereka mengakses FB Humas dan Protokol Pemkot Surakarta setiap 
pagi atau sore kalau sudah masuk mengenai kegiatan-kegiatan Pemkot Surakarta 
mereka akan mengaksesnya. 
Berdasarkan observasi penulis, memang benar bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta memiliki nomor kontak para wartawan, sehingga pada saat 
diluar kegiatan jumpa pers, apabila ada informasi-informasi dan kegiatan-kegiatan 
Pemkot Surakarta akan diberitahukan via sms. Untuk FB, wartawan tidak ada 
masalah, mereka mengakses FB Humas dan Protokol Pemkot Surakarta setiap 
pagi atau sore kalau sudah masuk mengenai kegiatan-kegiatan Pemkot Surakarta 
mereka akan mengaksesnya. Untuk acara silaturahmi dengan para pimpinan 
redaksi media memang ada, penulis mengetahuinya, tetapi kurang mengetahui 
acara itu rutin dilakukan apa tidak. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memiliki tim media di 
dalam pelaksanaan menjalin hubungan dengan para wartawan. Sub Bagian 
Pemberitaan yang paling berperan di dalam kegiatan tersebut. Namun Sub Bagian 
Pengumpulan Dan Distribusi Informasi juga memiliki peranan penting. Arso 
Danardono yang mempunyai jabatan Penyusun Kliping bertugas salah satunya 
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Protokol, untuk diberikan kepada wartawan. Untuk masalah mengkoordinasi para 
wartawan untuk datang ke Humas dan Protokol Pemkot Surakarta apabila ada 
informasi-informasi dan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Jackson Napitupulu, 
SE, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Pemberitaan. Dan yang terakhir sebagai juru 
bicara pada saat kegiatan jumpa pers adalah Kepala Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta sendiri yaitu Drs. Joko Pratono. 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
semua kurang mengetahui adanya tim media Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta di dalam menjalin hubungan baik dengan mereka. Menurut observasi 
penulis, tim media memang ada, namun berjalan kurang baik, terbukti seorang 
Kepala Bagian Humas dan Protokol yang seharusnya jadi juru bicara malah 
terkesan diam dimana pernah saat Walikota mengadakan jumpa pers dan 
didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokol, akan tetapi yang berbicara malah 
Kasub. Bagian Pemberitaan. Untuk sekarang ini hubungan dengan wartawan 
cukup  harmonis karena informasi yang disampaikan memang banyak, apa yang 
dibutuhkan wartawan disiapkan release oleh Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta yaitu oleh Widarmoko (sering dipanggil Mas Moko), dan saat ada 
jumpa pers juga sudah disiapkan, dan ada informasi mengenai acara Pemkot 
Surakarta, dan kapan waktunya juga akan disampaikan. 
Di dalam menjalin hubungan dengan para wartawan, tidak hanya anggota 
dari Sub Bagian Pemberitaan saja yang melakukannya, melainkan seluruh staf 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta. Mulai dari Kepala Bagian Humas 
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Informasi, dan Sub. Bagian Protokol, selalu berusaha melayani wartawan dengan 
baik, mau membantu apapun yang dibutuhkan wartawan sesuai tugas mereka 
masing-masing. Salah satu contoh yaitu Sub Bagian Pengumpulan Dan Distribusi 
Informasi bertugas salah satunya membuat analisis berita dan membuat laporan 
kegiatan Humas dan Protokol, untuk diberikan kepada wartawan. 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
membenarkan apabila seluruh pegawai Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta, semuanya memang berusaha melayani mereka dengan baik, dan sebisa 
mungkin membantu apa yang dibutuhkan oleh mereka, kecuali Kepala Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta. Karena menurut mereka, Bapak Drs. Joko 
Pratono selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta tidak 
komunikatif dengan para wartawan, setiap ingin ditemui susah. 
Relasi yang dibangun Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
dengan para wartawan didasarkan pada hubungan antar manusia. Dalam artian 
pihak Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta sudah mengangap para 
wartawan sebagai teman akrab ataupun sebagai bagian dari keluarga besar Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta. Kalau ada kegiatan walikota, wakil 
walikota, ataupun acara-acara Pemkot Surakarta para wartawan selalu diundang 
untuk berpartisipasi. Di luar acara jumpa pers mereka juga sering mengobrol 
tentang apa saja, dan bersenda gurau bersama. 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
mengatakan bahwa Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta sudah 
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besar Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta. Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta dan para wartawan hubungannya layaknya hubungan 
pertemanan, akrab, kalau ada acara-acara, para wartawan selalu diundang untuk 
berpartisipasi. Mereka juga sering mengobrol dan bersenda gurau. Namun, lagi 
lagi mereka mengungkapkan di sini Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta tidak melakukannya, bahkan terkesan sembunyi dari wartawan. 
Berdasarkan observasi peneliti, hal tersebut benar adanya, seperti terakhir ketika 
penulis sedang melakukan wawancara dengan para wartawan di lobi balaikota, 
Bapak Kabag. Humas dan Protokol Pemkot Surakarta lewat, dan beliau tidak 
bertegur sapa dengan para wartawan. 
1.2. Mengembangkan Strategi 
Strategi Media Relations yang kedua adalah mengembangkan strategi. 
Setelah relasi dengan media massa terjalin dan terpelihara dengan baik, maka 
prasyarat untuk melaksanakan strategi media relations sudah tersedia. Penting 
bagi sebuah organisasi untuk mengembangkan strategi menjalankan media 
relations tersebut. Strategi tersebut kemudian dikembangkan menjadi taktik yang 
melahirkan prinsip-prinsip kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan 
organisasi. 
Dalam mengembangkan strategi, pihak Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta terus menerus mengembangkan materi PR untuk media massa. 
Dengan cara, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menunjuk beberapa 
pegawainya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan PR, 
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Pemkot Surakarta memiliki pegawai yang kompeten di dunia pers, sehingga bisa 
menyediakan materi yang baik bagi media massa. Pelatihan-pelatihan tersebut 
dikembangkan pada pegawai-pegawai jajaran Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta, namun tidak mesti dilakukan setiap tahunnya karena keterbatasan dana. 
Berikut penuturan beliau, 
“….pelatihan-pelatihan SDM ada tetapi tidak mesti setiap tahun ada 
dikarenakan keterbatasan dana….untuk itu untuk menunjang 
pengembangan SDM, kita hanya pakai buku pintar ini (Buku Pedoman 
Penjabaran Tugas Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota 
Surakarta)…pernah untuk pelatihan fotografer dengan ikut 
kursus…namun untuk tahun 2009 dan 2010 tidak ada dikarenakan tidak 
ada anggaran…..”. 
 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
kurang mengetahui apabila Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan 
dengan Public Relations, kameraman, fotografer, dan jurnalistik. Berdasarkan 
observasi, penulis juga kurang mengetahui dikarenakan tahun 2009 dan tahun 
2010 tidak ada pelatihan terkait hal tersebut, karena seperti yang telah 
diungkapkan oleh Bapak Jackson, sapaan akrab Jackson Napitupulu, SE, M.Si. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan berbagai 
media yang ada untuk menyampaikan informasi kepada publik. Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta mengundang para wartawan baik dari media 
elektronik maupun cetak, dalam kegiatan jumpa pers, dimana tujuannya adalah 
masyarakat bisa mengetahui informasi-informasi mengenai kebijakan-kebijakan 
pemerintah tidak hanya melalui media elektronik, namun juga media cetak. 
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“….setiap ada kegiatan yang ada di pemkot akan kita sampaikan 
dengan segera kepada media dan kepada wartawan dengan 
menggunakan saluran saluran teknologi informasi yang dimiliki…”. 
 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, 
membenarkan apabila Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memang 
mengundang para wartawan, baik dari media elektronik maupun cetak, dalam 
kegiatan jumpa pers. Berdasarkan observasi, penulis menyatakan bahwa itu benar 
adanya.  
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga membangun dan 
memelihara kontak dengan media massa. Di dalam membangun, Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta membuka pintu bagi semua wartawan dari media 
massa baru apabila ingin bergabung di dalam peliputan informasi tentang Pemkot 
Surakarta asalkan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.  
Berikut penuturan beliau, 
“….Media baru…ini ada koran dari Jatim mereka tertarik…kita terbuka 
bagi media manapun asalkan tujuan mereka buat menyampaikan 
informasi yang baik dan benar.. kita harus mengetahui dari mana 
mereka dengan meminta data diri…lalu mereka akan diberitahu FB 
kita…”. 
  
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
membenarkan apabila Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta membuka 
pintu bagi para wartawan dari media massa baru. Berdasarkan observasi penulis, 
hal tersebut benar adanya. 
Terkait dalam hal memelihara kontak dengan para wartawan, Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta mengadakan jumpa pers. Selain itu, 
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lewat via sms maupun FB, apabila ada informasi-informasi atau kegiatan-
kegiatan. Berikut penuturan beliau, 
“….biasanya kalau kita ada kegiatan apapun kita akan mengundang 
mereka…apa yg dibutuhkan sudah kita siapkan release….rencana kan 
kalau ada jumpa pers, kita tidak perlu menulisi dengan surat ke 
wartawan satu per satu dengan tulisan surat yang jadul, karena 
sekarang bisa lewat sms atau FB, dan wartawan sendiri…”. 
 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, 
membenarkan apabila Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta mengadakan 
jumpa pers setiap ada acara di Pemkot. Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta juga menghubungi para wartawan lewat via sms dan melalui FB, 
apabila ada informasi-informasi atau kegiatan-kegiatan. Berdasar observasi, 
penulis membenarkan hal tersebut benar adanya. 
Di dalam masalah informasi, segala informasi mengenai pihak Pemkot 
Surakarta, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memang diposisikan 
sebagai “corong” , dalam artian semua informasi-informasi terkait Pemkot 
Surakarta, dan kegiatan-kegiatan penting di Pemkot Surakarta, Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta mempunyai hak untuk menginformasikan kepada 
media massa. Jadi para wartawan datang ke Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta apabila ingin mendapatkan informasi-informasi tersebut. Dan di dalam 
memberikan informasi, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
sendiri, yaitu Drs. Joko Pratono yang diposisikan sebagai juru bicara dari pihak 
Pemkot Surakarta. Dan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta hanya akan 
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tersebut sudah memenuhi syarat untuk diberikan kepada para wartawan. Berikut 
penuturan Jackson Napitupulu, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Pemberitaan, 
“…segala informasi akan kita sampaikan… dengan memberikan 
pemahaman yang jelas lewat wartawan… memberikan penjelasan 
kepada masyarakat melalui wartawan… terkait teknis kita akan 
menggunakan narasumber dari dinas terkait dan humas sebagai 
pembuka saat jumpa pers.. kita juga akan undang kepala dinas datang 
ke sini… tapi kan ada dinas yang berkantor diluar lingkungan Pemkot 
maka biasanya wartawan langsung kesana. Sebagai humas kita akan 
mengkondisikan para wartawan…”. 
 
Menurut wartawan Solopos, informasi yang disampaikan memang banyak, 
tapi belum handal karena ada beberapa informasi yang lepas, dan kurang 
berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait. Menurut wartawan Joglosemar, 
materi informasi belum maksimal, untuk release masih minim dan informasi 
kurang mengalir, dan tidak mengetahui berkoordinasi dengan dinas terkait. 
Menurut wartawan Suara Merdeka, informasi pastinya handal, akurat dan dapat 
dipercaya, tetapi terkadang waktunya mepet, untuk release sangat jarang, dan 
tidak pernah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam penyampaian 
informasi. Berdasarkan observasi penulis, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta mengetahui segala informasi, namun terkadang sering terlambat 
memberikan informasi, apabila ada ketidaklengkapan informasi, Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta berusaha melengkapinya. 
Jadi, di dalam memberikan berita-berita dan informasi-informasi, Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta harus yakin memenuhi kriteria-kriteria 
yang telah ditetapkan, agar berita tersebut memang layak untuk dipublikasikan, 
karena apabila tidak begitu maka menyebabkan para wartawan dan masyarakat 
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Terkait dengan masalah mendapatkan informasi, Bagian Humas dan 
Protokol Pemlot Surakarta berkoordinasi dengan semua pihak yang dianggap bisa 
memberikan informasi yang terpercaya, mulai dari dinas-dinas bersangkutan di 
jajaran Pemkot, para wartawan dan berbagai media massa, dan juga masyarakat. 
Wartawan itu sendiri juga memberikan informasi kepada Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta, karena wartawan juga bisa mengetahui lebih dahulu 
mengenai suatu hal, karena mereka di lapangan. Untuk masyarakat sendiri, yaitu 
dapat melalui surat pembaca, apabila ada masukan-masukan atau keluhan 
mengenai pihak pemerintahan kota, nanti Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta akan memberi tanggapan dan kemudian ditindaklanjuti. 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
kurang mengetahui bentuk koordinasi dengan banyak pihak terkait informasi 
tersebut, mungkin dikarenakan karena kesibukan pihak pihak yang bersangkutan 
sedangkan humas juga mempunyai tugas masing-masing. Berdasarkan observasi 
penulis hal tersebut benar adanya. 
 
1.3. Mengembangkan Jaringan 
Strategi media relations yang ketiga adalah mengembangkan jaringan. 
Pengembangan jaringan ini sangat penting, karena jaringan inilah yang sering 
dinyatakan sebagai modal sosial (social capital) yang akan mendukung 
keberhasilan seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Sebuah organisasi 
dalam mengembangkan jaringan merekrut tenaga wartawan untuk menjadi Public 
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kemampuan menulisnya juga karena wartawan juga memiliki jaringan relasi yang 
cukup luas. Bukan hanya jaringan relasi dengan sesama wartawan dan media 
massa, melainkan juga jaringan relasi dengan semua pihak yang pernah menjadi 
sumber beritanya. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan relasi tersebut bernilai 
sangat penting dalam pandangan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi 
melalui kegiatan atau program PR. 
Namun, pada kenyataannya Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
tidak memiliki wartawan internal. Dalam hal bekerjasama dengan wartawan-
wartawan media massa, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
menunujuk beberapa orang stafnya untuk merangkap menjadi petugas dalam hal 
berbagi berita, informasi, dan juga materi-materi seperti foto dan berita. Jadi misal 
terdapat wartawan media massa yang tidak bisa hadir atau terlambat dalam suatu 
acara Pemkot Surakarta, para wartawan bisa meminta hasil tentang liputannya 
kepada staf Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, hal tersebut termasuk 
data-data dan foto-foto yang akan digunakan untuk publikasi. Berikut penuturan 
Jackson Napitupulu, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Pemberitaan, 
“…kami tidak memiliki wartawan internal…tetapi kami menunjuk staf 
yang ada untuk menjalankan fungsi sebagai wartawan.. tetapi itu bukan 
wartawan…”. 
 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, Suara Merdeka, mereka memang 
mengetahui Bagian Humas dan Protokol Pemkot tidak mempunyai wartawan 
internal. Berdasarkan observasi penulis membenarkan hal tersebut, wartawan 
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Humas dan Protokol Pemkot Surakarta untuk meminta berita dan foto terkait 
acara tersebut. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga membina hubungan 
dengan organisasi profesi kewartawanan, seperti Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI) dan Wartawan Surakarta/Solo (WtS), guna memperluas jaringan dengan 
media massa. Bagian Hubungan Humas dan Protokol Pemkot Surakarta dengan 
organisasi kewartawanan untuk saling bersilaturahmi dan untuk bertukar 
informasi. 
Menurut wartawan Solopos Joglosemar dan Suara Merdeka, hal tersebut 
ada dalam posisi tergabung dalam Wartawan Surakarta/Solo (WtS). Dan penulis 
juga mengetahui hal tersebut.  
2. Hubungan dengan Media (Media Relations) 
Pemkot Surakarta dan media menjalankan peran masing-masing dimana 
mereka saling berkaitan erat dalam menjalankan peran tersebut. Bahkan memiliki 
interdependensi (ketergantungan). Melalui media pihak Pemkot Surakarta bisa 
berkomunikasi dengan masyarakat. Melalui pihak Pemkot Surakarta, media juga 
bisa memperoleh informasi untuk disalurkan ke khalayak pembaca atau 
pemirsanya. 
Penting bagi jajaran Pemkot Surakarta, khususnya Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta, untuk mengetahui cara-cara memenuhi kebutuhan dan 
keinginan media. Menjalin hubungan dengan media sebagai institusi maupun 
individu wartawan sebagai personifikasi media adalah sama pentingnya. Maka 
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massa dan wartawan. Ini merupakan strategi dasar. Namun lebih dari itu, menjalin 
hubungan baik dengan media massa dan dan awak media adalah sasaran 
(objective) karena tujuan pokoknya (goal) adalah berkomunikasi dengan publik. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta adalah pihak yang paling 
sering berhubungan dengan para wartawan, karena Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta merupakan “corong” dari pemerintahan di lingkungan Pemkot 
Surakarta. Mengingat tugas  pokok dari Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta adalah menyelenggarakan fungsi humas melalui menyusun perumusan 
kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 
daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang publikasi, pengelolaan 
informasi, analisis media, informasi, acara protokoler dan pelayanan tamu dalam 
rangka pembentukan opini masyarakat yang positif  bagi pelaksanaan tugas 
pemerintahan daerah, jadi sangatlah penting apabila pihak Bagian Humas dan 
Pemkot Surakarta memiliki hubungan yang baik dengan para wartawan. 
Mengenai hubungan Bagian Humas dan Pemkot Surakarta dengan 
wartawan, Jackson Napitupulu, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Pemberitaan 
Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta menjelaskan hubungannya sangat 
baik dan menurut pandangan beliau selama ini tidak ada masalah dengan 
wartawan. Pihak Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memiliki 
Facebook Pemerintah Kota Surakarta untuk meng-update informasi tentang 
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alat yang bisa menunjang kinerja para wartawan, seperti perangkat komputer dan 
mesin fotocopy.  
Menurut wartawan Solopos, hubungannya relatif baik dalam hal 
penyampaian informasi dan Humas menyediakan fasilitas seperti mesin fotocopy. 
Menurut Wartawan Joglosemar, hubungannya cukup baik, namun dalam 
penyampaian informasi masih minim dan release susah didapat dan disediakan 
fasilitas seperti mesin fotocopy. Menurut wartawan Suara Merdeka, hubungannya 
biasa saja, terkait pemberian informasi memang ada namun cukup  terbatas, 
biasanya lewat Facebook atau sms, dan terkait fasilitas masih minim hanya 
sebatas mesin fotocopy. Berdasarkan observasi penulis hubungannya cukup baik, 
namun tidak dengan Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta karena 
beliau terkesan tidak bersahabat dengan para wartawan, wartawan yang bertugas 
sangat sulit untuk bertemu dengan beliau.  
Jackson Napitupulu, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Pemberitaan 
Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta menjelaskan bahwa beliau selalu 
berusaha menjalin hubungan baik dengan para wartawan, dengan melayani, 
berusaha memberikan apa yang wartawan perlukan, mengenal mereka, 
berbincang-bincang, bahkan bersenda gurau. 
Menurut wartawan Solopos perihal hubungannya dengan Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta, wartawan Solopos mengatakan hubungan yang 
terjalin antara Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta dengan wartawan, 
diluar hubungan pencari berita dan narasumber, cukup baik. Berikut penuturan 
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“…sering juga kalo ketemu pas gak ada wawancara sering ngobrol 
ngobrol juga…”. 
 
Menurut wartawan Joglosemar, hubungannya dengan Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta selama ini baik. Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta memberikan jalan kepada para wartawan, apabila membutuhkan 
informasi-informasi. Tetapi menurut wartawan Joglosemar untuk hubungan di 
luar hubungan pencari berita dan narasumber sangat biasa. Kalau di lapangan 
sangat minim. Hanya beberapa pegawai Bagian Humas dan Pemkot Surakarta 
yang sering mengobrol seperti Bapak Jackson dan Mas Moko. Berikut penuturan 
Anita selaku wartawan Joglosemar, 
“…hubungannya sangat standar sih..kalau di lapangan sangat kurang… 
untung ada orang seperti Mas Moko, Pak Jackson…”. 
 
Menurut wartawan Suara Merdeka, hubungan antara Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta dan wartawan adalah hubungan sebagai rekan kerja di 
lingkungan Pemkot Surakarta. Di luar itu hubungan yang terjadi adalah hubungan 
pertemanan. Selama ini tidak pernah terjadi masalah dengan Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta secara personal, namun secara tugas terdapat 
hubungan yang kurang akrab dengan Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta. Berikut penuturan Dini Arya selaku wartawan Suara Merdeka, 
“…secara personal hubungan kita dengan orang humas baik.. namun 
secara tugas hubungan dengan Kepala Humas kurang akrab…susah 
buat ketemu Kepala Humas..saat nunggu jumpa pers, seminar,ato apa 
biasanya kita nunggu sambil ngobrol dengan orang humas seperti mas 
Aris, mas Moko, pak Jackson…”. 
 
Berdasarkan observasi penulis, hal tersebut memang dapat diketahui oleh 
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Kepala Sub Bagian, beliau tidak sombong. Beliau selalu berusaha menyapa 
wartawan, berbincang, bersenda gurau, dan mau melayani wartawan apabila 
beliau tidak sibuk. Terutama Mas Moko yang sebagai staf humas biasa, beliau 
malah disebut oleh beberapa wartawan sebagai Kepala Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta, dikarenakan Drs. Joko Pratono selaku Kepala Bagian 
Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta malah terkesan sembunyi, susah 
ditemui oleh wartawan. 
3. Program-Program Pelayanan Media Relations 
Humas dapat dikatakan baik, jika humas dapat membuat suatu strategi  
untuk memaksimalkan kontribusi dari program-program komunikasi bagi 
efektivitas kepentingan organisasinya. Perusahaan atau organisasi dapat dikatakan 
baik apabila secara keseluruhan mereka memiliki program-program komunikasi 
yang baik pula. Dari beberapa karakteristik organisasi atau perusahaan yang baik, 
terdapat dua karakteristik Humas yang baik, yaitu : 
1. Strategic planning, organisasi atau perusahaan yang baik berusaha 
memaksimalkan departemen yang ada dengan mengidentifikasi peluang dan 
penghambat dalam lingkungan mereka. 
2. Symetrical communication system, adanya komunikasi dua arah, baik oleh 
internal atau publik eksternal. Perusahaan atau organisasi dekat dengan 
stakeholdernya. 
Jika melihat kepada fungsi programming, maka Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta ternyata sudah memiliki rincian program untuk 
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hubungan kerjasama antara pemerintah kota, dinas dengan masyarakat, lembaga 
swadaya masyarakat, dan lembaga negara lainnya, dalam menyusun bahan 
penerangan dan publikasi.  
Berdasar data yang ada, diketahui bahwa program-program Humas seperti 
program Media Relation, kliping media, berjalan cukup baik. Sedangkan dalam 
hal menyangkut informasi seperti press release, dan kerjasama dengan dinas-
dinas, kerjasama dengan masyarakat, dan sebagainya belum berjalan dengan 
maksimal. 
Menurut wartawan Solopos, informasi yang disampaikan memang banyak, 
tapi belum handal karena ada beberapa informasi yang lepas, dan kurang 
berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait. Menurut wartawan Joglosemar, 
materi informasi belum maksimal, untuk release masih minim dan informasi 
kurang mengalir, dan tidak mengetahui berkoordinasi dengan dinas terkait. 
Menurut wartawan Suara Merdeka, informasi pastinya handal, akurat dan dapat 
dipercaya, tetapi terkadang waktunya mepet, untuk release sangat jarang, dan 
tidak pernah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam penyampaian 
informasi. Berdasarkan observasi penulis, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta mengetahui segala informasi, namun terkadang sering terlambat 
memberikan informasi, apabila ada ketidaklengkapan informasi, Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta berusaha melengkapinya. 
Dari penyataan tersebut terlihat bahwa memang benar kalau program-
program Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta sudah berjalan dengan 
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melakukan berbagai pembenahan dengan memulai menjalankan berbagai program 
yang sudah ada. 
4. Pembentukan Citra 
Citra haruslah dibangun atas informasi yang benar. Untuk itu, agar 
persepsi citra itu muncul dari masyarakat, akan menjadi baik dan benar, haruslah 
ada konsistensi antara citra yang sedang dibangun dengan realitas. Citra sangat 
perlu dibangun, namun harus dibangun secara jujur. Cara yang sudah lazim 
digunakan secara luas dan telah memiliki kredibilitas yang tinggi, yaitu program 
layanan Humas. Jadi, peranan Humas dalam mengembangkan citra telah 
dibuktikan dan mendapatkan dukungan para ahli. 
Media massa bekerja untuk menyampaikan pesan pada khalayak. Bagi 
khalayak, pesan yang diterima dapat membentuk, mempertahankan atau 
mendefinisikan citra. Pada tahap ini analisis terbentuk mengenai apakah citra yang 
diterima adalah positif atau negatif. 
Pengaruh media massa dalam pembentukan citra terasa kuat karena dalam 
kehidupan masyarakat modern, anggota masyarakat memperoleh informasi dari 
media massa. Pada era kebebasan pers seperti sekarang ini telah lazim apa yang 
disebut dengan ‘investigative reporting’. Wartawan berusaha menyingkap kasus 
penyelewengan, manipulasi, korupsi, dan aneka pelanggaran yang berlangsung, 
investigate reporting ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi 
‘temuannya’ yang dipublikasikan melalui media massa umumnya sangat menyita 
perhatian publik. Laporan seperti ini sangat menentukan dalam mengubah citra. 













































commit to user 
109 
 
berbagai peristiwa. Sekarang melalui expose media massa, masyarakat 
menentukan mana issue yang penting dan mana yang tidak. 
Terkait agenda setting yang digunakan media massa dalam pemilihan issue 
yang layak tampil, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta melakukan 
counter issue sekaligus menjaga citra positif organisasi.  
Menurut  wartawan Joglosemar dan Suara Merdeka, citra Pemkot 
Surakarta itu sendiri sudah lumayan baik, dapat dilihat dengan penghargaan-
penghargaan yang didapat Pemkot Surakarta, namun menurut mereka citra 
Pemkot Surakarta itu tidak terwakili oleh Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta, melainkan terwakili oleh Walikota, dimana Walikota dapat melakukan 
fungsi kehumasan yang lebih baik dibandingkan Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta itu sendiri.  
 
 
C. Analisis dan Interpretasi Data 
Berikut ini penulis akan menganalisis dengan membandingkan temuan 
data serta hasil observasi yang didapatkan dengan teori-teori yang digunakan. 
Bapak Jackson Napitupulu, SE, M.Si, menduduki jabatan sebagai Kepala dalam 
sebuah Sub Bagian Pemberitaan Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta 
yang mewakili Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta dalam 
penelitian ini. Septia Solopos, Anita Joglosemar, Dini Arya Suara Merdeka, 
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dan berhubungan dengan pihak Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota 
Surakarta. 
1. Landasan Pelaksanaan Strategi Media Relations  
1.1. Peraturan dan Undang-Undang 
a. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta 
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Sekretaris Daerah, maka Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta 
sebagai Humas institusi Pemerintah Kota Surakarta merupakan pihak yang 
berkewajiban untuk turut serta menjalin hubungan yang baik dengan publiknya 
dan memberikan informasi mengenai organisasi. Humas diharapkan mampu 
menjelaskan kepada publik apa yang diprogramkan pemerintah dengan 
melakukan pendekatan dan teknik penyampaian yang berkenan terutama 
penyampaian informasi yang berkaitan dengan pihak pers sebagai publik 
eksternal dari Humas. 
b. Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta sebagai salah satu 
perangkat daerah di lingkungan Penmerintah Kota Surakarta yang ikut serta 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi yang 
luas, nyata, dan bertanggungjawab secara efektif dan efisien dalam 
mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum maupun kesejahteraan 
masyarakat di bidang informasi dan komunikasi. 
c. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), membawa 
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informasi bagi warga negara Indonesia. Badan publik, dalam hal ini adalah 
lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-
perusahaan publik yang mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan 
luar negeri, dan himpunan masyarakat, mempunyai kewajiban untuk 
memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam 
rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin 
baik di Indonesia. 
Dari uraian tersebut diatas maka secara jelas bahwa status peran dan 
kedudukan Pemerintah Kota Surakarta telah mengalami suatu perubahan sesuai 
tuntutan reformasi yang diinginkan oleh rakyat Indonesia sebagai konsekuwensi 
secara logis rakyat Indonesia menginginkan agar Pemerintah Kota Surakarta 
dalam melaksanakan tugasnya dapat terlaksana secara profesional. Disinilah 
tantangan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dalam memperoleh keterbukaan 
informasi, khususnya menyangkut pelayanan terhadap publik. Tentu saja hal ini 
tidak mudah untuk merubah perilaku pemberi informasi (dalam hal ini adalah 
pejabat publik), yang semula mereka “lebih senang” dilayani, kini dengan adanya 
UU KIP mereka harus melayani informasi kepada masyarakat yang membutuhkan 
informasi. 
  Penetapan Program 
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang 
dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol guna mencapai tujuan dan sasaran 
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1. Program Pemerintah Kota Surakarta 
2. Program Sekretaris Daerah Kota Surakarta 
3. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Humas dan Protokol 
Program Bagian Humas yang telah ditetapkan adalah : 
a. Kerjasama informasi dengan media massa. 
Bentuk kegiatan: 
- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, seperti sambutan walikota, 
dokumentasi, publikasi. Dilakukan melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM), 
baik melalui media cetak, maupun media elektronik. 
- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dilakukan 
melalui dialog interaktif, baik melalui TV, maupun radio. 
b. Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa. 
Bentuk kegiatan : peningkatan kerjasama dengan media massa, seperti dalam 
bentuk kliping, analisis berita. 
 
2. Proses Strategi Media Relations  
Kebanyakan perusahaan, kini mengakui peranan public relations cukup 
menonjol dalam pengambilan keputusan manajemen. Sering terjadi public 
relations melapor atau berhubungan langsung kepada top management. Hal ini ini 
terjadi karena public relations adalah interpreter (penerjemah) manajemen, 
sehingga public relations harus mengetahui apa yang manajemen pikirkan setiap 
saat terhadap setiap isu publik yang sebenarnya. Manajemen dalam konteks 
strategi, mempunyai peran untuk membantu perusahaan menyesuaikan diri 
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Strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan 
rencana merupakan produk dari suatu perencanaan adalah salah satu fungsi dasar 
dari proses manajemen62.  
Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari 
tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan 
yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 
ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 
lainnya. Berdasarkan pentahapan fungsi-fungsi manajemen, harus ditentukan 
terlebih dahulu tujuan yang hendak diraih, yaitu pada posisi tertentu atau dimensi 
yang ingin dicapai sesuai dengan perencanaan (statement of organization 
destination) yang telah diperhitungkan dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat 
dalam manajemen suatu organisasi bersangkutan, yaitu strategi “apa dan 
bagaimana” yang dipergunakan dalam perencanaan untuk mencapai suatu tujuan 
perusahaan, dan program kerja (action plan) merupakan suatu strategi yang 
dijabarkan dalam langkah-langkah yang telah dijadwalkan (direncanakan semula), 
kemudian terakhir yang paling menentukan adalah unsur anggaran (budget) yang 
sudah dipersiapkan, dan sekalipun merupakan “dana dan daya” sebagai 
pendukung yang bersifat khusus dialokasikan untuk terlaksananya atau atas suatu 
strategi program kerja manajemen public relations. 
Adapun tujuan dari kegiatan media relations itu adalah : 
a.  Meningkatkan Kesadaran 
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Di dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat, Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta melakukan media relations, dimana Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta menjalankan salah satu tugas kehumasan 
pemerintah yaitu memberikan informasi63. Informasi yang diberikan mengenai 
program-program, kebijakan-kebijakan, atau agenda kegiatan Pemkot Surakarta, 
agar masyarakat mengetahuinya. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
menjalankan strategi media relations, mengelola relasi, mengelola relasi dengan 
media massa sebagai institusi dan wartawan sebagai pekerja media massa. Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta hanya sebagai “corong” dari Pemkot 
Surakarta, seperti contohnya program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota 
Surakarta (BPMKS). Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta tidak terlibat 
di dalam pembuatan program, Humas dan Protokol Pemkot Surakarta tidak 
menjalankan tugas strategisnya untuk ikut serta dalam decision making process64, 
namun hanya sebagai jembatan yang mengkomunikasikan program BPMKS 
tersebut kepada masyarakat. Mengkomunikasikannya bisa melalui media massa. 
Melalui media massa, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
memberikan informasi-informasi mengenai program-program, kebijakan-
kebijakan, atau agenda kegiatan Pemkot Surakarta, contohnya adalah pos-pos 
kesehatan Lebaran 2010, sejalan dengan kesiapan menghadapi Bulan Ramadhan 
dan Idul Fitri Tahun 2010 (1431H), maka diharapkan agar masyarakat tahu pos-
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pos kesehatan itu berlokasi dimana saja, dan bisa disinggahi apabila ada gangguan 
tentang kesehatan sewaktu perjalanan mudik atau balik. 
Selain memberikan informasi, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta juga memberikan himbauan-himbauan positif kepada masyarakat. Yaitu 
melalui media massa, contohnya adalah seperti program BPMKS, dimana Bagian 
Humas menghimbau bagi warga yang kurang mampu bisa segera mengurus 
kelengkapan administrasi untuk mengakses bantuan program BPMKS, agar 
masyarakat tahu dan sadar akan pentingnya program wajib belajar sembilan tahun 
bagi semua anak. 
Di dalam memberikan informasi-informasi tersebut, Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta juga menjalankan strategi media relations, 
mengembangkan strategi, dimana Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
menggunakan berbagai media yang ada untuk menyampaikan pesan, dengan 
tujuan dapat menjangkau masyarakat secara luas. Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta menjalin relasi dengan para wartawan dari televisi, radio, dan 
surat kabar. Apabila ada wartawan dari media baru, juga boleh bergabung di 
dalam peliputan informasi tentang Pemkot Surakarta asalkan memenuhi syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu membawa surat resmi dari 
pimpinan redaksinya.  
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga menggunakan strategi 
media relations, mengembangkan jaringan, dimana sebuah organisasi dalam 
mengembangkan jaringan merekrut tenaga wartawan untuk menjadi Public 
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bernilai sangat penting dalam pandangan organisasi untuk mencapai tujuan 
organisasi melalui kegiatan atau program Public Relations. Namun, pada 
kenyataannya Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta tidak memiliki 
wartawan internal. Dalam hal bekerjasama dengan wartawan-wartawan media 
massa, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menunujuk beberapa orang 
stafnya untuk merangkap menjadi petugas dalam hal berbagi berita, informasi, 
dan juga materi-materi seperti foto dan berita. Jadi misal terdapat wartawan media 
massa yang tidak bisa hadir atau terlambat dalam suatu acara Pemkot Surakarta, 
para wartawan bisa meminta liputannya kepada staf Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta, hal tersebut termasuk data-data dan foto-foto yang akan 
digunakan untuk publikasi. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga membina hubungan 
dengan organisasi profesi kewartawanan65, seperti Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI) dan Wartawan Surakarta/Solo (WtS), guna memperluas jaringan dengan 
media massa. Hubungan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta dengan 
organisasi kewartawanan untuk saling bersilaturahmi dan untuk bertukar 
informasi. 
Menurut wartawan Solopos Joglosemar dan Suara Merdeka, hal tersebut 
ada dalam posisi tergabung dalam Wartawan Surakarta/Solo (WtS). Dan penulis 
juga mengetahui hal tersebut.  
b. Mengubah Sikap 
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Di dalam mengubah sikap masyarakat, Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta mengadakan media relations secara berkelanjutan, karena 
dengan adanya publikasi secara berkelanjutan oleh media massa, bisa membuat 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta mengubah sikap masyarakat dari 
anti menjadi netral dan dari netral menjadi mendukung terhadap tindakan atau 
kebijakan yang dilakukan Pemkot Surakarta, yang dikomunikasikan oleh Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menjalankan strategi media 
relations, mengelola relasi, melakukan komunikasi yang intens diantara kedua 
belah pihak yang berkenaan dengan tugas masing-masing. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta melakukannya salah 
satunya melalui situs jejaring sosial (Facebook), dimana bagi pihak Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta adalah kenyataan teknologi informasi 
sangat membantu mereka di tengah keterbatasan anggaran yang ada. Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta mendata para wartawan, sehingga apabila 
ada acara-acara dan informasi-informasi yang terkait dengan kebijakan 
Pemerintah Kota Surakarta dapat memberitahukan kepada wartawan melalui via 
telepon atau via sms. Contohnya adalah program BPMKS. Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta mengkomunikasikan program tersebut kepada media 
massa, diantaranya melalui dialog di televisi, dengan tujuan mengubah sikap 
masyarakat agar tidak menganggap remeh wajib belajar sembilan tahun untuk 
anaknya. Hal tersebut dapat dilihat pada perubahan sikap masyarakat, seperti pada 
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namun di hari berikutnya, ribuan masyarakat antri di Kantor Pelayanan Perijinan 
Terpadu (KPPT) Kota Solo demi mendapatkan BPMKS.  
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
mengatakan bahwa mengetahui kalau Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta memiliki nomor kontak para wartawan, sehingga pada saat diluar 
kegiatan jumpa pers, apabila ada informasi-informasi dan kegiatan-kegiatan 
Pemkot Surakarta akan diberitahukan via sms. Untuk FB, wartawan tidak ada 
masalah, mereka mengakses FB Humas dan Protokol Pemkot Surakarta setiap 
pagi atau sore kalau sudah masuk mengenai kegiatan-kegiatan Pemkot Surakarta 
mereka akan mengaksesnya. Berdasarkan observasi penulis, hal tersebut benar 
adanya meskipun terkadang informasinya telat bahkan tidak ada karena terkait 
anggaran dana. Dimana salah satu staf Humas sampai patungan dengan para 
wartawan untuk mengisi pulsa. 
c.   Mendorong Tindakan 
Didalam mendorong tindakan masyarakat, Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta menjalankan strategi media relations, mengembangkan strategi, 
memposisikan organisasi sebagai sumber informasi yang handal untuk media 
massa, dengan adanya kepercayaan dari media massa, maka media massa akan 
mendukung program-program yang dibuat oleh pihak Pemkot Surakarta. Salah 
satu tugas kehumasan pemerintah adalah memberikan motivasi66. Dimana humas 
melakukan publikasi secara terus-menerus oleh media massa, akan bisa membuat 
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masyarakat juga turut mendukung program-program yang dibuat oleh pihak 
Pemkot Surakarta demi kebaikan masyarakat. 
Contohnya adalah dengan dukungan atas program BPMKS dari pihak 
kecamatan, kelurahan, dan kepala sekolah negeri maupun swasta untuk 
memberikan kemudahan kepada masyarakat kurang mampu. Dan hal tersebut bisa 
dilihat pemohon kartu BPMKS di hari kedua launching membludak. Lebih dari 
1000 pemohon memadati Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) di 
kompleks Balaikota (Solopos Kamis, 08 April 2010). 
Menurut wartawan Solopos, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta tahu segala informasi.  Informasi yang disampaikan memang banyak, 
tapi belum handal karena ada beberapa informasi yang lepas, dan kurang 
berkoordinasi dengan beberapa dinas. Menurut wartawan Joglosemar, terkait 
materi informasi Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta belum maksimal, 
untuk release masih minim dan informasi kurang mengalir, dan tidak mengetahui 
berkoordinasi dengan dinas terkait. Menurut wartawan Suara Merdeka, Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta informasi pastinya handal, akurat dan 
dapat dipercaya, tetapi terkadang waktunya mepet, untuk release sangat jarang, 
dan tidak pernah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam penyampaian 
informasi. Berdasarkan observasi penulis, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta mengetahui segala informasi, namun terkadang sering terlambat 
memberikan informasi, apabila ada ketidaklengkapan informasi, Humas dan 
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Dalam melaksanakan strategi media relations, agar tercapai sasaran dan 
tujuan dari program-program yang ada, maka Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta menggunakan beberapa sarana media dalam menunjang strategi media 
relations tersebut. Namun, sebelumnya penulis jelaskan terlebih dahulu teknik 
publisitas yang digunakan dalam strategi media relations. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta merupakan ujung tombak 
atau “corong” bagi institusi Pemerintahan Kota Surakarta dalam menyediakan 
informasi yang transparan bagi masyarakat kota Surakarta. Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta menggunakan teknik publisitas, yaitu PR yang bebas 
biaya dengan cara menyampaikan pesan melalui media massa, dengan maksud 
menyampaikan informasi dari perspektif pembuat pesan yakni organisasi. 
Publisitas dilakukan antara lain dalam bentuk pemberitaan atau tulisan berupa 
artikel. 
Strategi media relations yang dijalankan oleh Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta adalah mengelola relasi, dimana Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta mengelola relasi dengan para wartawan sebagai pekerja media 
massa, dimana hubungannya adalah Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat melalui media 
massa, dan wartawan media massa bisa memuat informasi-informasi tersebut 
untuk dijadikan berita bagi media massanya, dan hubungan ini bebas biaya67. 
Menggunakan teknik publisitas, dikarenakan Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta tidak bertujuan meraih keuntungan, melainkan hanya untuk 
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memberikan informasi tentang kegiatan yang diadakan oleh Pemkot Surakarta 
kepada masyarakat Kota Surakarta. Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta juga tidak perlu mengeluarkan biaya khusus seperti halnya teknik 
periklanan, advertorial, dikarenakan para wartawan itu sendiri juga memerlukan 
informasi-informasi mengenai kegiatan yang diadakan oleh Pemkot Surakarta 
untuk dimuat di medianya. 
Publisitas ini dilakukan sebagai bagian dari salah satu kegiatan aparat 
kehumasan pemerintahan, yaitu, membina pengertian kepada khalayak/ publik 
terhadap kebijaksanaan pimpinan, baik kepada khalayak intern maupun khalayak 
ekstern. Pembinaan pengertian kepada khalayak termasuk pemberian dan 
pelayanan informasi68. 
Selanjutnya, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan 
sarana-sarana yang diharapkan mampu menunjang keberhasilan strategi media 
relations itu sendiri. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut. 
 
 
a. Media Audio 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan strategi 
media relations, mengembangkan strategi, dimana menggunakan berbagai media 
yang ada untuk menyampaikan pesan kepada publik. Yang pertama adalah media 
audio, yang merupakan media publisitas yang dapat ditangkap dengan indera 
telinga, atau yang dapat didengar, misalnya: radio, piringan hitam, tape recorder, 
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telepon, wawancara, dan lain-lainnya69. Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta menggunakan radio dan telepon sebagai media audio di dalam 
pelaksanaannya. 
Yang pertama adalah radio, radio adalah media massa yang sangat 
penting, oleh karena lebih banyak orang yang dapat menangkap atau mendengar 
radio daripada media lainnya. Juga siarannya akan lebih cepat sampai ke 
pendengarnya tanpa memandang perbedaan letak geografis, daripada misalnya 
berita-berita di surat kabar kepada pembacanya70.  
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menjalin relasi dengan 
radio-radio seperti RRI, Elshinta, Metta FM, Mentari FM, Solo Radio di dalam 
pelaksanaan tugasnya. Menjalin relasi dengan wartawan-wartawan dari radio-
radio tersebut merupakan strategi media relations, mengelola relasi, dimana 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta didalam mengelola relasi dengan 
media massa sebagai institusi dan wartawan sebagai pekerja media massa. 
Wartawan-wartawan dari radio tersebut selalu datang pada acara jumpa pers yang 
diadakan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta di lingkungan Pemkot 
Surakarta. Pertemuan tersebut merupakan strategi media relations, mengelola 
relasi, melakukan komunikasi yang intens diantara kedua belah pihak yang 
berkenaan dengan tugas-tugas pokok masing-masing.  
Yang kedua adalah telepon, dengan telepon akan lebih efektif mencapai 
sasaran daripada dengan surat. Waktu lebih cepat, tidak takut hilang di tengah 
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jalan, dan dapat berbicara secara langsung dengan pendengarnya, sehingga misal 
kurang jelas dapat minta diulangi lagi. Tidak seperti halnya radio, tidak dapat 
menanyakan dan tidak dapat diulangi lagi pada saat itu pula71.  
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan telepon, 
yang pertama, untuk menjalankan strategi media relations, mengelola relasi, 
melakukan komunikasi yang intens diantara kedua belah pihak yang berkenaan 
dengan tugas-tugas pokok masing-masing, dimana Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta menelepon para wartawan apabila ada acara jumpa pers. Dan 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga menggunakan telepon untuk 
menjalankan strategi media relations, mengembangkan strategi, selalu 
berkoordinasi dengan bagian-bagian lain dalam perusahaan sehingga selalu 
mendapatkan informasi mutakhir, contohnya adalah di setiap acara jumpa pers 
apabila ada wartawan yang menanyakan informasi yang belum terdapat pada 
lembar release, maka Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
menggunakan telepon untuk menghubungi pihak terkait yang berkompeten untuk 
memberikan informasi tersebut. 
b. Media Visual 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan strategi 
media relations, mengembangkan strategi, dimana menggunakan berbagai media 
yang ada untuk menyampaikan pesan kepada publik. Yang kedua adalah media 
visual, yang merupakan media publisitas yang dipergunakan untuk mengadakan 
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hubungan dengan publik, yang dapat ditangkap dengan indera mata, dengan 
perkataan lain dapat dilihat, misalnya : pameran-pameran foto, slide, surat kabar, 
buletin, pamflet, lambang, bendera, karikatur, gambaran skema organisasi, dan 
lain-lain72. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan 
Facebook, sms,  surat, dan surat kabar sebagai media visual di dalam pelaksanaan 
tugas. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan Facebook, 
dimana bagi pihak Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta adalah 
kenyataan teknologi informasi sangat membantu mereka di tengah keterbatasan 
anggaran yang ada. Dan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
menggunakan Facebook untuk menjalankan strategi media relations, mengelola 
relasi, mengelola relasi dengan media massa sebagai institusi dan wartawan 
sebagai pekerja media massa, dengan menggunakan Facebook untuk 
menginformasikan agenda kegiatan Pemkot Surakarta. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga menggunakan sms 
untuk memberitahukan informasi-informasi kepada para wartawan tentang siaran 
pers berkenaan dengan acara-acara Pemkot Surakarta. Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta menggunakan sms untuk menjalankan strategi media 
relations, mengelola relasi, mengelola relasi dengan media massa sebagai institusi 
dan wartawan sebagai pekerja media massa, dengan menggunakan sms untuk 
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menginformasikan agenda kegiatan Pemkot Surakarta, karena di tengah 
keterbatasan anggaran yang ada, cara ini dirasa cukup efektif. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan surat untuk 
memberikan laporan-laporan mengenai laporan kinerja humas. Dan Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan surat untuk menjalankan 
strategi media relations, mengelola relasi, mengelola relasi dengan media massa 
sebagai institusi dan wartawan sebagai pekerja media massa, dengan 
menggunakan surat untuk mengundang pimpinan redaksi media massa untuk 
menghadiri forum silaturahmi. 
Yang terakhir, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
menggunakan surat kabar sebagai media publisitas yang dipergunakan untuk 
menjalin hubungan dengan publik. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
menjalin relasi dengan wartawan-wartawan dari surat kabar seperti Solopos, 
Radar Solo, Suara Merdeka, Joglosemar, Kedaulatan Rakyat, Kompas, Wawasan, 
Tempo, didalam pelaksanaan tugas. 
Menjalin relasi dengan wartawan-wartawan dari surat kabar tersebut 
merupakan strategi media relations, mengelola relasi, dimana Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta dalam mengelola relasi dengan media massa sebagai 
institusi dan wartawan sebagai pekerja media massa. Wartawan-wartawan dari 
surat kabar tersebut selalu datang pada acara jumpa pers yang diadakan Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta untuk mendapatkan informasi mengenai 
program-program atau kebijakan-kebijakan seputar Pemkot Surakarta. 
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Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan strategi 
media relations, mengembangkan strategi, dimana menggunakan berbagai media 
yang ada untuk menyampaikan pesan kepada publik. Yang ketiga adalah media 
audio visual yang merupakan media yang menyiarkan “berita” yang dapat 
ditangkap baik indera mata maupun indera telinga, misalnya saja : film (motion 
picture), televisi, dan lain-lainnya73. Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta menggunakan media televisi dan konferensi pers sebagai media audio 
visual didalam pelaksanaan tugas. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan televisi 
sebagai media publisitas yang dipergunakan untuk menjalin hubungan dengan 
publik. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menjalin relasi dengan 
wartawan-wartawan dari televisi seperti RCTI, MetroTV, Indosiar, TATV, SCTV, 
Jogja TV, Trans 7 di dalam pelaksanaan tugasnya.  Menjalin relasi dengan 
wartawan-wartawan dari televisi tersebut merupakan strategi media relations, 
mengelola relasi, dimana Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta dalam 
mengelola relasi dengan media massa sebagai institusi dan wartawan sebagai 
pekerja media massa. Wartawan-wartawan dari televisi tersebut selalu datang 
pada acara jumpa pers yang diadakan Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta untuk mendapatkan informasi mengenai program-program atau 
kebijakan-kebijakan seputar Pemkot Surakarta.  
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Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga mengadakan kegiatan 
konferensi pers, yang merupakan media audio visual didalam menjalin hubungan 
dengan publik. Konferensi pers merupakan salah satu alat Humas yang paling 
praktis untuk menyebarkan berita. Konferensi pers (press conference) adalah 
pertemuan antara satu atau beberapa orang, instansi atau perusahaan dengan 
“orang-orang pers”, dimana kepada orang-orang pers tersebut diberikan 
penjelasan dan kemudian diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang 
ada hubungannya dengan diri atau kegiatan seseorang, beberapa orang, instansi 
atau perusahaan tersebut untuk dijadikan bahan berita74. Dalam menjalin 
hubungan dengan wartawan, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
menjalankan strategi media relations, mengelola relasi, melakukan komunikasi 
yang intens diantara kedua belah pihak yang berkenaan dengan tugas-tugas pokok 
masing-masing. Wartawan-wartawan, baik dari media cetak maupun elektronik, 
yang merupakan bagian dari strategi media relation, mengembangkan strategi, 
menggunakan berbagai media yang ada untuk menyampaikan pesan kepada 
publik. Wartawan-wartawan tersebut sebelum acara jumpa pers, sambil menunggu 
mereka saling menyapa dan mengobrol dengan staf Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta mengenai kabar masing-masing.  
Di luar agenda kegiatan Pemkot Surakarta, apabila Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta memiliki kegiatan-kegiatan ataupun informasi-
informasi diluar kegiatan jumpa pers, akan diberitahukan via sms maupun 
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Facebook. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta selalu menghubungi 
para wartawan untuk pemberitahuan, contoh apabila ada acara pelantikan di 
Pemkot Surakarta, maka Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga 
mengundang para wartawan untuk menghadiri acara tersebut. 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
mengatakan bahwa benar mengetahui kalau Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta memiliki nomor kontak para wartawan, sehingga pada saat diluar 
kegiatan jumpa pers, apabila ada informasi-informasi dan kegiatan-kegiatan 
Pemkot Surakarta akan diberitahukan via sms. Untuk FB, wartawan tidak ada 
masalah, mereka mengakses FB Humas dan Protokol Pemkot Surakarta setiap 
pagi atau sore kalau sudah masuk mengenai kegiatan-kegiatan Pemkot Surakarta 
mereka akan mengaksesnya. 
Berdasarkan observasi penulis, memang benar Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta memiliki nomor kontak para wartawan, sehingga pada 
saat diluar kegiatan jumpa pers, apabila ada informasi-informasi dan kegiatan-
kegiatan Pemkot Surakarta akan diberitahukan via sms. Untuk FB, wartawan tidak 
ada masalah, mereka mengakses FB Humas dan Protokol Pemkot Surakarta setiap 
pagi atau sore kalau sudah masuk mengenai kegiatan-kegiatan Pemkot Surakarta 
mereka akan mengaksesnya. 
Di dalam menyelenggarakan konferensi pers ada hal-hal yang perlu 
diperhatikan, antara lain : topik atau tema yang akan disampaikan pada media 
massa, menetapkan orang yang akan menjadi juru bicara, menyusun tim dengan 
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presentasi dan sarana presentasi, menyusun daftar undangan, menentukan waktu 
dan tempat penyelenggaraan konferensi pers, dan membuat daftar cek untuk 
kegiatan-kegiatan yang mesti dilakukan selama persiapan dan penyelenggaraan 
konferensi pers75. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menentukan topik atau 
tema yang akan disampaikan pada media massa, berdasarkan informasi yang 
paling menonjol diantara informasi-informasi yang ada. Kemudian Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta menetapkan Kepala Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta, yaitu bapak Drs. Joko Pratono, sebagai juru bicara. Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menyusun tim dengan pembagian tugas 
yang jelas, Jackson Napitupulu, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Pemberitaan, 
sebagai koordinator wartawan, yaitu mengkoordinasi para wartawan untuk datang 
ke Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta apabila ada informasi-informasi 
dan kegiatan-kegiatan Pemkot Surakarta. Arso Danardono yang mempunyai 
jabatan Penyusun Kliping bertugas salah satunya membuat analisis berita dan 
membuat laporan kegiatan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, untuk 
diberikan kepada wartawan, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
mengundang wartawan-wartawan, baik dari media cetak maupun elektronik. Lalu 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga menentukan waktu dan 
tempat penyelenggaraan konferensi pers di Ruang Sekretaris Daerah. Semua 
anggota staf Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta bekerjasama agar 
kegiatan konferensi pers ini dapat berhasil penyelenggaraannya. 
                                                 
75 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
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Agar kemitraan Pemkot Surakarta dan media dapat berjalan dengan baik 
dan tujuan Pemkot Surakarta dapat diwujudkan secara optimal, yakni salah 
satunya melayani dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, maka 
diperlukan pelaksanaan media relations. Artinya Pemkot Surakarta melalui 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta harus memberi kemudahan media 
massa untuk mendapatkan informasi, baik dalam kemudahan menghubungi secara 
langsung, melalui telepon, ataupun kemudahan untuk mendapatkan informasi-
informasi dasar secara tertulis.  
Adapun prinsip dasar yang dilakukan Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta  dalam menjalankan strategi Media Relations, antara lain : 
a. Memperhatikan Tenggat Waktu (deadline) Media Massa 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memahami adanya 
deadline bagi para wartawan, namun hal tersebut tidak berlaku pada kasus 
hubungan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta dengan media massa. 
Hal tersebut dikarenakan banyaknya informasi yang tersedia mengenai Pemkot 
Surakarta, dan dengan kesibukan masing-masing staf Humas dan juga kesibukan 
dari dinas-dinas terkait, sehingga menyebabkan informasi yang harusnya bisa 
disampaikan secara cepat, terkadang agak telat. 
Namun untuk acara jumpa pers yang diadakan Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta, selalu dihadiri para wartawan dari berbagai media, 
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Dalam menjalin hubungan dengan wartawan, Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta menjalankan strategi media relations, mengelola relasi, 
melakukan komunikasi yang intens diantara kedua belah pihak yang berkenaan 
dengan tugas-tugas pokok masing-masing. Dengan demikian, pada saat diluar 
jadwal jumpa pers, setiap saat wartawan akan dihubungi melalui sms apabila ada 
informasi-informasi penting. Bagi wartawan yang mempunyai Facebook, juga 
bisa mengakses informasi di Facebook Humas dan Protokol Pemkot Surakarta. 
b. Jangan Pernah Berbohong – Bicara Benar atau Diam 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga tidak pernah 
berbohong didalam memberikan informasi kepada wartawan, hal ini didukung 
oleh pernyataan wartawan Suara Merdeka bahwa Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta proaktif dalam memberikan informasi, dan informasi tersebut 
pasti benar dan dapat dipercaya. Wartawan Solopos mengatakan pemberian 
informasi kurang handal, dalam artian informasi terkadang belum tersampaikan ke 
wartawan. Dan wartawan Joglosemar mengatakan Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta dalam pemberian informasi dapat dipercaya, dikatakan 
demikian karena informasi yang diberikan bentuknya pasti sifatnya resmi. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menjalankan strategi media 
relations, mengembangkan strategi, dimana Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta berkoordinasi dengan bagian-bagian lain dalam perusahaan sehingga 
selalu mendapatkan informasi mutakhir. Terkait dengan masalah mendapatkan 
informasi, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta selalu berkoordinasi 













































commit to user 
132 
 
seperti contoh masalah BPMKS, misal ada komplain tentang pelaksanaan 
BPMKS, maka dalam memberikan klarifikasi akan mendatangkan pihak dari 
Dinas Pendidilan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), dan pada akhirnya pertanyaan 
para wartawan dalam melaksanakan fungsinya sebagai kontrol sosial dapat 
terjawab, dan informasi tersebut benar adanya karena langsung sumber yang 
berkompeten yang menjawabnya, sehingga tidak menimbulkan reputasi sebagai 
pihak yang tidak bisa dipercaya oleh wartawan. Mengumpulkan data dan 
informasi yang datang dari berbagai sumber merupakan salah satu kegiatan aparat 
kehumasan pemerintah yang perlu diperhatikan76. Data dan informasi 
dikumpulkan mulai dari seluruh jajaran pejabat pemerintahan di Kota Surakarta, 
para wartawan dari berbagai media massa, dan juga masyarakat. Dengan seluruh 
pejabat pemerintahan di Kota Surakarta, mereka selalu memberikan informasi-
informasi kepada Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menegenai 
situasi perkembangan di masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 
Pemkot Surakarta. Dengan wartawan, mereka juga memberikan informasi kepada 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, karena wartawan juga bisa tahu 
lebih dulu menegenai suatu hal, karena mereka di lapangan. 
Dengan masyarakat, misalnya masyarakat mungkin ada yang kurang puas 
atau tidak puas dengan pejabat Pemkot Surakarta, misal ada perbuatan kurang 
menyenangkan dari jajaran staf Pemkot Surakarta atau kurang puas terhadap 
kebijakan Pemkot Surakarta, melalui koran Solopos, masyarakat bisa 
menyalurkan aspirasi atau keluhannya di surat pembaca. Hal-hal tersebut 
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merupakan bagian dari salah satu kegiatan aparat kehumasan pemerintahan, yaitu 
mengumpulkan data dan informasi yang datang dari berbagai sumber77.  
Menurut wartawan Solopos, informasi yang disampaikan memang banyak, 
tapi belum handal karena ada beberapa informasi yang lepas, dan kurang 
berkoordinasi dengan beberapa dinas. Menurut wartawan Joglosemar, materi 
informasi belum maksimal, untuk release masih minim dan informasi kurang 
mengalir, dan tidak mengetahui berkoordinasi dengan dinas terkait. Menurut 
wartawan Suara Merdeka, informasi pastinya handal, akurat dan dapat dipercaya, 
tetapi terkadang waktunya mepet, untuk release sangat jarang, dan tidak pernah 
berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam penyampaian informasi. 
Berdasarkan observasi penulis, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
mengetahui segala informasi, namun terkadang sering terlambat memberikan 
informasi, apabila ada ketidaklengkapan informasi, Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta berusaha melengkapinya, walaupun terkesan pasif. Sehingga 
tidak ada alasan bagi Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta untuk 
berbohong ataupun berbicara tidak benar kepada media massa. 
c. Mengembangkan Kedekatan dan Hubungan Akrab (rapport) dengan   
Media 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga mengembangkan 
kedekatan dengan dan hubungan akrab dengan media, dengan menjalankan 
strategi media relations, mengelola relasi, dimana melakukan komunikasi yang 
intens diantara kedua belah pihak yang berkenaan dengan tugas-tugas pokok 
                                                 















































commit to user 
134 
 
masing-masing. Komunikasi yang intens diantara Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta dengan para wartawan yang berkenaan dengan tugas-tugas 
pokok masing-masing. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
mengadakan jumpa pers. Selain itu, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta juga menghubungi para wartawan lewat via sms, apabila ada informasi-
informasi atau kegiatan-kegiatan. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta  
berkomunikasi dengan pimpinan redaksi yaitu melalui acara silaturahmi dengan 
para pimpinan redaksi media yang ada. Kalau ada acara, misal salah satunya 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta mempunyai acara buka puasa 
bersama maka pimpinan redaksi media akan diundang. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta mendata para wartawan, 
sehingga apabila ada acara-acara dan informasi-informasi yang terkait dengan 
kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dapat memberitahukan kepada wartawan 
melalui via telepon atau via sms. 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
mengatakan bahwa mengetahui kalau Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta memiliki nomor kontak para wartawan, sehingga pada saat diluar 
kegiatan jumpa pers, apabila ada informasi-informasi dan kegiatan-kegiatan 
Pemkot Surakarta akan diberitahukan via sms. Masalah forum silaturahmi dengan 
pimpinan redaksi,  mereka kurang tahu. Berdasarkan observasi penulis, memang 
benar Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memiliki nomor kontak para 
wartawan, sehingga pada saat diluar kegiatan jumpa pers, apabila ada informasi-
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Untuk FB, wartawan tidak ada masalah, mereka mengakses FB Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta setiap pagi atau sore kalau sudah masuk mengenai 
kegiatan-kegiatan Pemkot Surakarta mereka akan mengaksesnya. Untuk acara 
silaturahmi dengan para pimpinan redaksi media yang ada, penulis 
mengetahuinya, tetapi kurang mengetahui acara itu rutin dilakukan apa tidak. 
Komunikasi yang intens ini harus dilakukan, karena berkaitan dengan 
tugas Humas, yaitu, proses komunikasi lewat kegiatan dilakukan berencana dan 
terus-menerus yang meliputi ketrampilan komunikator, pesan yang disampaikan 
akurat, obyektif, punya daya pengaruh yang kuat guna berhasilnya mencapai 
sasaran yang telah ditetapkan78. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga menjalankan strategi 
media relations, mengelola relasi, menjalin relasi yang dibangun berdasarkan 
hubungan antarmanusia, untuk mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab 
(rapport) dengan media. Jadi layaknya hubungan pertemanan, mereka sangat 
akrab, kalau ada acara-acara, para wartawan selalu diundang untuk berpartisipasi. 
Mereka juga sering mengobrol dan bersenda gurau. Biasanya hubungan 
antarmanusia ini terjadi pada saat sebelum dan sesudah acara jumpa pers. 
Didalam mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab dengan media, 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga menjalankan strategi media 
relations, mengelola relasi, dimana seluruh staf menjalankan tugas menjalin 
hubungan baik dengan media.  Masing-masing staf memiliki cara-cara sendiri 
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dalam mengelola hubungan baik dengan para wartawan.  Sebagai contoh, Jackson 
Napitupulu, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Pemberitaan, ketika wartawan 
menanyakan sesuatu hal yang belum ada di dalam lembar Analisis Berita, maka 
beliau mau membantu dengan langsung menghubungi pihak yang berkompeten 
menjawab pertanyaan tersebut via telepon. Mereka selalu berusaha melayani 
wartawan dengan baik, mau membantu apapun yang dibutuhkan wartawan sesuai 
tugas mereka masing-masing. 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
membenarkan apabila seluruh staf Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, 
semuanya memang berusaha melayani mereka dengan baik, dan sebisa mungkin 
membantu apa yang dibutuhkan oleh mereka, kecuali Kepala Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta. Karena menurut mereka Bapak Drs. Joko Pratono 
selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta tidak komunikatif 
dengan para wartawan, setiap ingin ditemui susah. Berdasar observasi, hal 
tersebut memang benar. 
Jadi, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu kerjasama 
informasi dengan media massa, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
mengadakan kegiatan jumpa pers secara berkelanjutan. Bekerjasama dengan 
media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga dapat mencapai tujuan yaitu 
membentuk opini positif jajaran pejabat Pemkot di mata masyarakat.  
Dan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga menjalankan 
strategi media relations, mengembangkan jaringan, berhubungan baik dengan 
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akrab dengan media. Pengembangan jaringan merupakan aspek pokok dalam 
media relations organisasi. Bagaimana mengembangkan jaringan tersebut, pada 
dasarnya mempertanyakan posisi kita dalam sistem komunikasi yang ada pada 
masyarakat. Banyak yang menyebutkan, salah satu cara untuk mengembangkan 
jaringan tersebut adalah memasuki organisasi-organisasi profesi atau memiliki 
kontak dengan organisasi profesi. Organisasi profesi kehumasan seperti Perhumas 
merupakan salah satu organisasi yang akan memperluas jaringan seseorang dalam 
bidang kehumasan. Karena itu, mengikuti organisasi profesi menjadi penting. 
Melalui organsiasi kehumasan itulah kita bisa mendapatkan informasi, 
memperluas relasi, atau memungkinkan kita saling tukar-menukar pengalaman. 
Organisasi profesi bukan hanya akan memperkaya jaringan tapi juga akan mampu 
memperluas gagasan, pandangan, dan kekayaan batin kita sebagai seorang PRO79. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga membina hubungan 
dengan organisasi profesi kewartawanan, seperti Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI) dan Wartawan Surakarta/Solo (WtS), guna memperluas jaringan dengan 
media massa. Hubungan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta dengan 
organisasi kewartawanan untuk saling bersilaturahmi dan untuk bertukar 
informasi. Hubungan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta dengan PWI 
tidak intens, dikarenakan letak PWI yang berada di Jakarta. 
Menurut wartawan Solopos Joglosemar dan Suara Merdeka, hal tersebut 
ada dalam posisi tergabung dalam Wartawan Surakarta/Solo (WtS) dan 
hubungannya juga tidak intens. Dan penulis juga mengetahui hal tersebut.  
                                                 
79 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 













































commit to user 
138 
 
d. Menjadi Narasumber yang Berharga 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga selalu berusaha 
menjadi narasumber yang berharga bagi para wartawan, dengan menjalankan 
strategi media relations, mengembangkan strategi, dimana Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta memposisikan organisasi sebagai sumber informasi 
yang handal untuk media massa.  
Di dalam masalah informasi, segala informasi mengenai pihak Pemkot 
Surakarta, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memang diposisikan 
sebagai “corong” , dalam artian semua informasi-informasi terkait Pemkot 
Surakarta, dan kegiatan-kegiatan penting di Pemkot Surakarta, Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta mempunyai hak untuk menginformasikan kepada 
media massa. Jadi para wartawan datang ke Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta apabila ingin mendapatkan informasi-informasi tersebut. Karena itu ada 
hal-hal yang perlu diperhatikan apabila dihubungi oleh media massa, yaitu : cepat 
tanggap, ungkapkan fakta, ungkapkan dalam bentuk pernyataan, mengulangi lagi 
pertanyaan dengan jawaban, sampaikan pernyataan yang kiranya akan dikutip 
media secara tegas dan jelas, berperan sebagai sumur, dan bicara pada 
wartawan80. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta cepat tanggap apabila pada 
konferensi pers terdapat wartawan yang menyampaikan pertanyaan yang Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta belum memilikinya, Bagian Humas dan Protokol 
                                                 
80 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
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Pemkot Surakarta berusaha mencari jawabannya dengan cara menghubungi 
sumber berita dari informasi yang ditanyakan oleh wartawan tersebut. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga mengungkapkan fakta, 
bukan kata-kata berbunga, jadi apabila wartawan menanyakan suatu informasi 
tentang kegiatan, maka yang dipaparkan adalah fakta dari kegiatan tersebut. Dan 
yang dibicarakan adalah fakta yang benar apa adanya. Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta juga mengungkapkan dengan pernyataan, bukan 
ungkapan-ungkapan yang tidak dimengerti oleh para wartawan, dan hal tersebut 
disampaikan secara tegas dan jelas.  
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga berperan sebagai 
sumur, bukan pancuran, yang artinya Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta tidak hanya menyampaikan informasi tertentu saja yang siap ditampung 
wartawan. Akibatnya wartawan tidak mendapatkan informasi yang memadai, 
wartawan bisa menggali informasi sesuai dengan keinginannya, Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta berusaha akan memenuhi hal tersebut. Dan Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta berbicara kepada wartawannya, bukan 
pada medianya, ini berarti Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
memperlakukan wartawan sebagai manusia. Dengan memandang wartawan 
sebagai manusia, mereka akan membantu menyampaikan informasi kepada 
masyarakat. 
Menurut wartawan Solopos, informasi yang disampaikan memang banyak, 
tapi belum handal karena ada beberapa informasi yang lepas, dan kurang 
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informasi belum maksimal, untuk release masih minim dan informasi kurang 
mengalir, dan tidak mengetahui berkoordinasi dengan dinas terkait. Menurut 
wartawan Suara Merdeka, informasi pastinya handal, akurat dan dapat dipercaya, 
tetapi terkadang waktunya mepet, untuk release sangat jarang, dan tidak pernah 
berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam penyampaian informasi. 
Berdasarkan observasi penulis, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
mengetahui segala informasi, namun terkadang sering terlambat memberikan 
informasi, apabila ada ketidaklengkapan informasi, Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta berusaha melengkapinya. 
Jadi, di dalam memberikan berita-berita dan informasi-informasi, Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta harus yakin memenuhi kriteria-kriteria 
yang telah ditetapkan, agar berita tersebut memang layak untuk dipublikasikan, 
karena apabila tidak begitu maka menyebabkan para wartawan dan masyarakat 
meragukan kredibilitas pihak pemerintahan Kota Surakarta. 
 
 
e.  Jangan Membuka Pertengkaran yang Tidak Perlu 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memiliki hubungan baik 
dengan para wartawan, tidak pernah ada pertengkaran. Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta menjalankan strategi media relations, mengelola 
relasi, dimana Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menjalin relasi yang 
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Hubungan antar manusia ini dapat juga disebut Human Relations, yang 
memiliki arti, yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain yang terjadi 
dalam segala situasi dan dalam semua bidang kegiatan atau kehidupan untuk 
mendapatkan kepuasan hati. Hubungan ini bisa berlangsung dimana saja : di 
rumah, di kantor, di sekolah, dan lain-lain. Seseorang berhubungan dengan orang 
lain dengan komunikasi yang sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak 
mendapatkan kepuasan hati81. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta membangun relasi dengan 
para wartawan didasarkan pada hubungan antar manusia. Pihak Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta sudah mengangap para wartawan sebagai teman 
akrab ataupun sebagai bagian dari keluarga besar Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta. Di luar acara jumpa pers mereka juga sering menngobrol 
tentang apa saja, dan bersenda gurau bersama. Public Relations Officer adalah 
manusia, dan wartawan yang mewakili media massa pun manusia. Hubungan 
antar manusia yang sifatnya pribadi dan seolah lepas dari hubungan tugas atau 
hubungan kerja bisa dibangun. Sentuhan kemanusiaan ini umumnya dilakukan 
untuk menjalin relasi yang lebih akrab. Dimensi-dimensi pribadi seperti keluarga 
wartawan biasanya merupakan sarana untuk membangun relasi yang baik dengan 
bertanya, misalnya “Anaknya sekolah dimana, kelas berapa?”, atau “Apakah 
keluarga sehat-sehat saja” 82. 
                                                 
81 Widjaja,  Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hal. 164 
 
82 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
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Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
mengatakan bahwa Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta sudah 
mengangap mereka sebagai teman akrab ataupun sebagai bagian dari keluarga 
besar Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta. Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta dan para wartawan hubungannya layaknya hubungan 
pertemanan, akrab, kalau ada acara-acara, para wartawan selalu diundang untuk 
berpartisipasi. Mereka juga sering mengobrol dan bersenda gurau. Berdasarkan 
observasi peneliti, hal tersebut benar adanya. 
Memang media pada dasarnya merupakan sebuah organisasi. Namun 
hubungan pribadi dengan para awak media juga bisa menjadi penentu baik 
buruknya hubungan suatu organisasi dengan media massa. Kemampuan menjalin 
hubungan interpersonal tersebut sangat menunjang berjalan baik tidaknya media 
relations suatu organisasi. Ada kalanya hubungan interpersonal seperti 
persahabatan yang erat dengan awak media massa atau insan pers memberikan 
ruang untuk menunjang tujuan PR suatu organisasi. Tujuan mengubah sikap 
publik terhadap isu tertentu atau membangun citra positif yang awet diawali 
dengan mengubah pandangan awak media massa terhadap organisasi tersebut. 
Karena bagaimana awak media memandang satu organisasi sedikit banyak akan 
mempengaruhi juga cara awak media menampilkannya di media massa tempat 
mereka bekerja. Persahabatan atau hubungan interpersonal yang baik akan 
membantu mengubah pandangan awak media terhadap organisasi. Ungkapan yang 
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terhadap organisasi bisa diterapkan disini 83, mengingat juga salah satu ciri 
masyarakat pers dan wartawan kita adalah menyukai persahabatan84. 
Selain prinsip dasar tersebut diatas, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta demi menjaga hubungan dengan media maupun wartawan, maka juga 
menerapkan prinsip-prinsip dalam berhubungan dengan pers yang baik, yang akan 
dibahas di bawah ini. 
a. Memahami dan Melayani Media 
Hubungan pers (press relations) sendiri adalah usaha untuk mencapai 
publikasi atau penyiaran yang maksimum atau suatu pesan atau informasi Humas 
dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari 
organisasi atau perusahaan yang bersangkutan85. Hubungan pers atau press 
relations sendiri memiliki arti yang sama dengan hubungan media atau media 
relations, hanya istilah hubungan pers memang cenderung lebih populer86. Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menjalankan media relations didalam 
usaha mencapai publikasi yang maksimum kepada masyarakat. 
Dalam memahami dan melayani wartawan, Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik 
untuk wartawan, sebisa mungkin memenuhi apa yang dibutuhkan oleh para 
wartawan, yaitu kebutuhan akan informasi. 
                                                 
83 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media, 2005) hal. 14 
84  Rhenald Kasali, Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta: 
Pustaka Utama Grafiti, 1994) hal. 182 
85   Frank Jefkins dan Yadin, Public Relations, cet.V (Jakarta:  Erlangga, 1994) hal. 116 
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Tujuan Humas diciptakan adalah untuk menciptakan, membina, dan 
memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi lembaga atau organisasi di satu 
pihak dan dengan publik di lain pihak dengan komunikasi yang harmonis dan 
timbal balik87. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menjalankan strategi media 
relations, mengembangkan strategi, membangun dan memelihara kontak dengan 
media massa. Di dalam membangun, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta membuka pintu bagi semua wartawan dari media massa baru apabila 
ingin bergabung di dalam peliputan informasi tentang Pemkot Surakarta asalkan 
memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
membenarkan apabila Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta membuka 
pintu bagi para wartawan dari media massa baru. Berdasarkan observasi penulis, 
hal tersebut benar adanya. 
Terkait dalam hal memelihara kontak dengan para wartawan, Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta mengadakan jumpa pers. Selain itu, 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga menghubungi para wartawan 
lewat via sms, apabila ada informasi-informasi atau kegiatan-kegiatan. Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memiliki daftar wartawan yang bertugas 
meliput di lingkungan Pemkot Surakarta (dapat dilihat di lampiran). Dan juga, 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta selalu melayani para wartawan 
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dengan memenuhi kebutuhan mereka akan informasi, mengingat melayani 
kebutuhan insan media berarti menyediakan informasi yang diperlukan setidaknya 
dengan menjawab setiap unsur dari 5W+1H (What, When, Who, Why, Where, 
dan How) 88. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memberi informasi 
kegiatan Pemkot Surakarta melalui Lembar Analisis Kebijakan, dan apabila ada 
pertanyaan, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta berusaha memberikan 
jawaban secara langsung. 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, 
membenarkan apabila Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta mengadakan 
jumpa pers setiap ada acara di Pemkot. Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta juga menghubungi para wartawan lewat via sms, apabila ada informasi-
informasi atau kegiatan-kegiatan. Berdasar observasi, penulis membenarkan hal 
tersebut benar adanya. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga menjalankan strategi 
media relations, mengelola relasi, dimana seluruh staf menjalankan tugas 
menjalin hubungan baik dengan pihak media. Seluruh staf Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta menjalin hubungan baik dengan para wartawan, 
dengan cara selalu bekerjasama agar dapat memenuhi kebutuhan para wartawan, 
yaitu kebutuhan akan informasi. Mereka semua bekerjasama untuk memenuhi 
kebutuhan para wartawan akan informasi-informasi mengenai Pemkot Surakarta, 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga memfasilitasi ruangan untuk 
para wartawan, yaitu di lobi Balaikota, dan juga menyediakan perangkat komputer 
                                                 
88 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
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dan alat-alat tulis yang bisa digunakan wartawan-wartawan didalam 
melaksanakan tugasnya. Mereka juga bisa menggunakan fasilitas mesin fotocopy. 
Biasanya sebelum atau sesudah liputan, wartawan kumpul-kumpul dan ngobrol-
ngobrol antar sesama wartawan di lobi Balaikota, dan melakukan koordinasi 
dengan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, mengenai ada atau 
tidaknya berita yang bisa dimuat. 
Didalam memahami dan melayani media, Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta menjalankan strategi media relations, mengelola relasi, dimana 
seluruh staf menjalankan tugas menjalin hubungan baik dengan media. Masing-
masing staf memiliki cara-cara sendiri dalam mengelola hubungan baik dengan 
para wartawan.  Sebagai contoh, Jackson Napitupulu, SE, M.Si selaku Kepala Sub 
Bagian Pemberitaan, ketika wartawan menanyakan sesuatu hal yang belum ada di 
dalam lembar Analisis Berita, maka beliau mau membantu dengan langsung 
menghubungi pihak yang berkompeten menjawab pertanyaan tersebut via telepon. 
Mereka selalu berusaha melayani wartawan dengan baik, mau membantu apapun 
yang dibutuhkan wartawan sesuai tugas mereka masing-masing. 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
membenarkan apabila seluruh staf Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, 
semuanya memang berusaha melayani mereka dengan baik, dan sebisa mungkin 
membantu apa yang dibutuhkan oleh mereka, kecuali Kepala Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta. Karena menurut mereka Bapak Drs. Joko Pratono 
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dengan para wartawan, setiap ingin ditemui susah. Berdasar observasi, hal 
tersebut memang benar. 
b. Membangun Reputasi Sebagai Orang yang Dapat Dipercaya 
Dalam membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya, Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta selalu berusaha mendapatkan informasi-
informasi yang tepat dan akurat. Terkait dengan masalah mendapatkan informasi 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menjalankan strategi media 
relations, mengembangkan strategi, dimana Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta memposisikan organisasi sebagai sumber informasi handal untuk media 
massa, dan selalu berkoordinasi dengan semua pihak yang dianggap bisa 
memberikan informasi yang mutakhir. 
Didalam memposisikan organisasi sebagai sumber informasi handal untuk 
media massa, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memang harus 
handal, agar dapat dipercaya, karena Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta juga memerlukan informasi-informasi dari wartawan. Bila siaran pers 
dikirimkan dikarenakan satu organisasi membutuhkan bantuan media massa untuk 
mempublikasikan informasi dari organisasi itu, maka pada kesempatan lain ada 
kemungkinan sebaliknya, dimana media massa yang membutuhkan organisasi 
untuk menjadi sumber beritanya. Pihak medialah yang aktif menghubungi 
organisasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan89. Karena hal itulah, 
sebuah organisasi harus bisa menjadi sumber informasi yang handal untuk media 
massa. 
                                                 
89 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
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Di dalam masalah informasi, segala informasi mengenai pihak Pemkot 
Surakarta, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memang diposisikan 
sebagai “corong” , dalam artian semua informasi-informasi terkait Pemkot 
Surakarta, dan kegiatan-kegiatan penting di Pemkot Surakarta, Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta mempunyai hak untuk menginformasikan kepada 
media massa. Jadi para wartawan datang ke Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta apabila ingin mendapatkan informasi-informasi tersebut. Karena itu ada 
hal-hal yang perlu diperhatikan apabila dihubungi oleh media massa, yaitu : cepat 
tanggap, ungkapkan fakta, ungkapkan dalam bentuk pernyataan, mengulangi lagi 
pertanyaan dengan jawaban, sampaikan pernyataan yang kiranya akan dikutip 
media secara tegas dan jelas, berperan sebagai sumur, dan bicara pada 
wartawan90. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta cepat tanggap apabila pada 
konferensi pers terdapat wartawan yang menyampaikan pertanyaan yang Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta belum memilikinya, Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta berusaha mencari jawabannya dengan cara 
menghubungi sumber berita dari informasi yang ditanyakan oleh wartawan 
tersebut. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga mengungkapkan fakta, 
bukan kata-kata berbunga, jadi apabila wartawan menanyakan suatu informasi 
tentang kegiatan, maka yang dipaparkan adalah fakta dari kegiatan tersebut. Dan 
yang dibicarakan adalah fakta yang benar apa adanya. Bagian Humas dan 
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Protokol Pemkot Surakarta juga mengungkapkan dengan pernyataan, bukan 
ungkapan-ungkapan yang tidak dimengerti oleh para wartawan, dan hal tersebut 
disampaikan secara tegas dan jelas.  
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga berperan sebagai 
sumur, bukan pancuran, yang artinya Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta tidak hanya menyampaikan informasi tertentu saja yang siap ditampung 
wartawan. Akibatnya wartawan tidak mendapatkan informasi yang memadai, 
wartawan bisa menggali informasi sesuai dengan keinginannya, Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta berusaha akan memenuhi hal tersebut. Dan Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta berbicara kepada wartawannya, bukan 
pada medianya, ini berarti Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
memperlakukan wartawan sebagai manusia. Dengan memandang wartawan 
sebagai manusia, mereka akan membantu menyampaikan informasi kepada 
masyarakat. 
Menurut wartawan Solopos, informasi yang disampaikan memang banyak, 
tapi belum handal karena ada beberapa informasi yang lepas, dan kurang 
berkoordinasi dengan beberapa dinas. Menurut wartawan Joglosemar, materi 
informasi belum maksimal, untuk release masih minim dan informasi kurang 
mengalir, dan tidak mengetahui berkoordinasi dengan dinas terkait. Menurut 
wartawan Suara Merdeka, informasi pastinya handal, akurat dan dapat dipercaya, 
tetapi terkadang waktunya mepet, untuk release sangat jarang, dan tidak pernah 
berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam penyampaian informasi. 
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mengetahui segala informasi, namun terkadang sering terlambat memberikan 
informasi, apabila ada ketidaklengkapan informasi, Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta berusaha melengkapinya, walaupun terkesan pasif. 
Jadi, di dalam memberikan berita-berita dan informasi-informasi, Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta harus yakin memenuhi kriteria-kriteria 
yang telah ditetapkan, agar berita tersebut memang layak untuk dipublikasikan, 
karena apabila tidak begitu maka menyebabkan para wartawan dan masyarakat 
meragukan kredibilitas pihak pemerintahan Kota Surakarta. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menjalankan strategi media 
relations, mengembangkan strategi, memposisikan pimpinan organisasi sebagai 
juru bicara. Didalam memposisikan pimpinan organisasi sebagai juru bicara, 
kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta yang diposisikan sebagai 
juru bicara Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta. Didalam 
mengembangkan strategi, maka harus memperhitungkan kekuatan dan kelemahan 
yang dimiliki sumber daya yang tersedia pada bagian atau divisi PR organisasi. 
Untuk juru bicara haruslah orang yang mampu tampil di media dengan 
memerankan diri jadi juru bicara organisasi. Karena jadi juru bicara organisasi, 
orang tersebut tidak sedang berbicara untuk dan atas nama dirinya melainkan 
menjadi personifikasi organisasi yang diwakilinya91. Karena itu di dalam masalah 
informasi, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, yaitu Drs. Joko 
Partono, yang diposisikan sebagai juru bicara dari pihak Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta, dikarenakan dianggap memiliki kompetensi untuk 
                                                 
91 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 













































commit to user 
151 
 
menjadi juru bicara yang mampu menjadi representasi pihak Pemkot Surakarta. 
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta hanya akan memberikan 
informasi-informasi kepada wartawan, apabila informasi tersebut sudah 
memenuhi syarat untuk diberikan kepada para wartawan. 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
semua kurang mengetahui adanya tim media Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta di dalam menjalin hubungan baik dengan mereka. Menurut observasi 
penulis, tim media memang ada, namun berjalan kurang baik, terbukti seorang 
Kepala Bagian Humas yang seharusnya jadi juru bicara malah terkesan diam 
dimana misal Walikota mengadakan jumpa pers dan didampingi Kepala Bagian 
Humas, akan tetapi yang berbicara malah Kasub Bagian Pemberitaan. 
Didalam memperoleh informasi, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta selalu berkoordinasi dengan semua pihak yang dianggap bisa 
memberikan informasi yang mutakhir, karena mengumpulkan data dan informasi 
yang datang dari berbagai sumber merupakan salah satu kegiatan aparat 
kehumasan pemerintah yang perlu diperhatikan92. Data dan informasi 
dikumpulkan mulai dari seluruh jajaran pejabat pemerintahan di Kota Surakarta, 
para wartawan dari berbagai media massa, dan juga masyarakat. Dengan seluruh 
pejabat pemerintahan di Kota Surakarta, mereka selalu memberikan informasi-
informasi kepada Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menegenai 
situasi perkembangan di masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 
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Pemkot Surakarta. Dengan wartawan, mereka juga memberikan informasi kepada 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, karena wartawan juga bisa tahu 
lebih dulu menegenai suatu hal, karena mereka di lapangan. 
Dengan masyarakat, misalnya masyarakat mungkin ada yang kurang puas 
atau tidak puas dengan pejabat Pemkot Surakarta, misal ada perbuatan kurang 
menyenangkan dari Pemkot Surakarta atau kurang puas terhadap kebijakan 
Pemkot Surakarta, melalui koran Solopos, masyarakat bisa menyalurkan aspirasi 
atau keluhannya di surat pembaca.  
Menurut wartawan Solopos, informasi yang disampaikan memang banyak, 
tapi belum handal karena ada beberapa informasi yang lepas, dan kurang 
berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Menurut wartawan Joglosemar, 
materi informasi belum maksimal, dan tidak mengetahui berkoordinasi dengan 
pihak terkait. Menurut wartawan Suara Merdeka, informasi pastinya handal, 
akurat dan dapat dipercaya, tetapi terkadang waktunya mepet, dan tidak pernah 
berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyampaian informasi. 
Berdasarkan observasi penulis, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
mengetahui segala informasi, namun terkadang sering terlambat memberikan 
informasi, apabila ada ketidaklengkapan informasi, Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta berusaha melengkapinya, walaupun terkesan pasif dalam 
koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 
c. Menyediakan Salinan yang Baik 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menyediakan salinan yang 
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mengenai informasi yang ada di lingkungan Pemkot Surakarta, yang dibuat untuk 
didistribusikan kepada para wartawan (contoh lembar Analisis Berita dapat dilihat 
di lampiran), juga menyediakan reproduksi foto-foto yang baik dan jelas. Hal ini 
dilakukan sebagai salah satu bagian dari kegiatan aparat kehumasan 
pemerintahan, yaitu menyelenggarakan dokumentasi kegiatan-kegiatan pokok 
instansi pemerintah, terutama yang menyangkut publikasi93. 
Untuk memenuhi hal tersebut, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta melakukan strategi media relations, dimana pihak Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta terus menerus mengembangkan materi PR untuk 
media massa. Dengan cara Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
menunjuk beberapa pegawainya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang 
berkaitan dengan PR, kameraman, fotografer, dan jurnalistik, dengan tujuan 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memiliki staf yang kompeten di 
dunia pers, sehingga bisa menyediakan materi yang baik bagi media massa. 
Misalnya ada acara Pemkot Surakarta dan terkadang ada wartawan foto dari salah 
satu media terlambat, maka Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta dapat 
menyediakan reproduksi foto-foto yang baik dan jelas, yang bisa diberikan kepada 
wartawan tersebut Pelatihan-pelatihan tersebut dikembangkan pada pegawai-
pegawai jajaran Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, namun tidak 
mesti dilakukan setiap tahunnya karena keterbatasan dana. 
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Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
kurang mengetahui apabila Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan 
dengan PR, kameraman, fotografer, dan jurnalistik. Berdasarkan observasi, 
penulis juga kurang mengetahui dikarenakan tahun 2009 dan tahun 2010 tidak ada 
pelatihan terkait hal tersebut, karena seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak 
Jackson, sapaan akrab Jackson Napitupulu, SE, M.Si. 
Seorang Public Relations Officer (PRO) yang berhadapan dengan ragam 
masyarakat (majemuk) ada yang mempunyai tingkat pengetahuan atau pendidikan 
yang lebih rendah daripadanya dan mungkin saja masyarakat mempunyai tingkat 
pendidikan yang lebih tinggi daripada Public Relations Officer (PRO), dan bukan 
tak mungkin Public Relations Officer (PRO) akan meragukan kemampuannya 
kalau berhadapan dengan masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi darinya94. 
Karena wartawan-wartawan memiliki pendidikan yang tinggi, minimal S1, maka 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta selalu berusaha meningkatkan kualitas 
dari staf-stafnya dengan mengikutkan mereka mengikuti pelatihan-pelatihan, yang 
diharapkan dapat menghadapi dan memenuhi segala kebutuhan para wartawan 
akan informasi yang baik. 
d. Bekerjasama Dalam Penyediaan Materi 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menjalankan strategi media 
relations, mengelola relasi, dimana Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
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membentuk tim media. Didalam internal sebuah organsisasi, perlu dibentuk tim 
media. Tim ini setidaknya mengandung tiga tugas yang dijalankan, yakni 
koordinator media, juru bicara, dan penulis. 
Koordinator media merupakan orang yang bekerja di belakang layar yang 
akan memberikan pasokan informasi yang diperlukan juru bicara dan penulis. 
Orang yang bertugas menjadi koordinator ini biasanya jarang muncul dalam 
pemberitaan media, namun memainkan peranan penting untuk membuat suatu 
informasi dari satu organisasi diketahui publiknya. Inilah pekerjaan yang 
dikategorikan sebagai pemikir, bekerja untuk menganalisis, dan menilai. 
Sedangkan untuk juru bicara, sesuai dengan namanya, adalah orang yang 
menjalankan tugas untuk memberikan informasi atau keterangan pada pers. Orang 
yang menjalankan peranan ini tentu saja akan sering tampil di media massa. 
Orang yang menjalankan peran ini adalah yang memiliki kemampuan berbicara 
dan memberi penjelasan dengan baik. Adapun penulis, sesuai dengan namanya, 
adalah orang yang bertugas menyampaikan informasi secara tertulis. Dialah yang 
menulis siaran pers, kisah latar (backgrounder), atau biografi singkat pembesar 
organisasi yang dipandang akan diperlukan media massa95. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memiliki tim media di 
dalam pelaksanaan menjalin hubungan dengan para wartawan, terkait dengan 
bidang pekerjaan Humas di dalam melaksanakan media relations, maka pada 
internal organisasi dibentuk tim media. Tim ini setidaknya mengandung tiga tugas 
                                                 
95 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
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yang dijalankan, yakni koordinator media, juru bicara, dan penulis96. Sub Bagian 
Pemberitaan yang terdiri dari Bapak Jackson Napitupulu, SE, M.Si yang 
melakukan koordinasi, menghubungi para wartawan ketika ada kegiatan-kegiatan 
dan nformasi-informasi mengenai kegiatan di lingkungan Pemkot Surakarta. Arso 
Danardono yang mempunyai jabatan Penyusun Kliping bertugas salah satunya 
membuat analisis berita dan membuat laporan kegiatan Humas dan Protokol, 
untuk diberikan kepada wartawan, yang merupakan press release, yang 
merupakan produk Humas yang dihasilkan melalui kegiatan aparat kehumasan 
pemerintahan97. Dan yang terakhir sebagai juru bicara pada saat kegiatan jumpa 
pers adalah Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta sendiri yaitu 
Drs. Joko Pratono. 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
semua kurang mengetahui adanya tim media Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta di dalam menjalin hubungan baik dengan mereka. Menurut observasi 
penulis, tim media memang ada, namun berjalan kurang baik, terbukti seorang 
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta yang seharusnya jadi juru 
bicara malah terkesan diam dimana misal Walikota mengadakan jumpa pers dan 
didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokol, tapi yang berbicara malah Kasub 
Bagian Pemberitaan. 
e. Menyediakan Fasilitas Verifikasi 
                                                 
96   Ibid. 














































commit to user 
157 
 
 Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga memberikan 
kesmepatan kepada para wartawan untuk melakukan verifikasi (membuktikan 
kebenaran) atas setiap materi yang mereka terima. Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta menjalankan strategi media relations, dimana memposisikan 
organisasi sebagai sumber informasi yang handal untuk media massa.  
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta berusaha memberikan 
segala dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada wartawan. Apabila 
terdapat wartawan yang butuh statement terkait isu-isu tentang Kota Surakarta, 
seperti masalah BPMKS dengan tujuan agar data benar-benar valid, maka terkait 
teknis Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta  akan mendatangkan 
narasumber dari Dinas Pendidilan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). 
Menurut wartawan Solopos, informasi yang disampaikan memang banyak, 
tapi belum handal karena ada beberapa informasi yang lepas, dan kurang 
berkoordinasi dengan beberapa dinas.  
Menurut wartawan Joglosemar, materi informasi belum maksimal, untuk 
release masih minim dan informasi kurang mengalir, dan tidak mengetahui 
berkoordinasi dengan dinas terkait.  
Menurut wartawan Suara Merdeka, informasi pastinya handal, akurat dan 
dapat dipercaya, tetapi terkadang waktunya mepet, untuk release sangat jarang, 
dan tidak pernah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam penyampaian 
informasi.  
Berdasarkan observasi penulis, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
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memberikan informasi, apabila ada ketidaklengkapan informasi, Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta berusaha melengkapinya, walaupun terkesan 
pasif. Dan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta  juga sangat kurang 
berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, sehingga penulis tidak mengetahui 
terkait masalah verifikasi. Namun untuk masalah kebenaran berita, Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta sudah dapat memberikan informasi secara benar.   
f. Membangun Hubungan Personal Yang Kokoh 
Didalam membangun hubungan personal yang kokoh, Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta menjalankan strategi media relations, mengelola 
relasi, dimana menjalin relasi yang dibangun berdasarkan hubungan antar 
manusia. Hubungan antar manusia ini dapat juga disebut Human Relations, yang 
memiliki arti, yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain yang terjadi 
dalam segala situasi dan dalam semua bidang kegiatan atau kehidupan untuk 
mendapatkan kepuasan hati. Hubungan ini bisa berlangsung dimana saja : di 
rumah, di kantor, di sekolah, dan lain-lain. Seseorang berhubungan dengan orang 
lain dengan komunikasi yang sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak 
mendapatkan kepuasan hati98. 
Relasi yang dibangun Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
dengan para wartawan didasarkan pada hubungan antar manusia. Dalam artian 
pihak Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta sudah mengangap para 
wartawan sebagai teman akrab ataupun sebagai bagian dari keluarga besar Humas 
dan Protokol. Di luar acara jumpa pers mereka juga sering mengobrol tentang apa 
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saja, dan bersenda gurau bersama. Public Relations Officer adalah manusia, dan 
wartawan yang mewakili media massa pun manusia. Hubungan antar manusia 
yang sifatnya pribadi dan seolah lepas dari hubungan tugas atau hubungan kerja 
bisa dibangun. Sentuhan kemanusiaan ini umumnya dilakukan untuk menjalin 
relasi yang lebih akrab. Dimensi-dimensi pribadi seperti keluarga wartawan 
biasanya merupakan sarana untuk membangun relasi yang baik dengan bertanya, 
misalnya “Anaknya sekolah dimana, kelas berapa?”, atau “Apakah keluarga sehat-
sehat saja99. 
Menurut wartawan Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka, mereka 
mengatakan bahwa Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta sudah 
mengangap mereka sebagai teman akrab ataupun sebagai bagian dari keluarga 
besar Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta. Mereka juga sering 
mengobrol dan bersenda gurau. Namun, lagi lagi mereka mengungkapkan di sini 
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta tidak melakukannya, 
bahkan terkesan sembunyi dari wartawan. Berdasarkan observasi peneliti, hal 
tersebut benar adanya, seperti terakhir ketika penulis sedang melakukan 
wawancara dengan para wartawan di lobi balaikota Bapak Kabag Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta lewat, dan beliau tidak bertegur sapa dengan para 
wartawan. 
Memang media pada dasarnya merupakan sebuah organisasi. Namun 
hubungan pribadi dengan para awak media juga bisa menjadi penentu baik 
buruknya hubungan suatu organisasi dengan media massa. Kemampuan menjalin 
                                                 
99 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
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hubungan interpersonal tersebut sangat menunjang berjalan baik tidaknya media 
relations suatu organisasi. Ada kalanya hubungan interpersonal seperti 
persahabatan yang erat dengan awak media massa atau insan pers memberikan 
ruang untuk menunjang tujuan PR suatu organisasi. Tujuan mengubah sikap 
publik terhadap isu tertentu atau membangun citra positif yang awet diawali 
dengan mengubah pandangan awak media massa terhadap organisasi tersebut. 
Karena bagaimana awak media memandang satu organisasi sedikit banyak akan 
mempengaruhi juga cara awak media menampilkannya di media massa tempat 
mereka bekerja. Persahabatan atau hubungan interpersonal yang baik akan 
membantu mengubah pandangan awak media terhadap organisasi. Ungkapan yang 
menyatakan, sebelum mengubah sikap publik, ubah dulu sikap insan media 
terhadap organisasi bisa diterapkan disini 100, mengingat juga salah satu ciri 
masyarakat pers dan wartawan kita adalah menyukai persahabatan101. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga menjalankan strategi 
media relations, mengelola relasi, dimana seluruh staf menjalankan tugas 
menjalin hubungan baik dengan pihak media. Dengan adanya hubungan baik yang 
terjalin antara semua staf jajaran Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
dengan para wartawan, maka hubungannya akan menjadi kokoh, karena tidak 
terpaku pada satu sosok pimpinan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta. 
Dan untuk menjadi kokoh, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga 
menjalankan strategi media relations, mengelola relasi, melakukan komunikasi 
                                                 
100 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media, 2005) hal. 14 
101  Rhenald Kasali, Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta: 
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yang intens diantara kedua belah pihak yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok 
masing-masing. Dengan adanya relasi yang intens, yaitu misal pada saat diluar 
jadwal jumpa pers apabila ada informasi-informasi penting, setiap saat wartawan 
akan dihubungi melalui sms apabila. Hal itu diharapkan dapat mengembangkan 
keakraban yang membuat hubungan antara Bagian Humas dan Protokol Pemkot 






Arus Komunikasi dalam Media Relations 
Didalam menjalankan media relations terdapat arus komunikasi, bila 







Gambar 6. Arus Komunikasi dalam Media Relations 
 
Gambar tersebut menunujukkan, organisasi menyampaikan informasi, 















































commit to user 
162 
 
menyampaikan aspirasi, harapan, keinginan, atau informasi melalui media massa 
pada organisasi. Namun publik juga bisa menyampaikan secara langsung melalui 
saluran komunikasi yang tersedia antara publik dan organisasi102. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta sebagai organisasi, 
organisasi menyampaikan informasi, gagasan, atau citra melalui media massa 
kepada publik. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menjalankan 
strategi media relations, mengelola relasi, dimana Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta mengelola relasi dengan wartawan sebagai pekerja media 
massa. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menyampaikan informasi-
informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Pemkot Surakarta, 
kegiatan-kegiatan seperti pelantikan, dan program bantuan Pemkot Surakarta, 
seperti car free day, BPMKS kepada wartawan-wartawan yang mewakili media 
massa, untuk kemudian dimuat dan disampaikan kepada masyarakat luas. 
Contohnya adalam program BPMKS, dengan adanya media relations, Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta bisa mengkomunikasikan program 
BPMKS itu kepada masyarakat melalui media massa. 
Didalam mengelola relasi dengan media, Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta menjalankan strategi media relations, mengembangkan strategi, 
dimana Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan berbagai 
media yang ada untuk menyampaikan pesan kepada publik, Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta mengelola relasi baik dengan media cetak (surat 
kabar), maupun media elektronik (televisi, dan radio). Bagian Humas dan 
                                                 
102 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep Pendekatan dan Praktik, (Bandung: Simbiosa 
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Protokol Pemkot Surakarta menggunakan berbagai media yang ada untuk 
menyampaikan informasi kepada publik. Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta mengundang para wartawan baik dari media elektronik maupun cetak, 
dalam kegiatan jumpa pers, dimana tujuannya adalah masyarakat bisa mengetahui 
informasi-informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah tidak hanya 
melalui media elektronik, namun juga media cetak. Proses komunikasi yang 
terjadi pada saat kegiatan jumpa pers berlangsung adalah proses komunikasi 
secara primer, dimana proses komunikasi secara primer adalah proses 
penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan 
menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambangnya adalah bahasa yang 
mampu ‘menterjemahkan’ pikiran seseorang kepada orang lain103. Dimana Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan lambang berupa bahasa 
didalam kegiatan jumpa pers untuk berkomunikasi kepada para wartawan. 
Sedangkan proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan 
oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai 
media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama104. Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan surat untuk memberikan laporan-
laporan mengenai laporan kinerja humas, dan untuk mengundang pimpinan 
redaksi media massa. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
menggunakan telepon dan sms, dan juga facebook untuk berhubungan dengan 
para wartawan, dan berhubungan dengan pihak-pihak terkait sumber informasi. 
                                                 
103   Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
1992) hal. 11 
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Dan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan media massa 
televisi, radio, surat kabar, untuk memberikan informasi-informasi kepada 
masyarakat. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga menjalankan strategi 
media relations, mengembangkan strategi, selalu berkoordinasi dengan bagian-
bagian lain dalam perusahaan sehingga selalu mendapatkan informasi mutakhir, 
hal ini dilakukan karena merupakan salah satu kegiatan aparat kehumasan 
pemerintahan, yaitu memonitor dan mengevaluasi tanggapan dan pendapat 
masyarakat105. Yaitu salah satunya kerjasama dengan Solopos terkait Suara 
Pembaca, dimana Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta bisa mengetahui 
tanggapan-tanggapan dari masyarakat, yang kemudian bisa ditindaklanjuti. 
 
3. Analisis SWOT Strategi Media Relations  
Dari hasil wawancara dan observasi, maka dalam pelaksanaan Strategi 
Media Relations Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta didapati beberapa 
temuan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program kerja 
Humas. Effendy, Onong Uchjana mengutip pendapat Canfield, Bertrand R 
mengemukakan tiga fungsi Public Relations, yakni106 : 
1) Mengabdi kepada kepentingan umum (it should serve the Public’s interest). 
2) Memelihara komunikasi yang baik (Maintain good Communication). 
3) Menitik beratkan moral dan tingkah laku yang baik (Stress good morals and 
manners). 
                                                 
105   Widjaja,  Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hal. 65 
106 Onong Uchjana Effendy, Human Relations dan Public Relations dalam Manajemen, (Bandung: 
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Dan sesuai dengan fungsi Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, 
yaitu fungsi Bagian Humas adalah menyebarluaskan informasi dan bahan-bahan 
penerangan tentang kebijakan dan program Pemerintah Kota Surakarta untuk 
menumbuhkembangkan pengertian, kesadaran dan keyakinan masyarakat dalam 
rangka lebih meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. 
Dalam rangka mendorong masyarakat untuk belajar mencari dan 
menjadikan informasi sebagai salah satu kebutuhan pokok di era sekarang ini, 
maka perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif, terutama peningkatan 
kerjasama informasi dengan media massa. 
Untuk mengakomodir peningkatan kerjasama informasi dengan media 
massa, perlu didukung dengan sistem teknologi informasi masa kini dan masa 
yang akan dating, sesuai kebutuhan pesatnya perkembangan teknologi informasi, 
sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh media dan berbagai pihak yang 
membutuhkan dan dapat dioptimalkan semaksimal mungkin oleh masyarakat. 
Karena itu, dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan, aktivitas 
dan konsistensi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta dalam melayani publiknya menjadi sangatlah penting, 
selain memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna informasi, juga dapat 
memeberikan support bagi insan pers sebagai mitra kerja terdepan dalam bidang 
komunikasi dan informasi. 
Masyarakat sekarang ini cenderung berkembang makin kompleks dan 
rumit. Karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
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luas dan mendalam, maka perlu adanya peningkatan layanan dalam 
mengembangkan komunikasi, informasi, dan media massa. Untuk menjamin agar 
proses yang terjadi dapat dikendalikan secara teratur, maka diperlukan peran 
aparat pemerintah yang bertugas untuk mengontrol dan menyediakan layanan 
informasi kepada masyarakat, terutama melalui media massa.  
Seyogyanya kuantitas pegawai Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta dapat diikuti dengan kualitas, sesuai dengan tuntutan yang berkembang 
di masyarakat terutama dari sisi kecepatan, pelayanan dalam informasi dan 
komunikasi, hasil-hasil pembangunan yang telah, sedang, dan yang akan 
dilaksanakan sehingga pada akhirnya mampu mengundang pasrtisipasi aktif 
masyarakat. 
Rumusan penentu keberhasilan dapat dilihat setelah menganalisa 
lingkungan internal maupun eksternal. Mengingat pentingnya faktor-faktor 
tersebut, maka Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menentukan 
rumusan sebagai berikut :  
Faktor Internal 
1. Kekuatan (strengths) 
(i)  Pemerintah Kota Surakarta dan media massa saling membutuhkan 
informasi. 
(ii) Organisasi pemerintahan yang tersebar dari jajaran Pemkot Surakarta 
sampai dengan tingkat kalurahan dapat dimanfaatkan secara maksimal 
sebagai basis komunikasi antara Pemkot Surakarta dan masyarakat 
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(iii) Adanya kebijakan pimpinan untuk memaksimalkan peran Humas 
Pemkot Surakarta sebagai juru bicara Pemkot Surakarta maupun sebagai 
penjuru bicara dalam membangun opini publik yang positif terhadap 
kinerja Pemkot Surakarta. 
(iv)Adanya program pelatihan dalam upaya meningkatkan keterampilan staf 
Humas melalui kursus-kursus seperti cameramen/ fotografer serta 
Pendidikan Spesialis Humas. 
 
 
2. Kelemahan (weaknesses) 
(i) Lemahnya struktur organisasi Humas di dalam struktur Pemerintah Kota 
Surakarta, yang masih cenderung ditambah belum utuhnya kinerja 
pimpinan Humas terhadap peran dan fungsi Humas itu sendiri, seperti 
masih ada pemahaman yang kurang terhadap arti pentingnya press 
release, dan terkesan Humas adalah tukang kliping koran saja.  
(ii) Belum terpenuhinya biaya-biaya operasional Humas khususnya dalam 
hal sosialisasi kebijakan program Pemerintah di media-media yang ada.  
(iii) Belum diterapkannya secara jelas lapis kemampuan dan lapis kekuatan 
dalam manajemen operasional Humas dari tingkat atas sampai tingkat 
bawah, khususnya tim media yang dimiliki Humas itu sendiri. 
(iv) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Humas sebagai 
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(v) Sumber daya manusia yang belum memenuhi kualifikasi sebagai 
petugas/pejabat humas. Keterbatasan sumber daya manusia yang 
memiliki dasar-dasar pengetahunan komunikasi dan pengelolaan 
informasi, sehingga penyelenggaraan tugas – tugas kehumasan kurang 
maksimal. 
(vi) Sering terjadi kerancuan dalam otoritas pemberian pelayanan informasi 
kepada pers/media karena belum ada atau belum tegasnya standar 





1. Peluang (opportunities)  
(i)  Kemajuan teknologi informasi dewasa ini memudahkan Pemkot 
Surakarta untuk dapat mengakses berbagai informasi tanpa batas waktu 
dan wilayah dengan cepat.  
(ii) Pemkot Surakarta berpeluang memanfaatkan peran Media sebagai 
window on event and experiences (Masyarakat memandang media 
sebagai jendela dimana mereka bisa melihat bagian dari apa yang 
sedang dilaksanakan oleh Pemkot Surakarta), untuk menampilkan 
performance dan kinerja yang baik kepada publik.  
(iii) Pemkot Surakarta dapat memanfaatkan hasrat ingin tahu yang tinggi 
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masalah maupun dalam pelayanan masyarakat, untuk mempromosikan 
program-program dan mempublikasikan hasil kinerjanya. 
(iv) Meningkatnya tingkat penggunaan sarana teknologi informasi dalam 
berkomunikasi di kalangan masyarakat, seperti e-mail, website, face 
book, mailist, sms, merupakan peluang sarana publik yang dapat 
dipergunakan untuk memperluas jaringan informasi Pemkot Surakarta. 
(v) Berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik memberi peluang bagi Pemkot Surakarta dan 
komunitas lembaga pemangku tugas kehumasan untuk bersama-sama 
membangun sistem dan kerjasama dalam penataan pengelolaan dan 
pelayanan informasi publik yang terintegrasi. 
(vi) Terbuka peluang kerjasama informasi dan komunikasi dengan berbagai 
media on-line, para tokoh/pakar/akademisi/LSM dan memposisikannya 
sebagai bagian dari kontributor terhadap pihak Pemkot Surakarta. 
2. Ancaman (Threats) 
(i) Pers/ media memandang Pemerintah sebagai Badan Publik yang besar 
dan memiliki kewenangan luas, serta potensial melakukan 
penyalahgunaan wewenang, sehingga harus diawasi/dikontrol oleh 
masyarakat dan pers. 
(ii) Kecenderungan terjadi pelanggaran etika Pers, Pedoman Perilaku 
Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dalam kegiatan 
penyiaran / pemberitaan, karena media massa cenderung didominasi 
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"does it fit to shoot ?" (apakah layak ditayangkan) dan "does it fit to 
print ?" (apakah layak ditulis). 
(iii) Ketatnya persaingan “rating” antar media sehingga ada kecenderungan 
media tertentu ingin lebih eksklusif, lebih cepat, lebih unik dengan 
mengabaikan obyektifitas berita itu sendiri. 
(iv) Pemberitaan yang mencampur-adukkan fakta dengan opini, asumsi 
maupun spekulasi oleh kalangan pers media cetak maupun elektronik, 
menuntut perlunya peningkatan intensitas hubungan kritis yang 
konstruktif dengan kalangan pers/media. 
(v) Meningkatnya daya kritis membuat warga masyarakat makin sadar dan 
makin menuntut hak-haknya sebagai warga Negara, konsekwensinya 
Pemeintah harus mampu mewujudkan pelayanan jasa dan informasi 
pemerintahan yang lebih profesional dan modern. 
(vi) Netralitas wartawan. Adanya oknum pers yang mencari informasi atas 
pesanan orang/ pihak tertentu yang berujung pada praktek manipulasi 
data/ informasi (berita pesanan), yang berdampak memunculkan 
polemik dan merugikan pihak tertentu. 
(vii) Pers/ media memposisikan diri sebagai : watchdog (bak anjing, 
menggonggong ketika melihat penyimpangan), marketplaces of ideas 
(ruang penyampai ide/ gagasan-side opinion oleh siapa saja terutama 
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fourth estate (tetap tegak berperan ketika fungsi eksekutif, legislatif dan 
yudikatif dianggap tidak berfungsi lagi). 
(viii)Cara kerja media sudah pada posisi proaktif dalam menentukan rencana 
pemberitaan mulai dari menentukan Agenda Setting, angel dan focus 
bidikan beritanya yang lebih mengarah pada News Making bukan lagi 
News Finding. Karena itu Pemerintah harus berkemampuan dalam 
forcasting analysis dan efective antisipation, agar satuan-satuan 
lapangan tampil lebih efektif dan profesional khususnya dalam 
penanganan masalah/ kasus-kasus yang akan maupun sedang menjadi 
sorotan pers/ media. 
4. Evaluasi Strategi Media Relations 
 
Strategi Media Relations  yang dilakukan oleh Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot surakarta dengan menganut prinsip-prinsip yang telah 
disebutkan dan memposisikan pers sebagai mitra sejajar bermuara pada 
terjalinnya hubungan pers yang harmonis, yaitu saling pengertian dan kerjasama. 
Hal ini sangat sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh PR, yaitu: 
• Citra positif Pemkot Surakarta 
Citra positif perusahaan tidak selalu berasal dari pemberitaan atau aktivitas  
perusahaan yang positif. Tapi terbentuk dari semua kegiatan atau pemberitaan 
baik itu positif atau negatif. Citra positif perusahaan dijembatani oleh 
pemberitaan positif mengenai perusahaan di media. 
Berdasarkan hasil analisis opini publik yang terbentuk terhadap 
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pemberitaan terkait Pemkot Surakarta memang mengalami peningkatan secara 
kuantitas dikarenakan adanya agenda-agenda kegiatan Pemkot Surakarta dalam 
hal melaksanakan Program-Program yang ada dan juga karena keberhasilan-
keberhasilan Pemkot Surakarta yang membuat Kota Surakarta dalam 2 tahun 
terakhir mendapatkan penghargaan-penghargaan yang berskala nasional, namun 
tidak berarti mengalami peningkatan secara kualitas pemberitaan dibanding 
Triwulan II Tahun 2010, dikarenakan adanya beberapa masalah yang terjadi 
masyarakat terkait dengan pelaksanaan program Pemkot Surakarta itu sendiri. Ke 
depan, kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari jajaran Pemkot Surakarta 
untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kuantitas 
maupun kualitas pemberitaan Pemkot Surakarta oleh media massa cetak/online.  
Secara umum, berdasarkan hasil analisis opini publik, dapat disimpulkan bahwa 
Pemkot Surakarta mempunyai citra yang baik di mata masyarakat/publik 
meskipun secara kualitas mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 
triwulan II tahun 2010. Hal ini harus terus dipertahankan, bahkan lebih 
ditingkatkan lagi. Untuk itu, Pemkot Surakarta harus dapat mengoptimalkan 
pemanfaatan media internal dalam mempromosikan hasil kerja Pemkot Surakarta 
dan lebih banyak melibatkan media massa eksternal untuk ikut mempromosikan 
Pemkot Surakarta melalui pemberitaan yang bernilai positif. Hubungan baik 
dengan media massa sebagaimana telah dilaksanakan agar terus ditingkatkan. 
Upaya ini tentu saja harus didukung oleh keterbukaan informasi kepada kalangan 
pers namun tetap harus memperhatikan adanya informasi yang bukan merupakan 
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akan sangat membantu kehumasan dalam membangun citra positif Pemkot 
Surakarta.  
Dan analisis opini publik ini dapat dijadikan masukan bagi pimpinan di 
jajaran lingkungan Pemkot Surakarta untuk penentukan arah kebijakan organisasi 
ke depan. Analisis opini publik yang dilakukan atas pemberitaan media massa 
cetak/online diharapkan akan membantu Walikota beserta pimpinan yang ada di 
lingkungan Pemkot Surakarta untuk mengetahui posisi Pemkot Surakarta dalam 
pandangan publik. Pembentukan opini publik oleh media massa dapat dijadikan 
sebagai alat untuk mengomunikasikan apa yang terjadi dan sebagai bahan evaluasi 
untuk menentukan strategi pencitraan Pemkot Surakarta ke depan. 
• Hubungan baik dengan pers 
Menciptakan hubungan baik dengan pers adalah esensi dasar kegiatan 
media relations. Karena dengan terciptanya hubungan baik tersebut, diharapkan 
akan mempermudah pekerjaan PR untuk “membimbing” dalam pembuatan berita-
berita positif. Berikut akan dijelaskan pandangan dari wartawan dan hubungan 
yang terjalin. 
Wartawan Solopos 
Menurut Septia, hubungannya dengan Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta relatif baik. Humas dan Protokol Pemkot Surakarta memang 
harus suka dengan wartawan, termasuk penyampaian informasi kegiatan-kegiatan 
di Pemkot Surakarta. Tetapi menurut Septia hal tersebut baru sebatas dalam hal 
penyampaian informasi seperti misal ada kegiatan di Pemkot Surakarta. Berikut 
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“…humas jelas harus suka dengan wartawan..termasuk penyampaian 
informasi kegiatan kegiatan di pemkot..itu sudah berjalan meskipun 
hanya sebatas penyampaian informasi.. seperti misal ada kegiatan di 
pemkot…”. 
 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta selalu memberi tahu 
apabila ada acara atau informasi-informasi mengenai apa yang terjadi di 
lingkungan Pemkot Surakarta. Menurut Septia, Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta dalam pemberian informasi kurang handal, dikatakan demikian 
oleh Septia, karena ada beberapa informasi yang seharusnya dapat disampaikan 
kepada wartawan secepatnya tetapi malah belum tersampaikan ke wartawan. 
Menurut Septia, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta adalah “corong” 
Pemkot Surakarta, seharusnya mereka dapat menyampaikan segala informasi 
tentang Pemkot Surakarta, mengingat Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta sangat diandalkan.  
Berikut penuturan Septia mengenai contoh kasus,   
“…ada beberapa informasi yang lepas… contohnya kemarin Pak 
Walikota dapat penghargaan, sampai sekarang kami belum 
mendapatkan informasi dari humas… belum ada pemberitahuan.. 
padahal itu penting untuk pencitraan seorang walikota…”. 
 
Menurut Septia, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta kurang 
melakukan apa yang seharusnya dilakukan humas. Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta kurang bisa menjadi narasumber yang utama bagi wartawan, 
namun diakui oleh Septia terlepas dari itu semua hubungan personal dengan 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta cukup baik. 
Menurut Septia, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta sebagai 
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tentang Pemkot Surakarta sampai program-program yang paling kecil, seperti 
pembuatan KTP. Jangan sampai kalau ditanya Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta tidak bisa menjawab. Misal belum tahu seharusnya Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta harus mencari tahu karena Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta sangat diandalkan. Untuk pelaksanaannya itu sendiri 
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta baru setengah-setengah, 
ada beberapa yang belum dikuasai menurut Septia. 
Septia mengetahui Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta tidak 
memiliki wartawan internal. Biasanya yang meliput pada saat acara pihak Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menunjuk staf humasnya untuk meliput 
acara tersebut. Mereka biasanya saling bertukar informasi dan saling membantu 
apabila membutuhkan link ke narasumber. 
Septia berharap bahwa Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
kedepannya humas terutama harus lebih aktif mencari informasi ke dinas-dinas di 
lingkungan Pemkot Surakarta, seperti program yang ada pada dinas-dinas 
tersebut. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta intinya harus mempunyai 
dan mengetahui tentang program dan pelaksanaan program pemerintah. Dan 
program pemerintah tersebut sudah ada agenda dan pasti kapan dilaksanakannya, 
tidak harus dimuat pada saat itu juga. Yang penting Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta lebih aktif saja. Berikut penuturan Septia, 
“…mungkin humas terutama lebih aktif untuk mencari informasi ke 
dinas-dinas seperti program-programnya.. humas ini harus mempunyai 
data terkait program dan pelaksanaan program-program pemerintah… 
Pemerintah sudah ada program, dan pasti kapan dilaksanakannya… 


















































Menurut Anita, hubungan antara Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta dan wartawan adalah cukup baik, namun dalam penyampaian informasi 
masih minim dan release susah didapat. Seharusnya mereka paham kerjanya 
media. Kalau kita sebagai wartawan butuh release. Berikut penuturan Anita, 
“…dalam penyampaian informasi masih minim dan release susah 
didapat. Seharusnya mereka paham kerjanya media. Kalo ada acara 
mereka hanya memfoto dan gak ada hasilnya…karena gak ada 
release…”. 
 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta selalu memberi tahu 
apabila ada acara atau informasi-informasi mengenai apa yang terjadi di 
lingkungan Pemkot Surakarta tetapi kurang mengalir. Menurut Anita, Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta dalam pemberian informasi dapat 
dipercaya, dikatakan demikian oleh Anita, karena informasi yang diberikan 
bentuknya pasti sifatnya resmi. Menurut Anita, Bagian Humas dan Potokol 
Pemkot Surakarta adalah “corong” atau representasi dari suatu lembaga, 
seharusnya mereka dapat melakukan tugas kehumasan dengan baik, seharusnya 
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta mobile karena bisa 
dikatakan mewakili citra Pemkot Surakarta. Seharusnya Humas bisa seperti 
Walikota, dimana Walikota itu sendiri malah bisa melakukan fungsi humas. 
Berikut penuturan Anita mengenai contoh kasus,   
“..seharusnya kepala humas berjalan kemana mana karena mewakili 
citra pemkot.. seperti misal ada tamu dari luar yang berkepentingan 
untuk menemui walikota atau sapa.. disitu seharusnya dia melakukan 
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Anita mengetahui Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta tidak 
memiliki wartawan internal. Namun biasanya yang terlibat dalam proses peliputan 
adalah staf Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, biasanya Mas Moko. 
Termasuk dalam pemberian informasi. Namun dikarenakan kebijakan pimpinan 
dan keterbatasan dana yang ada, maka informasi menjadi berhenti. 
Menurut Anita, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta untuk 
masalah release masih sangat minim, informasinya kurang mengalir. Mungkin 
dikarenakan keterbatasan dana juga, untuk biaya sms tentang pemberian informasi 
kepada wartawan salah satu pegawai Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta yang sering dipanggil Mas Moko patungan dengan wartawan. Selain 
sms juga lewat Facebook, namun menurutnya tidak semua wartawan selalu 
online. Berikut penuturan Anita, 
“..untuk release masih minim.. informasi kurang mengalir.. soalnya 
untuk biaya sms Mas Moko patungan dengan wartawan, mungkin 
karena keterbatasan dana…selain sms juga lewat fb tapi tidak semua 
wartawan selalu online …”. 
 
Anita berharap bahwa Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
kedepannya humas terutama harus bisa menjalankan fungsi kehumasan dengan 
lebih baik lagi. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta intinya untuk 
masalah release perlu ditambah intensitasnya, dan juga informasi jangan pernah 
putus putus lagi. Berikut penuturan Anita, 
“…ya kalo aku humas.. jalankan fungsi kehumasan.. release sregep.. 
informasi jangan putus-putus…”. 
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Menurut Dini Arya, hubungan antara Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta dan wartawan adalah hubungannya biasa saja, terkait pemberian 
informasi memang ada namun cukup  terbatas, biasanya lewat Facebook atau sms, 
tapi untuk sms tidak selalu dan untuk Facebook memang ada tetapi tidak selalu di-
update Berikut penuturan Dini Arya, 
“…hubungannya sedengan.. pemberian informasi memang ada.. namun 
cukup terbatas tidak regular.. terkait pemberian informasi biasanya 
lewat Facebook atau sms.. tapi sms tidak selal.. Facebook ya sering 
tetapi tidak setiap saat diupdate…”. 
 
Menurut Dini Arya, hubungan yang terjalin antara Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta dan wartawan, di luar hubungan pencari berita dan 
narasumber adalah cukup baik. Berikut penuturan Dini Arya,   
“…secara personal hubungan kita dengan orang humas baik.. namun 
secara tugas hubungan dengan Kepala Humas kurang akrab…susah 
buat ketemu Kepala Humas..saat nunggu jumpa pers, seminar,ato apa 
biasanya kita nunggu sambil ngobrol dengan orang humas seperti mas 
Aris, mas Moko, pak Jackson…”. 
 
Menurut Dini Arya, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta untuk 
masalah informasi tidak pernah terlambat tetapi terkadang waktunya mepet. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta proaktif dalam memberikan 
informasi, dan informasi tersebut pasti benar dan dapat dipercaya.Berikut 
penuturan Dini Arya, 
“..Kalo soal telat gak tapi kadang waktunya mepe…, tidak dikirim tapi 
kita minta…mereka proaktif memberi informasi….akurat informasi pasti 
benar dan terpercaya… penghargaan pernah dikirimi tapi telat..gak ada 
yang tau….tidak ada informasi yang disampaikan ke publik …”. 
 
Dini Arya berharap bahwa Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
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secara tugas. Secara personal pihak Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
harus lebih intens membina hubungan relasi dengan wartawan, terutama Kepala 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta. Karena selama ini beliau tidak 
terlalu dekat dengan para wartawan. Berikut penuturan Dini Arya, 
“…ya lebih mengoptimalkan fungsi… humas secara fungsi dan tugas… 
secara personal harus ada yang membina hubungan relasi dengan 
wartawan… secara personal deket dengan wartawan… pimpinan bisa 
memimpin harusnya bisa menunujuk personal..malah pimpinan tidak 
mengena..harusnya bisa deket.. nongkrong yo pie.. relasi relasi sosial 








B A B  IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A.    Kesimpulan 
Dari hasil penelitian mengenai strategi Media Relations yang dilaksanakan 
oleh Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, maka sesuai dengan rumusan 
masalah, teori-teori yang digunakan, dan analisis data yang diperoleh, maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut, dalam menjalin hubungan dengan pihak 
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1.  Strategi Media Relations yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta 
Strategi Media Relations yang pertama adalah mengelola relasi, dimana 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menjalin hubungan dengan para 
wartawan, dan juga dengan pimpinan redaksinya, namun hubungan yang lebih 
sering terjadi adalah dengan para wartawannya. Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta melakukan komunikasi yang intens dengan para wartawan, 
dimana Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta selalu mengundang para 
wartawan baik dari media elektronik maupun cetak, dalam kegiatan jumpa pers. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta melakukannya salah satunya 
melalui situs jejaring sosial (Facebook), dimana bagi pihak Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta adalah kenyataan teknologi informasi sangat 
membantu mereka di tengah keterbatasan anggaran yang ada.  
Di dalam menjalin hubungan dengan para wartawan, tidak hanya anggota 
dari Sub Bagian Pemberitaan saja yang melakukannya, melainkan seluruh staf 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta. Arso Danardono yang mempunyai 
jabatan Penyusun Kliping bertugas salah satunya membuat analisis berita dan 
membuat laporan kegiatan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, untuk 
diberikan kepada wartawan. Untuk masalah mengkoordinasi para wartawan untuk 
datang ke Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta apabila ada informasi-
informasi dan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Jackson Napitupulu, SE, M.Si 
selaku Kepala Sub Bagian Pemberitaan. Dan yang terakhir sebagai juru bicara 
pada saat kegiatan jumpa pers adalah Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
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menjalin hubungan baik dengan media.  Masing-masing staf memiliki cara-cara 
sendiri dalam mengelola hubungan baik dengan para wartawan, untuk tim media 
mereka berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan wartawan akan informasi, 
sedangkan yang lain menjalankan hubungan antar manusia, layaknya pertemanan. 
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta menjalin relasi dengan 
para wartawan didasarkan atas hubungan antar manusia. Seluruh staf Bagian 
Humas Pemerintah Kota Surakarta memperlakukan para wartawan layaknya 
seperti bagian dari Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta. Jadi layaknya 
hubungan persahabatan, seringkali mengobrol masalah-masalah di luar tugas, 
seperti berbicara masalah aktual sehari-hari. 
Strategi Media Relations yang dijalankan Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta dalam menjalin hubungan dengan media massa yang kedua adalah, 
mengembangkan strategi, yang meliputi, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta terus-menerus mengembangkan materi PR untuk media massa. Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta menunjuk beberapa pegawainya untuk 
mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan PR, kameraman, fotografer, 
dan jurnalistik, dengan tujuan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
memiliki pegawai yang kompeten di dunia pers, sehingga bisa menyediakan 
materi yang baik bagi media massa. Pelatihan-pelatihan tersebut dikembangkan 
pada pegawai-pegawai Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, namun 
tidak mesti dilakukan setiap tahunnya karena keterbatasan dana. Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta menggunakan berbagai media yang ada untuk 
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Surakarta mengundang para wartawan baik dari media elektronik maupun cetak, 
dalam kegiatan jumpa pers, dimana tujuannya adalah masyarakat bisa mengetahui 
informasi-informasi mengenai kebijakan-kebijakan maupun kegiatan-kegiatan 
Pemkot Surakarta tidak hanya melalui media elektronik, namun juga media cetak. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta juga membangun dan memelihara 
kontak dengan media massa. Didalam membangun kontak, Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta membuka pintu bagi semua wartawan dari media 
massa baru apabila ingin bergabung dalam peliputan berita di lingkungan Pemkot 
Surakarta asalkan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, 
yaitu dengan membawa surat resmi dari pimpinan redaksinya. Dalam memelihara 
kontak dengan para wartawan, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
selalu melakukan update database wartawan. Dan diluar acara jumpa pers, Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta selalu menghubungi para wartawan via 
sms atau melalui facebook, apabila ada informasi-informasi dan kegiatan-
kegiatan. Dan juga Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta selalu berusaha 
melayani para wartawan dengan memenuhi kebutuhan mereka akan informasi. Di 
dalam masalah informasi, segala informasi mengenai pihak Pemkot Surakarta di 
lingkungan Pemkot Surakarta, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
memang diposisikan sebagai “corong”  Pemkot Surakarta, dalam artian semua 
informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan di lingkungan 
Pemkot Surakarta, Humas yang berhak menginformasikan kepada media massa. 
Jadi para wartawan datang ke  Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
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masalah informasi, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, yaitu 
Drs. Joko Partono, yang diposisikan sebagai juru bicara dari pihak Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta, dikarenakan dianggap memiliki kompetensi untuk 
menjadi juru bicara yang mampu menjadi representasi pihak Pemkot Surakarta. 
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta hanya akan memberikan 
informasi-informasi kepada wartawan, apabila informasi tersebut sudah 
memenuhi syarat untuk diberikan kepada para wartawan. Terkait dengan masalah 
mendapatkan informasi, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta selalu 
berusaha berkoordinasi dengan semua pihak yang dianggap bisa memberikan 
informasi yang mutakhir. Data dan informasi dikumpulkan mulai dari seluruh 
jajaran dinas-dinas di Pemkot Surakarta, para wartawan dari berbagai media 
massa, dan juga masyarakat. Dengan seluruh jajaran dinas-dinas di Pemkot 
Surakarta, mereka selalu memberikan informasi-informasi kepada Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta mengenai kebijakan-kebijakan atau kegiatan-
kegiatan terkait dengan pihak Pemkot Surakarta. Dengan wartawan, mereka juga 
memberikan informasi-informasi kepada Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta, karena wartawan juga bisa tahu lebih dulu mengenai suatu hal, karena 
mereka di lapangan. Dengan masyarakat, bisa melalui surat pembaca, apabila ada 
masukan-masukan atau keluhan-keluhan menegnai pihak pemerintahan, nanti 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta akan memberi tanggapan yang 
kemudian ditindaklanjuti.  
Strategi Media Relations yang dijalankan Bagian Humas dan Protokol 
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adalah mengembangkan jaringan, yang meliputi, Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta menunujuk beberapa orang stafnya untuk merangkap menjadi petugas 
dalam hal berbagi berita, informasi, dan juga materi-materi seperti foto dan berita. 
Jadi misal terdapat wartawan media massa yang tidak bisa hadir atau terlambat 
dalam suatu acara Pemkot Surakarta, para wartawan bisa meminta liputannya 
kepada staf Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, hal tersebut termasuk data-
data dan foto-foto yang akan digunakan untuk publikasi. Bagian Humas dan 
Protokol Pemkot Surakarta juga berhubungan dengan organisasi profesi 
kewartawanan, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Wartawan 
Surakarta/Solo (WtS), guna memperluas jaringan dengan media massa. Hubungan 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta dengan organisasi kewartawanan 
untuk saling bersilaturahmi dan untuk bertukar informasi. Hubungan B again 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta dengan PWI tidak intens atau jarang 
sekali, dikarenakan letak PWI yang berada di Jakarta. 
 
2.  Pihak media massa yang diwakili oleh 3 orang responden dari 3 surat kabar   
terpilih, yaitu Solopos, Joglosemar, dan Suara Merdeka beranggapan bahwa: 
a. Citra Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, cukup kurang.  
Walaupun dapat mengakomodir kebutuhan wartawan terhadap informasi 
seputar Pemkot Surakarta, namun pencitraan Humas dan Protokol itu 
sendiri  kurang ada, yang ada malah pencitraan Walikota. Dikarenakan 
Kepala Humas yang seharusnya bisa jadi wakil dari Humas dan Protokol 
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Surakarta itu sendiri kurang bisa menjalankan peran dan fungsi 
kehumasan. 
     b. Upaya yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 
untuk menyelenggarakan kegiatan media relations sudah cukup baik. 
Kemudian mereka juga memberikan beberapa saran untuk Bagian Humas 
dan Protokol Pemkot Surakarta agar kinerjanya menjadi lebih baik lagi, 
yaitu: 
1. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, kedepannya humas, 
terutama harus lebih aktif mencari informasi ke dinas-dinas di 
lingkungan Pemkot Surakarta, seperti program yang ada pada dinas-
dinas tersebut. Humas dan Protokol Pemkot Surakarta intinya harus 
mempunyai dan mengetahui tentang program dan pelaksanaan program 
pemerintah. 
2. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, kedepannya humas, 
terutama harus bisa menjalankan fungsi kehumasan dengan lebih baik 
lagi. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, untuk masalah 
release perlu ditambah intensitasnya, dan juga informasi jangan pernah 
putus putus lagi. 
3. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, kedepannya humas, 
lebih mengoptimalkan fungsinya, baik secara fungsi maupun secara 
tugas. Secara personal pihak Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
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wartawan, terutama Kepala Humas dan Protokol Pemkot Surakarta. 
Karena selama ini beliau tidak terlalu dekat dengan para wartawan. 
3. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta telah menjalankan strategi 
Media Relations dengan cukup baik. Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta menyadari keberadaan hubungan dengan media (media relations), 
menopang keberhasilan program Bagian Humas dan Protokol Pemkot 
Surakarta sebagai Humas Pemerintahan dalam memberikan informasi 
mengenai sosialisasi kebijakan, kegiatan Walikota maupun jajaran yang ada di 
lingkungan Pemkot Surakarta. Melalui media relations, media dapat menjadi 
partner kerjasama untuk proses publikasi dan publisitas aktivitas kehumasan 
dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan dampak 
pemberitaan yang dilakukan dapat menjadi kekuatan dalam pembentukan 
opini publik dalam waktu yang singkat. 
4. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, sebagai fasilitator dinas-dinas 
di lingkungan Pemkot Surakarta, telah melakukan fungsi dan peran dalam 
memfasilitasi dinas-dinas terkait dengan wartawan, dalam menyelesaikan 
permasalahan yang timbul di masyarakat, salah satunya melalui kliping koran 
untuk menganalisa opini masyarakat, yang selanjutnya akan diberikan kepada 
dinas yang berkaitan untuk dikaji dan dilakukan langkah untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada. 
Menciptakan citra/ image Pemkot Surakarta yang baik di masyarakat 
membutuhkan komuniksi yang membangun, duduk bersama, berdiskusi 
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yang positif kepada masyarakat, merupakan solusi Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta dengan pihak media, dalam hal ini wartawan.  
 
B.    Saran 
1.   Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta sudah memiliki program kerja 
dan ketentuan yang cukup baik untuk menjalin hubungan dengan media. 
Program kerja yang dibuat sudah mengakomodir kebutuhan dan menambah 
pemahaman wartawan tentang Pemkot Surakarta. Penulis menyarankan agar 
dalam pelaksanaannya, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta lebih 
sigap dalam menanggapi permohonan wawancara narasumber dan 
memberikan informasi dengan jelas. 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta untuk lebih bisa 
meningkatkan pelayanan kepada para wartawan, terkait teknis di lapangan. 
Dan juga mengefektifkan kembali kunjungan ke redaksi media, baik media 
cetak maupun elektronik. Dan diluar hubungan kerja, sebaiknya seluruh 
jajaran Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta lebih meningkatkan 
hubungan dengan para wartawan. 
Untuk Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta agar lebih 
bisa menjalankan fungsi kehumasan. Mengingat pentingnya sosok pimpinan 
di sebuah organisasi, sebaik-baiknya para staf Bagian Humas dan Protokol 
Pemkot Surakarta melakukan tugasnya dengan baik, sementara pimpinannya 
kurang baik dalam melaksanakan fungsinya sebagai Kepala Bagian Humas 
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Kerjasama yang baik dengan media adalah titik awal terbentuknya citra 
perusahaan. Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surakarta dan semua jajaran 
pejabat Pemkot Surakarta harus menyadari bahwa untuk mewujudkan hal 
tersebut dibutuhkan kerjasama tim (teamwork) dan adanya kedekatan dalam 
hubungan dengan media, sehingga citra Pemkot Surakarta dapat terwujud 
sebagaimana mestinya, yaitu citra positif, yang dapat dilihat melalui 
pemberitaan di media. 
 
2.  Untuk penelitian berikutnya, diharapkan untuk meneliti relasi-relasi Bagian 
Humas dan Protokol Pemkot Surakarta, seperti redaktur media massa bisa 
dijadikan responden penelitian, agar dapat diketahui dengan jelas alasan 
pemuatan berita setiap harinya. Selain itu, ada baiknya apabila nantinya ada 
peneliti yang menggunakan media elektronik sebagai media yang bisa 
dijadikan responden penelitian tentang hubungan dengan media (media 
relations) ini akan menjadi sangat beragam. 
 
 
 
 
 
 
